UNIVERSITAS INDONESLA

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN
TAHUNAN DEPARTEMEN
{ STUDI KASUS BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
ANGGARAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM )

TESIS

NOERMAN ADI SANTOSO
0706308894

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDL KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA
DESEMBER, 2009

Analisis Penyusunas= G8rman Adi Santoso, Pascasarjana Ul, 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALJISIS PENYUSUNAN ANGGARAN
TAHUNAN DEPARTEMEN
( STUDI KASUS BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
ANGGARAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM )

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat antuk memperoleh Gelar
Magister Sains {ML.51)

NOERMAN ADI SANTOSO
0706308894

PROGRAM PASCASARIJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PERENCANAAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
JAKARTA
DESEMBER, 2609

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana Ul, 2009



PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN
SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisis Penyusunan Anggaran
Tahunan Departercen (Studi  Kasus Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
Departemen Hukum dan HAM) adalah karya saya sendiri dan belurn diajukan
dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang
berasal atan dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari
penulis lain tefah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Referenst
di bagian akhir tesis iai.

Tangerang, Desember 2009

'&ﬁiﬁzﬁm

NPM. (706308894

i

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana Ul, 2009



Tesis ini diajukan oleh
Narna

NPM

Program Studi
Konsentrast

Judut Tesis

LEMBAR PENGESAHAN

: Noerman Adi Santoso

: 0706308894

: Pengkajian Ketahanan Nasional

1 Kajian Stratejik Perencanaan, Strategi dan
Kebijakan

: Analisis  Penyusunan  Anggaran  Tahunen
Departemnen {Studi  Kases Bagian Penyusunan
Program dan Anggaran Departemen Hukum dan
HAM)

Telah berhasii dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai
bagian persvaratan yang diperiukan untuk memperoleh gelar Magister Sain (MS1.)
pada Konsentrasi Pengkajian Stratejik Perencanaan, Sirategi dan Kebijakan
Program  Studi  Pengkajian Ketshanan Nasional, Program Pascasarjana,

Universitas Indonesia

Ketua Ridang

Pemhbimbing

Penguji

DEWAN PENGUJI

- DR. Amy S. Rahayu, Msi. (" -)
o e
: Drs. Johannes Suteyo, M.A. {(/é(f»—; %)

: Drs. Paotius 1D, Soeling, M.Si. r 3

Jakarta, Desember 2009

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana Ul, 2009

E



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNys,

penulis dapat menyelesaikan tesis ini, Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka

memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Saing pada Program Studi

Ketshanan Nasional, Konsentrasi Kajlan Stratejik Perencanasn, Strategi dan

Kebijakan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Penulis menyadari tanpa

bantuan dan bimibingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkulizhan sampai pada

penyusunan tesis ini sangatiah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ind, Untuk
itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : | :

1. Bapak Drs. Johannes Sutoyo, MA, selaku dosen pembimbing vang felah
menyediakan waktu, tenaga dan piiman didalam mengarabkan penulis dalam
penyusunan tests ini.

2. Rinz Wulandari den Nara Ramadanisha selaku istri dan ansk saya, Bapak ihu
Sentoso dan Bapak ibu Dioko selaku orang tua yang felsh memberikan dukungan
material dan mori! dalam mengikuti program pascasajana.

3. Ibu Bemytha, SH selaku alasan pepulis yang telah membantu memberikan
kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk mengikuti program pascasarjana
dan menyelesaikan tesis ini.

4, Teman-teman di Bagian Organisasi dan Bagian Penyusunan Program dan
Anggaran yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berbarap Allah SWT berkenan membalas segala kebatkan
saudara-saudara semua. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan

ilmu.

Tangerang , 28 Dasember 2002
Penulis

fv

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana Ul, 2009



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
{Hasil Karva Perorangan)

o W—

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang fertanda tangan di
bawal ini;

Nama : Noerman Adi Santoso

NPM : 0706308894

Program Studi  : Pengkajian Ketahianan Masional

Konsenteasi . Kajian Strateiik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan
Jenis Karya : fesis

demi pengembangan ilmu pengetabuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas  Indonesia Hak Bebas Royalli  Nom-Eksklusif  (Non-
exclusiveRovalty-Free Right) atas karya tlmiah saya yang berjuduls

Analisis Peoyusunan Anggaran Tahunan Departemen (Studi
Kasus Bagian Penyusunan Program dam Anggaran Departemen

Hukum dan HAM),

beserta perangkat yang ada (bila diparlukan). Dengan hak bebas Rovalti Non-
Ekskiusit ini Universitas Indonegia berhak menyimpan, meagalihmedia/format-
kan, mengelolanya dalam  bentok  pangkalan  data  (detabose),
mendistribusikannya, dan mepampilkan/mempublikasikannya di Intemef atau
media lain upiuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama
tabap mencanfurokan nama saya scbagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik
Hak Cipta, Segala beptuk tuntutan hukum yang timbuol atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Dlemikian pecnyataan ind saya buat dengan sebenamya.

Dibuat di . Tangerang
Pada tanggal : 28 Desember 2009
Yang menyatakan

/Y

P
(Noerman Adi Santoso}

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana Ul, 2009



ABSTRAK

Nama 1 Noerman Adi Santoso

NPM 1 0706308894

Program Studi  : Pengkajian Ketahanan Nasional

Judul Tesis ; Analisis Penyusunan Anggaran Tahunan Departemen
{Studi Kasus Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
Depariemen Hukum dan HAM).

Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi seatu dasar hukum vang kuat
schingga “rule of the game” tidak pemah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan
yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanasn pembangunan
nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagal upaya pembangunan di
berbagai tingkatan, seldtor dan daersh. Reformasi pengelolaan kevangan sektor publik
telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih  sistematis dalam
penganggaran sektor publik. Pendekatan pengangparan di sckior publik dapat berupa
line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based
budgeting

Penyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM
belum dilaksangkan secara optimal karena adanva hambatan-hambatan yang
mempenigaruhl proses penyusuman anggaran. Implementasi kebijakan penyusanan
anggaran  berbasis kinerja yang sudah menjadi kobijakan perencamaan dan
penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Depariemen.

Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif
bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhimya
menjadi tshapan yanp dikennl sebagsal grounded theory reseorch, Sampel yang
dipergunakan yaitu pejabat struktura] yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5
(lima) tahun terakhir. Pengumpulan data wmelalui wawancara dengan metode
observasi dan melahi studi kepustakaan.

Dari hasil mekanisme pelaksansan penyusonan anggaran tahunan Departemen
yang selama int dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan
program dan anggaran ishunan  departemen yang berbagis kinerja adalah
ketidakkonsistenan sistem atsu program saffware yang digjukan oleh Departemen
Keuangan dan ketecbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring
koprunikast informast sebagai perdukung percepatan proses penyusunan program dan
anggaran tabunan depariemen.

Kata Kunei :
Penyusunan anggaran, Program dan Kegiatan, Tugas pokok dan Fungsi
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ABSTRACT

Name : Noerman Adi Santoso

Program of Study  : National Resilience Studies

Concenirated : Strategic Planning, Strategies And Policies

Title : Annual Budgetary Analysis Department
{The Case Study on Program and Budget Ministry of Law
and Human Rights)

Reform the planning system has not driven 2 strong lzgal basis that “the rule
of The Game" was never created. The absence of 2 clear set of rules and binding, can
lead to natiopal development planning system will not result in synergy in
development efforts at various levels, sectors and regions, Reform of public sector
financial management has encouraged the development of a2 more systematic
approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can
be a line itern budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based
budgeting '

Annual budgeting within the Minisiry of Law and Human Rights are not
conducied in an eptirmal because of the constraintz that affect the budgeting process.
Policy implementation of performance-based budgeting that has become budgeting
planning policies and still can not be fully implemented in the Department.

Research is used by using Qualitative Research Methods aims fo develop
understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded
theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the
budget for § {five) vears. Collecting data through interviews and observation methods
through the literatare study.

From the results of the implementation mechanism of the annual budget for
the Department that was conducied, the main obsitacle in the conduct of the
preparation of annual budget and program performance-based departments is the
inconsistency of the gystem or software program proposed by the Ministry of Finance
and the limited infrastructure and facilities, especially in information communication
network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual
budget and program deparfments.

Key Words: Budgeting, program and activities, main task and function,
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Proses perencanaan setelah pasca otonomi daerah juga tidak luput dari
beberapa permasalahan yang krusial dan signifikan. Reformasi kelembagaan
politik kepemerintahan belum berjalan baik. Sistem perencanaan belum
dilandasi suatu dasar hukum yang kuat schingga “rule of the game” tidak
pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat,
dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan
menghasilkan sinergi dalama berbagai upaya pembangunan di berbagai
tingkatan, sektor dan daerah. Dengan demikian, John R. Commons (1934)
menyebutkan bahwa seperangkat aturan main atau tata cara untuk
kelangsungan sekwmnpulan kepentingan (a sef of working rules of going
concerns) tidak akan menciptakan 2 demarkasi pepting yaitu konvensi
(conventions) dan aturan main (rules of the game).

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat
keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarabhkan
pada pencapaian sasaran tertentu. Dengan definisi tersebut, maka
perencanaan mempunyai unsur-unsur: (1) berhubungan dengan hari depan;
(2) mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis; dan (3) dirancang
untuk mencapai tujuan tertentu (Kunarjo, 1992).

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
1 Universitas Indonesia
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Perimbangan Keuangan Pemerintab Pusat dan Daerah mendorong adanya
desentralisasi penyelenggsraan pemerintah  dacrah. Desentralisasi mi
menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom.

Adanya desentralizasi pengelolaan pemerinishan daerah dan tuntutan
masyarakat akgn transparansi dap akuntabilitas, memaksa pemerintah baik
pusat maupun daeral untuk menciptakan sistern pengelolaan keuangan yang
lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan
pengelolaan kouangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efekiif, transparan, dan bertanggung jawsb
dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan reanfaat untuk masyakarat.

Reformasi sektor publik yang diseriai adanya tuntutan demokratisasi
menjadi  soatu  fenomens global termasuk di  Indonesia.  Tuntutan
demokratisasi ini menyebabkan sspek transparansi dan  akuntabilitas
menjadi hal penting dalam pepgelolaan pemennizhan fermasuk di bidang
pengelolaan keuangan negara. Agar Indonesia tidak semakin jatuh maka
birckrasi Indonesia perlu melokukan reformasi secars menyelurub.
Reformasi i sesumgguhnya harus dilibat dalam kerangka teorittk dan
empirik yang Iuas, mencakup didalamnya penguatan masyarakat sipil (civil
sociely), supremasi hukum, strategi pembangunan ckonomi dan
pembangunan politik yang saling ferkait dan mempengarubi., Dengan
demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam

upaya koosolidasi demokrasi kita seat ind.

Universitas Indonegia
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Globalisasi tak hanya mennntat peningkatan peran sekior swasta,
tetapi juga memntut sektor publik untuk memperbaiki kinerjanya dalarm
rangka melayani kebutuhan pasar global. Hal ini telsh berlangsung di
Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina Di Singspura, misalnya,
munculnya pasar global ditangpapi pemerintah dengan meningkatkan
kompeteasi civil service sgar mereke mampu menjawab tantangan zaman
dan lebih kompetitif di dunia internasional. Kepekasn Birokrasi untuk
mengantisipasi  funtutan  perkembangan  masyarakat  mengenai
peikembangan ckonomi, sosial dan politik sangat kurang schingga
kedudukan birokrasi yang scharusnya sebagai pelayan masyarakat
cenderung bersifat veriical top down daripada horizomtal partisipative

Seiring dengan adanva reformasi pengelolaan sektor publik yang
ditandsl dengan munculnya ora New Public Manogemers (NPMj, ielsh
mendorong adanya ussha untuk mengembangkan pendekatan yang lebik
sistematis dalam penganggartan scktor publik. Terdapat empat jenis
pendekatan penganggaran di sektor publik dengan penekanan yang berbeda-
beda untuk setiap pendekatan tersebut. Keempat pendekatan dalam
penganggaran ini adalah {ine femr budgeling, performance budgeting,
program hudgeting, dan zero-based budgeting (Kluvers, 1999). Pemerintah
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Talnm 2004, serta
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ientang Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 25 Tehun 2004 ientang Sistem Perencanaan

Pembangunar Nasiopal telah menetapkan penggurasn pendekatan

Universitas Indonesia
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penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinegja dalam proses pevusunan
apggaran. Penganggaran berbasis  kinerja  (PBK) merupakan  suaiu
pendekatan dalem penyusunan anggaran vang didasarkan pada kinerja atau
prestasi kerja yang ingin dicapai. Beberapa penulis menggunakan istilsh
yang berbeda untuk penganggaran berbasis kinega ini. Hatry (1959}
menggunakan istilah penganggaran herbasis hasil (reswlts-based budgeting),
sedangkan Osborne dan Gaebler (1992} menggunakan istilah penganggaran
unfuk hasil (budpeting for results). Untuk selanjutnya, dalam tesis ini
digunakan istilah penganggaran berbasis Kinerja yang disingkat PBK. PBK
dapat dikatakan mernupakan hal baru karena pusat perhatian diarahkan pada
outcame dan mencoba untuk menghubungkan alokasi sumber daya secara
cksplisit dengan ovicome yang ingin dicapai (Hatry, 1959}, Definisi PBK
vang diuongkapkan oleh Negara Baglan Maine, Amerika Serikat datam
Smith {1999} adalah bahwa angparan Kinerja menghubungkan pengeluaran
dengan hasil. PBK mengalokasikan sumber daya didasarkan pada
pencapaian oufcome yang dapat diukur secara spesifik. Outcome
didefinisikan welalai proses perencansan steategis yang mempertimbangkan
isu kritis vang dihadapi lembaga, kapabilitas lembaga, dan masukan dari
stakeholder.

Sebelum  dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharasan Negara, penyusunan apggaran  menggunakan

pendekatan tradisional yang mana henya berorientasi pada inpuf, bukan

niversitas Indonesia
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output. Sebagai contoh pada periode berjalan, suatu unit kerja meminta
kensikan jumlab angpgaran pendapatan Xkarena ioflasi, mska metoda
penyusunan anggaran yang berorientasi input dan menentukan kenaikan
anggaran berdasarkon inflasi  atau perubahan  harga seperti ftu
discbut incremental budgeting.

Traditional budget didominasi oleh penyusunan anggaran yang
bersifat lime-item dan incrementalism, vaitu proses penyusunan anggaran
vang hanva mendasarkan pada besammya reslisasi anggaran  ighus
sebelumnya, konsekuensinya tidsk ada perubahan mendasar ferhadap
anggaran baru. Hal ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan riil dan
kepentingan masyarakat, Performance budget pada dasamya adalab sistem
penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian
hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mesccrminkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientst kepada
kepentingan publik.

Setelah terjadi knsis keunngan, adminpistrator negara  roudal
memikirkan kembali proses penganggaran seeara serius. Perubahan dalam
pola pikir ini akhirnya menghasilkan pererbitan Undang-Undang 17/2003
mengenai Keuangan Megara, yang mengubah standar yaitu, belanja rutin
dan pembangunan dan mengonsolidasikannya menjadi satu anggaran
bersama. Undang-undang ini pun memperkenalkan perencanaan

pengeluaran jangka menengah dan konsep pengganggaran berbasis kinerja.

‘Universitas Indonesia
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Perbedaan antara metode iradisopal dengan metode baru adalah
sehagal berikut:

Tabel 1. Tabel perbandingan Metode Anggaran

ITEM PBK TRADISIONAL
Stngkatan dari  |Pengparan Berbasts Kinerja {Kinerja Berbasis Anggaran
Arii Anggaranlah yang disusun  {Kinerjalah yang divhah-

sesuai dengan beban target  Jubah sesual dengan

kineria tertentu. ketersediaan anggaran yang
ditetapkan dalam plafon
anggaran belanja

Pendekatan baru daian sistem anggaran publik tersebut cenderung
memiliki karakieristik nmum sebagai berikut:
1.  Komprehensif atau komparatif
2.  Terintegrasi dan lintas departemen
3. Proses pengambilan keputusan yaog rasional
4. Berjangks panjang
5. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
6.  Analisis total cost dan benefit (fermasuk opporfusity cost)
7.  Berorientasi input, outpul, dan outcome {value for money), bukan
sekedar input.
8. Adanya penpawasan kinerja.
Penganggaran merupskan rencana keuangan yang secara sistimatis
menunjokkan alokesi sumber daya manusia, material, dan sumber daya
lainnya, Berbagai variasi dalam sistem pepganggerdn perperintah

dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk puna pengendalian

Liniversitas Indonesia
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keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan
pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja
diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan
pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi
manajermen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituzangkan dalam
kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk
efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil
tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan
bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program, diikuti dengan
pembiayaan pada setiap tingkat pencapatan tujuan.

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai
instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai
cara untuk mencapai Kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari
rencana kerja tahunan yang merupakan rencana operasional dari Renstra dan
anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja.

Dewasa ini perencanaan pembangunan menghadapi tantangan berat,
bukan saja karepa perkembangan lingkungan stratejik domestik dan
internasional menghadapkan batasan-batasan terhadap kiprah perencanaan

dalam mendorong pembangunan masa depan yang lebih baik, tetapi juga
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berkembang anggapan hehwe lembaga perencanaan pembangunan tidak
diperlukan, karena keberaduannya selama ini hanya meroperpanjang jalur
alokasi sumber-sumber yang bukan merupakan tanggung jawabnya, dan
telah menimbulkan dampak negatif dalam peningkatan efisiensi anggaran.
Dan dikala masyasrakat mengharapkan manajemen pemerintghan dapat
mengembangkan kebijakan yvang efektif dalarn mewnjudkan pemuliban
perekononmian dan mendorong bangkitnya kembali pembangunan d&i seluruh
tanah air, perencanaan pembangunan belum juga menggemalcan suatu irama
vang membangkitkan.

Menghadapi  fantangeu-tantangan  tersebut, di  samping  sistem
perencanazn barus mampu mendayagunakan pemanfanstan sumber-samber
yang tersedia secara optimal, juga adalah mengembangkan kebijakan-
kehijakan vang inovatif yang mendorong transformasi ekopomi daerah
berbasis sumber daya setempat.

Dalam hubungen perencanaan pémbangunan, hal itu mempunyat
makna bahwa lembaga-lembaga atau vnit perencanaan pembangunan pusat
atau daerah memiliki degree of freedom tertentu untuk mengembangkan
dan menawarkan rencana kebijokan yang bersasaran mengoptimalkan
pemanfaatan  keunggulan  komparatif dan  peningkatan  keunggulan
kompetitif vang ada di daerah. Dengan kebijakan seperti itulsh terbentang
tantangan-tantangan luas ontuk mengembangkan potensi-potensi lokal
melalui pengembangan berbagei langkah kebijakan ipovatif yang dapat

mendorong akselerasi perkembangan dan pembangunan, Secara mplisit hal
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itu jups mengandung arti bahwa relokast sumber-sumber dari suaty dasrah
ke daerah Jain akan mendorong perkembangan di dacrah bersangkutan, vang
pada gilirannya akan meningkatkan permintaan efekiif dari duerah tersebut
serta mendorong arus permintaan pada daerah lainnya. sehingga terjadi
peningkatan kemajuan pada kedua daerah,

Jones dan Pendlebury (2000} menjelaskan bahwa anggaran
menyediakan hubungan penting antsyu perencanaan dan pengendalian.
Peran perencanasn dinyatakan dalsm bentuk input yang diperiukan untuk
menjalankan aktivitas vang direncanakan, Peran pengendalian dilakukan
dengan mempersiapkan anggaran dengan suaty cara yang memperlibatkan
secara jelas masukan dan sumber daya yang dialokasikan kepada individu
atau departemnen untuk melaksanakan ftugas yaog menjadi tanggung
jawabnya. Pengendalian dapat dilakukan dengen membandingkan hasil
vang diapgparkan dengan hasil yang dipercleh uatuk menjamin bahwa
fingkat pengeluaran tidak dilampaui dan tingkat aktivitas yang direncanakan
tercapat.

Maddox (1999} menjelaskan pengendalian adalah suate proses
melatui mana manajemen suaty organisasi meminmt keyakinan yang
beralasan bahwa sumber days digunakan secara efektif dan efisien unrik
mencapat misi dan rencana organisasi, pelaporan kewangan andal, dan
kebijakan, hukum, dan peraturan yang relevan diikuti.

Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 mengamanatkan perubahan-

perubahan kunci tentang penganggaran sebagai berikut:
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Penerapan  pendekatan pengangparan  dengan  perspektif jangka
menengah

Pendekaton dengan perspektif jangka menengah memberikan
kerangka vang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses
perencansan dan penganggatan, mengembangkan disiplin  fiskal,
mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis,
dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada  instansi
pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih
efisien.

Dengan melakukan proyeksi jangka menengsh, dapst dilurangi
ketidakpastian di masa yang aken datang dalam pepyedisan dana
untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan barw, dalam
penganggaran tahunan. Pada saat yang sama, harus puls dihitung
implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal
dalam jangka menengah, Cers ini juga memberi@n peluang untuk
melakukan avalisis apakah instansi pemerintah perln melakukan
perubahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan
program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan barn
dapat diakornodasikan,

Penerapan penganggaran secara terpadu

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun
secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan

anggaran belanja pembangunan, Hal tersebut merupakan tahapan yang
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dipertukan sebagal bagian upava jangka panjang untuk membawa
penganggaran  menjadi  lebih transparan, dan memudahkan
penyusunan dan pelaksanaan anggaran vapg betorientast kinerja.
Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir Kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangksn biays secars
keseluruhan, baik yang berstfat investasi maupun biaya vang bersifat
operasional,

3. Penerapan penganggaran derdasarkan kinerja
Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai
bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja.
Hal ini akan mendukuog perbaikan efisiensi dan efekiivitas dalam
pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan
keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah
Rencana keria dan anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan prestasi
kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnys
dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, Oleb karena itu,
program dan kegiatan instansi pemerintah harus diarahkan untuk
mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapken sesual dengan
Rencana Kerja Tabunan (RKT).
Departemen Hukum dan Hsk Asast Manusiz Republik Indonesia

sebagai salab satu lembaga pemerintah yang bertugas membaniu Presiden

dalam meoyclenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang bukum

dan hak asasi manusia (Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005}, Sebagai
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iembaga pemerintzh yang menyediakan jasa pelayanan hukum dan hak asasi

manisia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan

fungsi sebagai berikot:

i.

Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan
teknis di bidang hukum dan hak asasi manosia

Pelaksanaan vrusan pemerintahan sesual dengau bidang tugasnya
Pengelolaan barang milikikekayaan negara vang menjadi tanggung
jawabnya

Penpawasan atas pelaksanaan fugasoya

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Berdasarkan fungsi di atas, maka Depastemen Huokom dan Hak Asast

Mannsia membawahi beberapa Unit Eselon I yang menangani bidang

hukum dan hak asasi manusia yang terdint dari:

L

2.

Sekretanat Jenderal

Inspektorat Jenderal

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelekinal
Brirektorat Jenderal HAM

Badan Pembinaan Hukum Nasional
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10. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
dan HAM.

Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM
mempunyai tugas pokok melaksanzkan pembinaan, koordinasi penyusunan
réncana dap anggaran, pengorganisasian, ketatalaksanaan serta evaluasi dan
penyusunan laporan Departemen berdasarkan  peraturan  perandang-
undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Hukum dan HAM, 2005),

Bire Perencanasan melaksanakan fungsmya sebagai Biro dalam
menyusun perencanaan program dan  anggaran Departemen dengan
mekanisme kerja sesusi dengan peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan. Mekanisme penyusunan dilakukan berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan dari Direktorat Jenderal Anggaran melalui alat aplikasi RKA-KL
(Rencana Kerja dan Anggaran Kementetian Lembaga). Dalam penyusunan
perencanaan penganggaran iersebut dilaksanakan berdasarkan pagu vang
ditetapkan oleh Departemen Keuangan. Lebih lanjut mengenal mekanisme
kerja penyusunan anggaran akan dibahas pada Bab Il

Dalam proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan, tiap-tiap
satuan kerja memberikan usulan terbadap program kegiatan yang zkan
dilaksanakan setiap tshunnya. Ada beberaps kendals yang dihadapi oleh
setiap satuan kerja dalam mengajukan usulan pelaksanaan program kegiatan
antara lain berups perubahan kebijakan terhadap organisasi yang secara
keseluruhan akan mempengarubi tugas pokok dan fungsi serta keterbatasan

alokasi anggaran yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan yang didasarkan
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kepada tugas pokok dan fingsi belum berorientasikan kepada outpust. Dasar
penetapan alokasi anggaran hanya memperhitungkan biaya kegiatan vang
telah dilgksanakan pada tahun sebelumnya dengan memperhitungkan angka
inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Akibat proses perubahan kebijakan Pemerintah terhadap sistem
perencanaan dan keuangan berdampak pada perubahan ferhadap struktur
organisasi  sehingpa mengakibaikan gerubahan ferbadap mekanisme
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Perubahan tersebut yaitu penyusupan
perencanaan yang berbasis anggaran kinerja vang merupakan bagian dari
sistan penganggaran yang bersifat wnified budgeéing. Sebelum azdanya
kebijakan di bidang perencapaan dan penganggaran, pelaksanaan
penyusunan anggaran dilsksenakan oleh Z unit orgsnisasi yaitu Biro
Perencanaan yang bertugas meayusun anggacan rutin dan Biro Keuangan
vang bertugas menyusun anggaran pembangunan.

Sebelum adanya perubahan kebijakan tersebut, selama ini Biro
Perencanaan hanya inengelola anggaran pembangonan  Pengelolaan
aﬁggaran pembangunan ini hanya bersifat kepiatan-kegiatan jangka pendek.
Sejzlan dengan perubahan togas pokok dan fongs: tersebut menyebabkan
penyusunan proyeksi anggaran, baik yang bersifat rutin dan pembanguman
sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Biro Perencamaan disamping jtu
harus tetap memperhatikan keselarasan pelaksanaan kegiatan terhadap

pencapaian visi dan misi,
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Scbagaimana vyang tertuang dalam Organisasi dan Tata Kera
Departemen Hukum dan HAM sebelumnya vang diatur dalem Keputusan
Menteri Kehalkoman dan HAM nomor M.04.PR.0O7.10 1ahun 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM, tugas pokok
dan fungsi Biro Keuangan salah satunya adalah penyusunan anggaran
Departemen. Sejzlan dengan adanya kebijakan pemeriniah melalyi Undang-
undang nomeor 17 tzhun 2004 ienmtany Keusngan Nepara dan Undang-
undang Nomor 25 tabun 2004 temang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional maka tugas pokok penyusunan anggaran tersebut dialihkan kepada
Biro Perencanaan, mengingat implementasi Undang-undang tersebut diatas
mengisyaratkan terpusainya penyusanan program dan anggaran.

Buusan Masalah
Perubahan kebijakan Pemerintah dalam penerapan sistem perencangan

nasional dan sistern kevangan segara, menyebabkan tugas pokok dan fungsi

Biro Perencanaan mengalami perubahan vang signifikan sehingga

perubahan tersebut harus dapat dilmplementasikan oleh setiap bagian di

Hngkungae Biro Perencanaan.

Yang menjadi pokok permasalaban adalah sebagai benkut:

1. Apakah peoyusunan anggaran di lingkungap Bagian Penyusonan
Program dan Anggaran Departemen Hukum dan HAM Republik
Indonesia sudah melaksanakan sistern penpanggaran berbasis kinerja?

2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam penyusonan

anggaran Departemen Hokom dan HAM?
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1.3. Tujuan Penelitian

1.4

1.5

1.6.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1.  Unmk melthat sejavh mana pelaksanaan peayusunan anggaran
berbasis kinerja di ingkungan Departemen Hukom dan HAM.

2. Untuk melihat faktor-faktor yang menjadi bahan penetapan kebijakan
perencanaan penyusunan program dan anggaran di lingkengan
Departemen Hukum dan HAM

Mznfaat ‘Teoritis

Sebagai sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap

perencansan. dan pengapggaran di lingkungan Departernen Hukum dan

HAM.

Manfaat ¥rakiis

Sebagai masukan sebagai bahan rekomendasi kebijakan penyusunan

perencanaan dan penganggaran bagi Biro Perencanasn Sekretariat Jenderal

Departemen Hukum dan HAM,

Rusang Lingkup
Untuk itu penelitian dibatasi pada analisis peranan pelaksansan lugas

pokok dan fungsi Biro Perencanaar dalam penyugunan program dan

anggaran Departemen Hukum dan HAM guna meningkatkan kualitas
perencanaan pada instansi vertikal dalam mendukung pencapaian tugas
pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM di baik pusat maupun

daersh,
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1.7. Sistemalika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BABI1  PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuratkan tentang latar belakang, pokok
permasalaban, tujuan penelitian, manfaat pepelitian, ruang
lingkup, dan sistematika penulisan,

BAB Il  TINJAUAN PUSTAKA
Pada Bab ini akan diursikan tinjauan teori tentang Mekanisme
Penyuspm Anggaran, Pengertian Perencanaan, Siklus
Perencanaan, Kebijakas Pemerintah, yang mempunyai
hubungan yang relevan dengan topik penelitian,

BAB Il METODE PENELITIAN
Bab ini akap membabas mengenai metode Penelitian yang
dignnakan dalam penelitian ini mulai dari pendekatan peaelitian,
Sumber data dan Instrumen Penelitian, Proses Pengumpulan
Data, serta Proses Analisis Data.

Bahiv  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, ANALISIS
DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Dalam bab ianl diuraikan mengenai hasil penelitian yang
menggunskan teknik wawancara dengan pihek-pihak yang
terkait dengan kegiatan perencanaan dan  melakukan
pengamatan melalui tekmik Participami  observer terhadap

penyusunas anggaran  serta  studi  dokumentasi dengan
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mempelajart dan mengamati dokumen berupa  bulau-buku,
peraturan  perundang-undangan,  serta  literatur  mengenai
pengelolaan anggaran, Jupa menganslisis perrasalahan dan
hambatan-hambatan yang ada sehingga dapat ditentukan strateg
dalam penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran yang
lebih baik pada S";ekretaéat Jenderal Departemen Hukum dan
HAM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Eada Bab ini berisi tentang kesimpulan dasi hasil penelitian dan

saran afau rekomerxiasi serta keterbatasan penelitian.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penvusunan Anggaran

Salah satu cifi yang mepunjukan rencana  berorientasi pada
pelaksanaan  adalah  adanya  hubungan  yang  erat  dengan
pepganggaran/penyusunan  angparan. Keadaan ind mierupakan cerminam
bahwa yang direncanakan mendapatkan kepastian akan penyediaan
anggarannya. Dalam kegiatan persncanaan dan penyusunan anggaran perlu
“terciptanya keserasian bubungan kerjasama antar unit perencanaan dan unit
penganggaran” (Bintoro Tjokroamidjojo : 167). Kegiatan penyusunan
angearan tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan perencanasn. M. Arief
Diamaluddin (1982 : 39} antara lain mengemukakan bahwa perencanaan,
pembuatan program dan anggaran dad sesto organisasi merupskan satu
kesatuan yang bulat dan tidak dapat terpisabkan. Dalam bukunya ifu antara
lain disiratkap bahwa perencapsan, pembuatan program dan penyusunan
anggaran merupakan kegiatan terpadu dalam fungsi-fungsi manajemen.

M. Suparmoke (1997 : 49) memberikan pengertian anggaran sebagai
suaty daflar atau pernyetasn yang terperinci tentang pencrimsan dan
pengeluaren negara yaong dibarapkan dalam jangks wakin ferfentu
Anggaran {singkatan dari anggaran keuangan atau anggaran pendapatan dan
belanja) ialah rencana yang luas yang dinyatakan dengan angka-angka vang,

dengan mana suatu rencana kerja uniuk jangka waktu tertenta dicapal, Lebih
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lanjut T.M. Sizhaan (1973 : 16) menyebutkan prinsip-prinsip angoaran

sehagai berikut;

[

Prinsip keseluruhan (comprehensiveness), dimana anggaran yang
disusun barus mencakup semnua aktifitas keuangan organisasi

Prinsip kesatuan (wmity), dimena anggaran disusun dengan angka-
angka brato baik untuk pendapatan mwsupun pengeluaranibelanja
sehingga mencerminkan kebulatan

Prinsip penincian {specification), di mana anggaran disusun secara
terperinci sehingga jelas rencana kerja dan akibat-akibat keuangannya
Prinsip kecermatan {gecwracy), dimana anggaran harus diperkirakan
secara cermat. Prinsip ini jugs mempermudsh pelaksanagn dan
meningkatkan efisiensi

Prinsip keterbukaan {(framsparancy), dimapa anggaran yang distsun
harus dijelaskan kepada rakyat dan mdahb dipabami.

Menurut Munandar (2000 : 1), budget (angparan) iglah suatu rencana

yang disusun secara sistematis, yang meliputi sclurob kegiatan perusahaan,

yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) mwoneter berlaka untuk jangka wakin

{periode) tertentu yang akan datang,

Dari pengertian tersebut diatas, dapat diketahni bahwa soatu budger

mempunyal empat vnsur, yaitu:

I

Rencana, jalah suatu penentuan terlebih dabulu tentang akfifitas atau

kegiatan yang akan dilakukan di wakto yang akan datang
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Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan
yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yvang ada di dalam
perusahaan

Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat
diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang berancka ragam
Jangka walktu tertenty yang akan datang, vang menunjukkan bahwa
budget berlakuryya untuk mass yang akan datang.

Selanjutnya Munandar (2000:10) mengatokan ada tiga kepunaan

pokok budget, yaitu:

L

Sebagal Pedoman Kerja Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan
memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yaug harus
dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusehaan diwaktu yang akan datang.
Sebagai alat pengkoordinasian kerja

Budger berfungsi sebagai alat pengkoordinasian ketja agar semua
bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling
menunjang, saling bekerjasama dengan baik, untwk menuju kesasaran
yang telah ditetapkan. Dengan demikiag kelancaran jalannya
perusahaan akan lebih terjamin,

Secbagal alat pengawasan keria.

Budpet berfungsi pula sebagai tolok ukur, sebagai alat pembanding
untuk  menilal  realisasi  kegiatan perusshasn  manfi. Dengan
membandingken antara apa yang tertuang di dalam budger dengan apa

yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah
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perusahaan telsh sukses bekerja ataukah kurang sukses bekera. Dari
perbandingan  terscbut  dapat  pula  diketahui  sebab-sebab
penyimpangan antara budget dengan realisasinya, schingga dapat pula
diketalii kelemahan-kelemahan dan keluatan-kekuatan yang dimiliki
perusahaan. Hal ini akan dapat dipergusakan sebagai bahan
pertimbangan ypag sapgat berguna untuk menyusun rencana-rencana
(budger) selanjutnya secara lebih matang dan lebih akurat.

Dalam kaitannya dengan penganggaran (budgeting} Munandar (2004 ;

16), mengatakan bahwa yang dimaksud dengan budgering ialah proses

kegiatan yang menghasilkan budgef tersebul sebagai hasil Kerja (ouipni),
serta proses kegistan yang berkaitan dengan pelaksansan fungsi-fungsi
budget, yaitn fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja dan

alat pengawasan kerja. Secara lebih terperinci, proses kegiatan yang

tercakup dalam budgeting tersebut antara kain:

i.

Pengumpulan data dao informasi yang diperlukan untuk menyusun
budget.

Pergolahan dan penganalisaan data dan informasi tersebut untuk
mengadakan taksiran-faksiran dalam rangka menyusun budger.
Menyusun budger serta menyajikannya secara teratur dan sistematis,
Pengkoordinasian pelaksanaan budgel.

Pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja,
vaitu untuk mengadakan penilaian {cvaluasi) ferbadap pelaksanazn

budget.
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6. Pengolahan dan penganalisasn data terscbut untuk mengadakan
interpretasi dan memperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam rangka
mengadakan pepilaian  {evaluasi) ferhadap Xkerja yang telah
dilaksanakan, serta menyusun kebijakan-kebijakan sebagai tindak
lanjut dart kesimpulan tersebut,

Pemerintah  mempunyai peranan penting dalam  pepgendalian
perckonomian di dalam sustu Negara, olek karena iiu Pemerintah
menjalankan fungsi anggaran sebagaimana yang disebutkan oleh Aronson di
dalam bukunya Public Finonce (1983), secara rinci menjelaskan
pendapatnya tentang fungsi-fungsd angparan, yang diuraikan sebagai
bertkut:

1. Budgets help us control the size of government. Without well
defined budget procedures that require legislative uction, we might
loze our ubility to limit the level of public spending. (Sonte people, of
course, urgue thof even with current budgering provedures public
spending that become unconiroliable).

2. Budgeting also improves the accowntability, monagement, and
plamning  of public sector oactivities. Formal budgeting and
accounting techrique can be used to sheck on wether or not mongy
has been used in the way prescribed by the people of the community
and the legislature. Bureayerats and elected officials who abuse their
power can be embrassed by guditors whose job it is {0 assure us that
public fipuds are spent legality If not effectively.

3. The bwdget is also a planwing tool, If forces people to compare the
benefits of various projects with the cocts of such projects and may
therefore put such people in a better position to make wisw decisions.
Modern budgei procedures also contain prajections of ex penditures
and revenues, and as long oy these estimates are thought of as
projections rather than forecasts of the future they 100 can improve
people’s understanding of the long-run implications of a decision,

Berdasarkan uraian Aronson di atas, dischutkan bshwa dengan

angparan dapat membantu mengendalikan besarnya suatu Pemerintahan.
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Tanpa dimmaskaa dengan benar prosedur anggaran yang menpikutsertakan
pihak legislatif tersecbnt, maka kita zkan kehilangan kemampuan untuk
mesmbatasi tingkat pengeluaran publik. (Banyak orang berpendapat, bahwa
walaupun dengan menggunakan prosedur anggaran vang  terbary,
pengeluaran akan tetap tidak terkontrol).

Angpgaran juga dapat meningkatkan akuntebilitas, manajemen dan
perenicanaan pada aktivitas sektor publik. Anggaran formal dan teknik-
teknik akuntansi dapat digunakan oleh masyarakat dan legislatif untuk
menguji, apakah uang telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Birokrat dan pejabat yang dipilih apabila menyalahgunakan
kekoasaannya akan {ii;}émaiakaz_z oleh pemenksa (audifor} vyang
mempunyai tugas memberikan keyakinan kepada kita, bahwa dana
magyarakat dibelanjakan secara legal.

Das anggaran ity sendiri merupskan alat perencanaan. Hal itu
memberiken  kemampuan pada  masyarakat  untuk  membandingkan
keuntungan dari proyek-proyek dengan biayanya, éazz akan memposisikan
masyarakat pada tempat yang baitk dalam membuat keputusan yang lebih
luas. Prosedur anpgaran modern berisi proyeksi dari pendapatan dan
pengeluaran, dan sepanjang anggaran belanja itu memungkinkan untuk
diproyeksikan dari perkirasn dimasa akan datang, aken dapat meningkatkan
kemampuan pengerttan masyarakat torhadap implikasi keputusan jangka

panjang. Dengan kata lain, bahwa anggaran dapat berfungsi sebagai alat
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kontrol atau  pengendalian  dan  pengawasan, juga  sebagal  alat

pertanggungiawaban/akuniahilitas serta sebagai alat perencanaan.

Dari uraian tersebart dapat disarikan bahwa fungsi angparan sebagai berikut:

1.  Pengendali pemerintah dalam penggunaan dana publik,

2. Scbagai alat untuk mengukur akuntabilitas, kemampuan manajemen
dan perencanaan.

3.  Sebagai alat kontrol bagi legislagif dan rakyat.

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi  ulama
{(Mardiasmo : 63), vaitu scbagai alat perencanasn (plamsing fool), alat
pengendalian (vontrol iool), alat kebijakan fiskal Hfisedd tool), alat politik
(political tool), alat koordinmsi dan komunikasi fcoordination and
compnunication tool), alat penilaian Kinexja (performance measurement

fooll, alat motivasi {metivation fogi}, alat untuk menciptakan ruang publik

(public sphere)

Pengertiun Perencanaan

Perencataan merupakan saleh satw fusgsi organik manajemen
Sebagai salah satu fungst orpanik manajemen, perencanaan merupakan
kegiatan yang muotlak untuk dilakukan olch setiap organisasi karena
merupakan salsh satu alat untuk mencapai tufuan. Bintoro Tjokroamidjojo
(1996 : 12) mengemukakan pengertian perencanaan antara lain sebagai

berikut:
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1. Perencenasn dalam arfi selvas-fuasnys tidak lain adalah suatn proses
mempersiapkan  secara  sistematis  keglatan-kegiatan yang akan
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu

2. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-
batknya (maximun outpufy dengan sumber-sumber yang ada supaya
lebib efision dan efektif

3.  Perencanaan adalsh pencniuan fujuan yaong akan dicapai glau yang
akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

Dengan adanya kegiatan perencanaan akan diperoleh atau dihasilkan
kematan-kegiatan sitematiz yang akan dilaksanakan untuk mencapai tojuan
dengan memantaatkan sumber daya yang tersedia. Oleh karenanya, kegiatan
perencansan memegang peranan  yang  sigoifikan bagt  keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi. Mengenai arti pentingnya melakukan kegiatan
perencanaan Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan sebagai berikut:

I.  Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan
kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang
ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan

2.  Dengan perencanaan maka dilekukan suate perkiraan {(forecasting)
terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilahi. Perkiraan
dilakukan  mengepai potensi-potensi dam  prospek-prospek
perkembangan tetapi jupa mengenai hambatan-hambatan dan risike-
risiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusshakan supaya
ketidakpastian dapat dibatast sedikit mongkin
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Perencanaan memberikan keserapatan ustuk memilih  berbagat
alternatif tentang cara yang terbalk (the best alfernative) atau
kesempatan untuk memilik kombinasi cara yang terbaik (the best
combination}

Dengan perencanaan dilakuksn penyusunan skala prioritas. Memilih
wut-urutan darl segli pentingnya suatu tujuan, sasaran mERpun
kegiatan usaharnya

Dengan adanya rencana maka akan ada svatuy alat pengukuran atap
standar unfuk mengadskan pengawasan atau cvaluasi (conrrol
evatuatior).{Bintoro Tjokroamidiojo, 1996:9)

Kegiatan perencanaan akan menghasilkan rencana, yang mempakan

dokumen resmi dan menjadi bentuk kebijekan serta pedoman dalam

pelaksanaan operasionalnya. Rencana sebagai hasil dari kepiatan/proses

perencasn merupakan bentuk kebijakan yang harus dirujuk dalam mencapai

sasaran organisasi dan penetapan prosedur terbaik untuk mencapainya.

Selain it dengan adanya rencana akan dimungkinkan (James ALY, Stoner &

Charles Wankel, 1993 : 22} organisasi memperolch serta mengikat

sumberdaya yang diperukan untuk mencapal tujuan sebagai berikut:

1.

Anggota orpanisasi melanjutkan rangkaian kegiatan yang konsisten
dengan tujuan dan prosedur yaug telah ditetapkan

Kemajusn ke arah pencapalan tujuan dapat dipantau dan dinkur
sehingga tindakan perbaikan dapat diambil bilamana kemajvan tidak
dapat dicapai.
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Sedsngken Sondang P. Siagian (1986 : 81 — 84) lchih lanjut
menyebutkan ciri-ciri rencana yang baik yaitu:
1. Rencana harus mempermudsh pencapaian tujuan
2. Rencana harus dibuat olch orang-orang yang benar-benar memahami

tujnan orgamisasi

Ead

Rencana harus disertal olea suatu perincian yang teliti
4. Rencana herus bersifat sederhana
bR chcaua harus luwes.

Lebih lanjut Stoner {1393 ; 130} jupa mengemmukakan bahwa rencana
dapat diuraikan menjadi dua jenis ulama, yaitu: Rencana sirategis yang
dirancang untuk mencapal fujuan organisasi secars keselurubap; dan
rencana operasional vang memberikan rincian ientang bagaimana rencana
strategis itu dilaksanakan.

Sedangkan LAN (1985: 31) mendefinisikan perencapasn scbagal
berikut:

1.  Suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang
akan dilakukan untuk mencapai sesuatu fujoan tertentu.

2. Proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan aparat
pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.

3. Usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitunpan

untuk memajukan perkembangan tertentu.

Dari berbagal definisi perencanaan di atas, dapat dilihat bahwa

perancanaan meliputi penetapan tojvuan dan sasaran ofganisasi, cara-cara
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atau kegistan-kegiatan antok mencapai tujuan dan sasaran tersebut, terkait
dengan lingkungan organisasi di masa depan, dan menghasilkan dokumen
tertulis yang disebut rencana,

Perencanaan adalah keputusan untuk masa yang akan datang, apa
yang dilakukan, bilamana akan dilakukan dan siapa yang melakukan.
Sekalipun waktu yang zkan datang jarang dapat diperkirakan secara lepat,
terutama faktor-faktor diluar jangkauannya, tetapi dengan proses intelektual
perencanaan  dibarapkan dapat mendekati kebeparan. Hal ini atss
pertimbangan bahwa keputosan harus berdasarkan atas maksud/tujusn
organisasi pengetahivan dan perkiman yang diperbitungkan, Jelasnya bahwa
perencanaan dirmaksudkan untuk mempercleh sesuatu dalam wakto yang
akan datang dan usaha cara efeldtif uniuk pencapaiannya.

Menurut Conyers daa Hills (1990), definisi perencansan adaiah
sebapai sustu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-
keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk
mencapal tujuan terientu pada masa yang akan datang. Berdagarkan definisi
tersebut berartt ada 4 (empat) elemen dasar perencanaan yaitu:

1. Merencanakan berarti memilih,

Perencansan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan

yang diinginkan karena fidak seroua yang diinginkan dapat dilakukan

dan dicapai pada saat yang bersarnaan, Hal ini mengisyaratkan bahwa
hubungan antara perencanaan dengan proses pengambilan keputusan,

2.  Perencanaan merupaksn alat alokasi snmber daya.
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Sumber daya yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang
dianggap berguna dalam pencapaian iujuan tertentu, Perencanaan
mencakup proses pengambilan keputusan fentang bagaimana
penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya

Perencanaan mernipakan alat pencapaian tujuan.

Konsep perencanaan sebagai alat untuk pencapaian tujuan muncul
berkenasn dengan sifat dan proses pepefspan fmiuvan, Salah satu
masaiah vang sering dihadapi olch seorang perencans adalah hahwa
tnjuan mereka didefinisikan kurang tepat atay sering kali fujuan yang
ditetapkan oleh pimpinan.

Perencanaan untuk masa depan.

Salah satu elemen penting dalam perencanaan adalsh elemen wakta,
Tujuan dalam perencanaan dirancang untuk dicapai di masa yaug akan

datang, oleh karepa itu perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Perencanaan mempunyai banyak manfaat antara lain adalah:

1.

Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-
perubahan lingkungan

Membantu dalam kristalisasi penyesuaian pada masaleh-masalah
ytama. |

Memungkinken manajer memahami keseluruhan gembaran operasi
lehih jelas

Membantu penempatan tapggung jawab lebih tepat

Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi

ndvergitas izx&eﬁ&ia
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6, Memudahkan dalam melakukan koordinasi diantara berbagai bagian
organisasi

7. Membuat tujuan lebih khusus, terperinct dan lebih mudah dipahami

&  Meminimmnkan pekerjaan yang tidak pasti

9. Maenghemat wakty, usaha dan dana.

Menurut Duncan (1996}, perencanaan sirategis adaleh swatu proses
yang digunakan ughuk mepelask pengembangan dan situasi dalam hal tata
cara pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Hasil dari
perencanasn strategis sendiri adalah rencana dan strategis. Filosofi vang
menghubungkan perencanaan stralegis dengan keputusan pelaksanaan rutin
organisasi dalam pengelolasunya, disebut manajemen sirategis, sehingga
dapat disimpulkan bahwa perencansan siratepis mevupakan bagian dari
manajemen strategis.

Formanting, Inplementing dan Evalusting

Menurot Wahyudi {1996}, bahwa menajemnen strategi dapat diartiksn
sebapgai suat seni dan ilmu dasi svate perbuatan (formating), penerapan
(implementing) dan evaluvasi (evalusting terhadap keputusan-keputusan
strategis aptara fungei-fungst yang memumgkinkan sebugh organisasi
mencapai tujuan organisasi dimasa mendatang. Dari pengertian tersebut,
maka kemudian disimpulkan babwa manaiemen strategiz mengandung dua
hal penting, vaitu:

1. Manajemen strategik, terdin atas tiga proses, yaife
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a,  Pembuatan strategis, meliputi pengembangan misi dan tujuan
jangka panjang, pengidentifikasian peluang dan ancaman darni
Iuar serta kekuvatan dan kelemaban organisasi, pengembangan
alternatif strategi dan penentuan stoategi yang sesvai ustuk
diadopsi.

b.  Penerspan  strategis, meliputi  penentuan  sasaran-sasaran
operasional tahunan, kebijskan organisasi, memotivasi
karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber dave agar
strategi yang telah ditetapkan dapat diimplernentasikan.

¢. Evaluasi atau kontrol strategi, yaitu mencakup usaha-usaha
untuk memotori  seluruh  hasil-basil dari pembuatan dan
penerapan Strategi, termasvk di dalamnya mengukur kineria
individu  dan  orpanisasi  langkab-langkah perbatkan jika
diperlukan.

2. Mamgjemen Strategik, memfokuskan pada penyatuan  atay
penggabunpan aspek-sspek pemasaran, riset dan pengembangan
keuangan alau gkuntansi dan  produksi atan operasional dan
produksinya dari suatu organisasi.

Menurut Dijoko Wijono, manajemen steategis pada umumnya dibagi

dalam enam segmen utams yaiby

I.  Analisis keadaan yeng sedang berjalan,

2. Memeriksa proses yang akan datang.

3.  Menyusun atau meénunjukan jalan yang akan datang,
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Meletakan strategi dalam kerja.
Pelaksanaan rencana strategi.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan den hasil.

Datam pelaksanaan manajemen strategis ada tiga manfaat vang

diperoleh organisasi (Djoko Wijono, 1999) yaita;

1.

Konsistensi kegiatan,

Manajemen strategis menyediakan kepiatan-kegiatan organisasi vang
bersifat konsisten.

Meningkatkan kesadaran manajerial.

Proses manajemen gsirategis menciptakan suatu pikima  yang
berwawasan lingkangan, berpikir dan  berperilaku  proakiif,
berpandangan ke masa depan,

Melibatken semua tingkatan organisasi.

Manajemen strategis memberikan peluang kepada semua anggota

organisasi untuk terlibat dalam proses manajemen, Tidak hanya mendoreng

komitmen, fetapi juga menguwrangi resistenst atau perdawsnan terbadap

perubahan.

Menurut Pearce dan Robinson (1997) ada enam unsur manajemen

girategis yang berpengarvh terhadap perencanaan strategis, unsur-ungur ita

adalah;

I

Misi organisasi merupakan pernyvataan uwmiyn yang menguraikan
produk, pasar dan teknologi, yang digarap perusahaan yang
mencerminkan nilai dan priotitas para pengambil keputusan.
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2. Pn;ﬁl perusahaan menggambarkar kwalitas dan kwantitas samber
daya keuangan, manussia dan fisik perusahaan,

3.  Lingkungan eksternal pemsahaz,m terdiri dari gsemua keadaan dan
kekuatan yang mempengaruhi pilihan strategi dan menentukan situasi
persaingan.

4,  Analisa piliban strategis merupakan proses penyaringan dimana
dilakukan penilajan sscara simuitan atas lingkungan eksternal dan
profil  perusahean  schingga  memungkinkan  perusahaan
mengidentifikasi berbagal peluang interaktif yang mungkin menarik,

5.  Sasaran jangka panisog adalah hasil yang diharapkan oleh sostu
organisasi dalam kurun wektu beberapa tghun,

6.  Strategi wnum adalah rencana umum dan menyelursh mengenai
tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh perusshaan untuk
mencapai sasaran jangka panfangnya dalam svatu lingkungan yang
dinamis,

Perencanaan strategis bukaniah tujuan dalam perencanaan sirategis itn
sendiri, tetapi semata-thata merupakan kumpulan konsep untuk membanta
para pemimpin untuk membuat keputusan penting dan melakukan tindakan
penting.

Menurut Bryson (2003 : 54-81) ada 8 (delapan) langkah urutan proses
perencanaan strategis yaitu:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proxes perencanaan strategis.

2.  Mempenelas mandat organisssi.
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3. Mempegelas misi dan nilai-nilat organisasi.

4.  Manilai lingkungan internal.

5.  Menilai lingkungan ckstemal.

6.  Mengidentifikasi isy strategis yang dihadapi organisasi.
7. Menmuskan strategi untuk mengelola isu-isu,

8.  Menciptakan visi organisasi yang cfektif dirmasa depan.

Kedelapan langkah diatas menjadi pedoman dadam bertindak, melihat
hasi] dan evaluasi, merupskan bagian intepral dari proses perencanaan,
onplementast den evaluasi. Sehingga dalam implementasi dan evaluasi
suaty rencana strategis tidak harus menunggu proscs ke delapan langkah
tersebut selesal, tetapi berjalan bersarnaan dengan proses pembualan suati
rencana strategis. Perubshan-perubahan dapat dialakukan selama proses
iersebut berjalan apabila memang benar-benar dibutubkan untuk merespon

lingkungan baik internal maupun cksternal,
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Gambar 2.1, Siklus Perencansan

Farencanaen Tujuan Dasar

. dan Sasaran
Revisi/modifikasi Tujuan
Dasar dan Sasaman
Parencanaan Operssional
Pealaporan, Analisis dan Penganggaran
Umpan Batik

2.4,

—

Pengendalian dan
Pengukuezn

Sumber : Jones dalam Mardizsmo, 2002 : 180

Faktor yang Mempengarubi Hasil Perencanaan dan Penyasunzn
Anggaran

Sumberdaya manusia adalah semmua kegiatan manusia yang prodektfl
dan semua potensinya untuk memberikan sumbangan yang produkiif kepada
masyarakaf” (Soeroto, 1986 : 4). Sumberdaya manusia atan pegawal
merupakan salah saty unsur  administrasi  yang terpenting apabila

dibandingkan dengan unsur-unsur administrasi yang lainnya.

Sumberdaya manusia meropakan sumber terpenting yang mungkin
dimiliki oleh sustn orgauisasi (Sondang P. Siagan, 1982 : 6), oleh
karenanya wajar bila perbatian utama dityjukan pada sumber ini oleh
organisasi dalam mencapai tujuannya. Tanpa tersedianya sumber daya yang

cukup, baik kwantitas dan terutama kwalitasnya, maka ussur-unsur
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administrasi/pendukung lainnya tersebut kurang dapat memberikan manfaat
bagi keberhasilan svatu organisasi dalam mencapai tmjuannya. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi akan
mendapatkan hambatan apabila sumberdaya roanusia yang dimilikinya tidak
memadal.  Pegawai  sebagal  sumberdaya  manusia  yang  bisa
merancang/merencanakan, memproduksi barang dan jase, mengawasi mutu,
memasarkan produk, dan mengalokasikan sumberdaya lainnya seperti
kenangan, data dan informasi, dan yang lebih penting adalah menentukan

fujuan strategi organisasi.

Demikian puola, ketersedizan sumberdaya manusia yang berkwalitas
dan terampil serta profesional dalam kegiatan perencansan dan penyusunan
anggaran memiliki peranan yang sangat penting dalam memperoleh
fowalitas yang dihasilkan yaitu rencana dan anggaraa yang baik, serta dapat
dipertanggungiawabkan. Kondisi seperti inilah yang mendorong perlunya
pengelolaan atau penanganan sumberdaya manusia Ma sungguh-sungguh
agar dapat “didayagunakan untuk mencapai tujuan orgamsasi dengan efektif
dan efisien” (Prasetya Irawan, dkk, 1897 : 3). Pengelolaan sumberdaya
manusia sast ini tidak hanya dilihat scbagai falktor produksi dengan
mengabaikan faktor yang lain, tetapi sebagal manugia dengan segala
permasalahannya yang kompleks, Sumberdaya manusia dapat menjadi aset
yang berharga bila mempunyai produktivitas kerja yang tinggi, akan tetapi

bisa menjadi beban organisasi bila idak produkiif.
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Faktor sumberdaya manusia atau pegawai yang mempengarshi hasil
perencanaan dan penyusunan anggeran anfara lain depat diikhtisarkan
sebagai berikut:

a  Kemampuan pegawal yang dapat dilibat dard indikator pendidikan

formal yang dimatikinya

o, Ketrampilan dan keahlian pegawai yang dapat dilihat dari indikator
kepesertaan pegawal dalam pendidikan dan  pelatiban  teknis
fungsional, kecepatan dan ketepatan kerja

¢, Pengalaman kers pegawal yaag dapat dilibat dari indikator masa
kexia pegawal.

Kemampuan pegawal yang ada perlu terus ditingkatkan antara lain
dengan memberikan kesempatan yang seluas-huasnya untwk mengikuti
pendidikan formal lanjutan bagi para pegawai, feriiama uniuk pendidikan
SMTA, 81, dan 82 ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan
pendidiken dan pelatiban juga dibuka lebar bagi para pegawai, terutama
pendidikan dan pelatithan yang dapat menunjang pelaksspaan tupas pokok
dan fungsi Biro Percncansan, antars lain pendidikan dan pelatihan
penelitian dan pengembangan, pengelolaan proyek, penyusunan anggaran
dan administrasi kevangan.

Kebijaksanaan adalah berbagai kegiatan pengambilan keputusan yang
strategis yang menyangkut keseluruhan organisasi, serta keterkaitan dengan

hal-hal yang nilainya strategs ditinjau dari sudut kepentingan kelestarian
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organisasi yang pada pilirannya skan memungkinkan mencapai tujuan yang
telah ditetapkan baginya. Kebijaksanman beserta selurvh  kegiatan
peramusannya berarti pemberian arab vang akan ditempuh olch organisesi
unfuk satn kurun wakiu yang panjang dimasa yang akan datang. Dalam
kegiatan amalisis dan perumusan kebijaken, sesuaty yang amat penting
adalah pengambilan keputusan untuk mengalokasikan dan mempergunakan
sumber dana, daya dan tenaga manusia yang paling krilis sifatnya, sehingga
dengan demikian tantmpgan, kesempatan, gangguan dan ancaman yang
mungkin dihadapi organisasi dimasa depan akan dapat diantisipasi dengan
baik.

Faktor-faktor kebijakan yang mempengaruhi kegiatan perentanaan
penyusunan program dan anggacan adalab:
a.  Rencana Jangka Panjang

Rencana jangks panjang sering disebut Rencana Strategis (Renstra),

rencans yang menyeluruh, rencana manajerial yang komprehensif.

Menurut Sondang (1986 : 179) bahwa * Sebagai rencana jangka

panjang yang bersifat sirategis bagi organisasi, dalam perumsusannya

dilakukan dengan pendekatan lebih kualitatif dibandingkan dengan

kuantitatif, Cici-ciri rencana jangka panjang (LAN, 1985) dapat

dikemukakan sebagai berikut:

1)  Bersangkutan dengan masa depan organisasi dar keputusan-

keputusan yang diambil sekarang. Perencanasn jangka panjang
melihat rangkaian yang fleksibel tentang keadaan dart hubungan

. sebab . akibat dalam masa depan oleh adanya keputusan yaog
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3)
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diambil sekarang. Identifikasi manfaat, kemungkinan-
kemungkinan yang menguniungkan dan alternatif tindakan
dikombinasikan dengan data informasi yang tepat dijadikan
landasan bagi keputusan yang diambil sekarang, serta dengan

mengurangi sekecil mungkin faktor-faktor yang merugikan,

Suatu proses, yang dirmulai dart penentuan sasaran/obyckiif,
penentuan strategi dan kebijaksanaan dalam mencapai sasaran,
serta mengembangkan rencana operasional guna menjamin
pelaksanaan strategi. Dalam perencanaan ini ditentukan apa
yang akan dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.
Perencanaan jangka panjang bukanlah penentuan tentang apa
yang harus dihasilkan sekarang, tetapi berusaha menjawab
pertanyaan : apa yang dilakukan telah benar, apa sasaran yang
hakiki, apa yang dihasilkan akan bermanfaat ?

Dengan perencanaan jangka panjang dicoba untuk melihat
keadaan masa depan yang diinginkan,

Perencanaan jangka panjang menintegrasikan rencana strategis
dan rencana operasional, sasaran-sasaran dan kebijaksanaan dari

segala tingkat organisasi.

Disamping itu, perencanaar: jangka panjang dapat berupa:

1y

Studi perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan dalam jangka

waktu yang cukup panjang, yang didasarkan pada variabel-
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varizbel ekonomi maupun kandisi-kondisi lainnya (perencanaan

perspektif).

2} Suatu perencanaan kebijakan unfuk mencapai fujuan dalam
jangka panjang.
Rencana Jangka Menengah

Rencana jangka menengah sering juga dischbut dengan rencana
jangka sedang dan merupakan wojnd kankrit dari penjabavan rencany
jangka panjang. Dalam rencana ini tergambarkan dengan jelas usaha-
usaha untuk melaksanakan kebijakan rencana strategis organisasi
dalam rangks mencapai tujuan dan sagaran organisasi. Kepgiatan
perepcanaan jangka menengah merupakan bagiau dari perencanzan
jangka pamang. Rencana jangka menenpah juga  merupakan
pentahapan, penterjiemahan, dan apabita perlu dilakukan penyesuajan
untuk menjamin kontinuitas dan keberhasilan pelaksanaan jangka
panjang.

Hasil pelaksanaan rencana jangka menengah terdabaly harus
menjamin landasan bagi pelaksanagn rcncana tahap berikuinya.
Rencana jangka menengah tersebut dibuat secara berjenjang mulai
dari eselon terendah dalam suatu organisasi sampai dengan eselon
yang tertinggi.

Rencana Jangka Pendek

Sonéaz;g { 1986 : 181 )} menyebutkan bahwa, rencana jangka
pendek mempakan penjabaran febih rinel dari rencana jangka panjang
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dan menengah. Biasanya berupa kegiatan-kegiatan operasional

organisasi antara lain:

1}  Peniabaran berbagai fungsi organisasi

23 Kegisten penunjang yang diperlukan dijabarkan secara rinci,
seperti keuangan kepegawaian, logistik, dan prosedur

3}y  Kuantifikasi dilakukan alas kegiatan dan digambarkan dalam
hasil yang diharapkan
Perencanaan jangka pendek pada dasarnya dibedakan dalam figa

macam ( LAN : 42 }, yaitw:

13 Perepcanaan  fahunan,  merupakan  pentzhapan  dan
penterjemahan dari  rencana jangka menengah, dengan

melakukan penyesuaian-penyesuaian bilamana diperlukan.

2) Perencanaan untuk memecahkan masalsh-masalah  yang
mendesak, unfuk jangka waktu kurang lebil satu tahun.

3)  Perencanaan kerja dalam pelaksanaan tugas rutin, aniara lain
berupa perencanaan triwulan, buulanan, mingpuan, dan bahkan

harian, temasuk prosedur kerja dan cara-cara kerja.

fstilab data dan informasi sering saling tukar pemskaiannya. Pada
prinsipnya data merupakan bahan baku yang diolah untuk memberikan
informasi. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili
kwalitas, tindakan, benda, dan lain sebagainya. Data dapat terbentuk dari
karakter yang berups alfabet, angka maupun simbol khusus lainnya. Data

disusun dan diolah dalam bentuk struktur data, struktur file dan pusat data,
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Sedangkan informas) adalah data yang telsh diolab menjadi suate bentuk
yang berarti bag penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan
saat ini afau di saat yang akan datang {(Gordon B. Davis, 1985 : 28). Gordon
lebih fanjut menggambarkan bubungan antera data depgan informasi atau

alor proses dari date menjadi informasi:

Gambar 2.2, Alur Prozes Data dan Informasi

e
/ PENYIMPANAN m'm/

_ ["_—_—.> PENGOLAHAN I]::>/ INFORMAS! /

Sember : Gordon { 1985:28)

Pengarusan informmasi terdiri dari pengumpulan,
pengolahan/klasifikest, penyimpanan dan pengambilen kembsli. Sistem
informasi dalam suate orgamisasi harus diciptakan, dikembangkan das
dipelihara terutama untuk pimpinan, karcsa depgan jalan demikian
“kelompok pimpinan akan dapat becfungsi dengan lebih efektif dan efisien”

{Sondang P. Siagian, 1982: 25). Informasi yang tersedia harus memenuhi

syarat sebagai berikut;
1. Lengkap
2.  Mutakhir

3. Akurat {dapat dipercaya) ‘ .
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4.  Relevan.

Data dan informasi yang tersedia denpan lengkap datam arti yang utuh
dan komplit atas data dan informasi sangat diperlukan untuk pengambilan
keputasan. Data yang mutakhir merupakan data yang terkini atau terbaru.
Data dan informasi yang akurat merupakan data dan informasi yang bebas
dari  kesalaban dan iepat untuk pengambilan  keputusan. Relevan
berhubungan dengan tujuan dan kegunaan dari data dan informasi. Data dan
informagi sangatlah diperlukan agar perencanaan program dan anggarsn

yang dihasilkan menjadi layak, benar, dan tepat sasaran.
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KONSER

INDIKATOR

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Formating

1.

Pengembangan
el dan  lujuan
jangka panjang

b Bagaimana pendapat Bapak/lbu

tugas pokok dan fungsi terhadap
pelaksanaan UL No. 25 Tabun 2004
dan UU No. 17 Tahun 2003 7

Bagatmana menurut Bapak/Tbu
penyusnnan kegiatan tiap Bagian
terhadap pencapaian visi dan misi
Biro Perencanaan 7

Bagaimana menurat Bapak/Thu
kebijakan Biro Perencanaan dan
unsur perescana unit fainaya terhadap
peningkatan kualitas perencanaan ?

Pengidentifikasian
peluang dan
ancaman der fuar
serta kekuatan
dan  kslemahan
Qryanisasi

Bagaimana menurut Bapak / Tbu
koordinasi pelaksanaan penyusunan
kegiatan pada masing - masing
Bagian 7

Bagaimana menurut Bapak/Tbu
koordinasi pelaksanaan kegiatan yang
dijakuken antar Unit ?

Bapaimana memarut Bapak/Ibu
efektifitas penyelengearaan kegiatan
terhadap pencapaian tagas pokok dan
fungst ?
Ragzimana menurut Bapak/Ibu fungsi
koordinast terhadap proses
administrasi perencanaan dan

9

Pengembangan
altemalif straleol

Bagaimana menurut Bapak/Tou
kedudukan Biro Perencanasn sebagai
koordinator Pereacanaan Program

dan Anggaran Departemen 7

Penentuan
strategi yang
sesugt untuk
diadopsi

Bagaimana menurut Bapak/Ibu
kebijakan Biro Perencanaan dan
unsur perencana unit lainnya techadap
peningkatan kualifas perencanaan 7
Bagaimana menumt Bapak/Ibu
ketersedisen sarana dat prasarana
terhadap upaya peningkatan kualitas
petaksanaan tugas pokok dan fungsi ?
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2. implementing

Penenfuan
sasaran
operasional
tahunan

Bagaimana menurut Ba u
kebijakan Pimpinan terhadap
pelaksanaan kegiatan masing-masing
Bagian ?

Bagaimana menurut Bapak/bu
efektifitas penggunaan anggaran
terhadap perencanaan kegiatan ?

Kebiiaskan
prganisast

Bagaimana menurut Bapakithu
kemampuan penyusunan kegiatan
terhbadap pelaksanaan tupoksi pada
masing-masing Bagian ?

Bagaienana menurut Bapak/dbu
kedudukan Biro Perencanaan sebagal
koordinator Perencanaan Program

dan Anggaran Deéparternen 7

Bagaimana menurut Bapak/ibu
kemauan politik (political will)
terhadap kebijakan perencanaan di
lingkungan Departemen Hukum dan
HAM?

Memotivasi
karyawan

Bagatmana menurat Bapald/Thu
rekrutmen dan penempatan SDM
terhadap upaya peningkatan kKinerja

perencanasn 7

Mengalokasikan
surmber-sumber
daya agar strateqi
yang telab
ditetapkan dapat
diimplementasgikan

Bagaimana menurut Bapak/Tbu
kuantitas tenapga SDM perencanaan

yang diperlukan dalam peningkatan
kualitas penyusunan program ?

Bagaimana menurut Bapak/Tbu
persepsi pegawal teshadap
pelaksanaan kegiatan ?

Bagaimana mepurut Bapak/bu
dampak perubaban tugas pokok dan
fangsi Biro Perencanaan terhadap
kemampuan SDM Departemen 7

Bagaimana menurut Bapak/Thu
dukungan teknologi terhadap seliap
usulan kegiatan 7
3. Evaluating Usahawsaha Bagaimana menurut Bapak/Ibu
untuk  memotor apabila ada keterbatasan anggaran
zem’h hasl-hasil terhadap pelaksanaan tugas pokok
ai  pembuatan .
dan  penecrapan dan fungsi ?
strategi
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P Bagaimana menurut Bapak/Ihu
evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap
Bagian sebagai bahan acuan votuk
penyusunan rencana periode ke
depan 7

>  Bagaimana menurul Bapak/dbu
dukungan informasi perencangan
terhadap pelaksanaan kepiatan tiap
Bagian 7

> Bapgaimana menurit Bapak/Ibu
upaya peningkatan anggaran untok
sarana dan prasarana 7

™ Bagaimana menusit Bapak/[bu
efektifitas penetapan alokasi
angparan pada setiap Unit Utana 7

»  Bagaimana memuet Bapak/Tbu
efeidifitas koordinasi dengan unif
utarma dalam pelaksanaan kegiatan 7

2. Mengukur kineria { » Bagaimana menurut Bapak/ibu
individu dan pemahaman pegawai terhadap tugas
orgapisas! pokok dan fungsi masing-masing
Bagian 7

»  Bagaimanz menurut Bapak/Ton
penyusinan kegiatan yang disusun
berdasarkan skala prieritas ?

» DBagaimana menurot Bapak/Thu
kemungkinan tidak adanya
peningkatan anggaran untnk
pelaksanaan kegiatan yang
menunjang tugas pokok dan funpsi 7

3. LangkahJangkah | » Dalam keterkaitan dalam

g?’ggﬂﬁg?m penyusunan program dan anggaran
P adakah saran dan masukan yang
dapat Bapak/Tbu sampaikan ?
{Mohon dijelaskan)
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EBAB I

METODE PENELITIAN

3.1. Pendckatan Peaelitian
Dalam Ronteks judul penelitian Analisis Penyusunan Anggaran Tahupan
Departemnen dengan mengambil studs kasus di lingkungan  Bagian
Penvusunan Program dan Anggaran, Biro Perencansan, Sekretariat Jenderal,
Departemen  Flukum dan HAM Republik Indonesia, penclitian ini
dilaksanakan dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif.

Menurut Sugiyono di dalam bukunya yang berindul Metode Penglitian
Kuantitatif dan Kualitatif (Sugiyono, 2007) menegaskan bahwa Metode
Penelitian Kualitatif menckankan pada makna, penalaran, defipisi suatu
situasi tertentu (dalam konteks ertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang
berhubungan dengan kehidupan schari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih
lapjut, mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir; oleh
karena itu urut-urtan Kegiatan dapat berubahi-ubah tergantung pada kondisi
dan banyaknya geiala-gejala yang ditemukan, Tujuan penelitian biasanya
berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktiz.

Hika kita mengganakan pendekatan kualitatif, roaka dasar teori sebagai
pijakan ialah adanya interaksi simbolik dari suatu gejala dengan gejala lain
vang ditafsir berdasarkan pada budaya yang bersangkutan dengan cara
mencari makna semantis universal dan gejala yang sedang diteliti, Pada
mulanya teori-teori kualitatif muneud dari penelitian-penelitian antropologt ,

~ etmologi, serta aliran fenomenologi dan aliran idealisme. Karena teori-teori
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ini bersifat umum dan terbuka maka ilmu sosial lsinnya mengadopsi sebagai
saranz penelitiannya.

Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif
ialah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya

menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai grounded theory research.

Melihat sifatnya, pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum, dan
berubah-ubgh atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan.
Kesimpulannya, desain hanya digunakan sebagal asumsi untuk melakukan

penelitan, oleh karena itu desain harus bersifat fleksibel dan terbuka.

Pada pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif, maksudnya data
dapat berupa gejela-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk
lainnya, seperti foto, dokumen dan catatan-catatan lapangan pada saat
penelitian dilakukan.

Sarpel kecil merupakan cini pendekatan kualitatif karena pada
peadekatan kualitatif penckanan pemilihae sample didesackan pada
kualitasnya bukan jumlahnya. Oleh karcna itu, ketepatan dalam memilih
sample merupakan salah satu kunci keberhasilan utama untuk menghasilkan
penelitian yang baik. Sampel juga dipandang scbagai sample feorifis dan
tidak representative

Penclit menggunakan pendekatan kualitatif, maka vang bersangkutan
akan mengpunakan teknik observast atau dengan melskukan observasi
ferlibat langsung, seperti yang dilakukan oleh para penelii bidang

antropologi dan einologi schingga peneliti terlibat langsung dengan yang
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dieliti. Dalam praktiknya, penelitt akan melakckan review terhadap
berbagai dokumen dan foto-foto yang ada. Joterview yang digunskan jalah
interview tertutup.

Dalara penclitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peoeliti
tidak mengambil jarak dengan vang diteliti. Hubwngen yang dibanpun
didasarkan pada saling kepercayaan, Dalam praktiknya, peneliti melakukan
hubungan dengan yang diteliti secara intensif, Apabila sample itu manusia,
maka yaag menjadi responden diperlakukan sebagai pariner bukan obyek
penelitian,

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan
berkelanjulan yang tujuan akhimya menghasilkan pengeriian-pengertian,
konsep-konsep dan pembangunan suatu teori bare, contoh dari model
analisa kealitatif ialah anslisa domain, analisa taksonomi, analisa
komponensial, apalisa tema kuitural, dan analisa komparasi konstan
(grounded theory research). Pendekatan kualitatif banyak memakan waktu,
reliabiltasnya dipertanyakan, prosedurnya iidak beky, desainnys tidak
terstruktur dan tidak dapat dipakai untuk penelitian yang berskala besar dan
pada akhimya hasil penelitian dapat terkontaminasi dengan subyektifitas
peneliti,

Terkait dengan topik bahasan penelitian ind yaitu Analisis Penyusunan
Anggaran Tahunan Departernen dengan mengarobil Studi Kasus Bagian
Penyusunan Program dan Anggaran, maka topik tersebut bisa dikatakan
masih belum jelas garabarannya. Hal inilah yang menjadikan alasan peneliti
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menggunskan pendekatan penelitian kualitatif sesuai dengan apa yang
dijclaskan oleh Sagiyeno (2007 22) bahwa penggunsan pendekatan
venelitian kualitatif cocok untuk meneliti masalah penelitian yang belum
jelas, masib remang remang bahkan masih gelap. Dalam arti, sesuai dengan
rgnugan masalah penelitian ini yaitu apakah penyusunan anggaran di
lingkungan Bagian Penyusupan Program dan Anpgaran Departemen Hukum
dan HAM Republik Indonesia sudah melaksanakan sistem penganggaran
berbasis kinerja.

Penelitian kualitatif’ disebut Participant Observation karena peneliti
ite sendiri yang harus meniadi instrumen utama dalam pengumpulan data
dengan cara mengobservasi langsung obiek yang ditelitinya. Penelifian
kualitatif sangat bergantung dengan hasil pengamatan peneliti tidak terbatas
pada urusan data dokumen dan ohjek penelitian saia. Dalam pendekatan
kualitatif, teori tidak menjadi pembimbing sentral bagi pepeli dalam
merancang penelitian dan menafsiskan data penelitian. Sumber pokok
Jawaban permasalahan penelitian terdetak pada data-data yang dikumpulkan
pencliti di lapangan, bukan bersumber dari teori. Sedangkan teori di dalam
penclitian ind digunskan untuk merizbantu memperjelas karakierisik data.

Melalui proses yang dilakukan secara bertahap, teori dapat dibangun
dengan mengumpulkan konsep dan data yang ditemukan di lapaogan,
dianalisis dengan teori yang digunakan dalam penelitian, kemudian akan
membentuk suatu penafsiran yang komprehensif terhadap konsep-konsep

tersebut  sehingga  dibarapkan dapat membentuk feori bamu  atau
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menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Hal ini tdak javh
berbeda dengan yang dikemukakan oleh Cresswell mengenai pentingnya
penelitian kualitatif dalam pengumpulan data, yakni sebagai berikut :

“In qualitative research, ihe text or word dala are analyzed using

increasing levels of abstraction. From coding text segments, the

researches forms themes and may interrelate the themes form broad
generalizations™.

Data yang dikumpulkan berupa deskripsi fenomena atau gejala-gejala
vang menjadi permasalahan penelitian, uraian detail yang menjelaskan
sesuaty sepertl apa adanya seris membert gambaran yang jelas tentang
perencanaan strategis penyusunan program dan anggaran

Penelitian  dilakukan di lingkungan Bagian Bagian Penyusanan
Program  dan  Anggaran, Biro Perencansan, Sekretariat  Jenderal,
Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia

Penelitian ini dilaksanakan selanra Iebih kurang 100 hari kega kerja
atzu 4 bulan yaitu dari awal bulan Scptember sampai akhir bulan Desember

2009, Adapun jadwal kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelition
WAKTL TAHUN 2009
URAIAN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE MINGGU RE

INEREE I ARRERERLAREERE N2AERE R Y
Pensitian Pendahulusan
Menyusun Proposal
Semiitgr Froposal
Penvusunan Insfrumen
1§ Coba Instoumen
Hanitoring Data
Menyusun Maskah Tasis
jian 1ests i
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3.2, Instrumen Penclitian

Menurut Sugiyono (2007: 59) ada dua hal wtama yang mempengarubi
kualitas data hasil pepehitian yaitu: kualitas instrument penelitian, dan
kualitas pengumpulan data,

Dalam penclitian kualitatif, yang mepjadi instrument penclitian atau
alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai
instrurnent juga harus “divalidasi™ seberapa jauh peneliti kualifatif siap
melakukan pensliian yang selanjulnya ferjun ke lspangan. Validasi
terhadap peneliti sebagal instrument penclitian meliputi validasi terhadap
pemahaman metode pepelition kuahitatif, penguasaan wawasan terhadsp
bidapg yang diteliti &i mana dalam penelitian ini adalah tentang Strategi
Penyusunan Anggaran Tahunan Departemen khususnya di lingkunpan
Bagian Penyusunan Program dan  Anggaran, Biro Percncanaan, Sekretariat
Jenderal, Deperiemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai obyek
penelitian,

Adapun vang melakukan validasi adalah peneliti sendin (Sugiyope,
2007: 39) melalui cvaluasi dird seberapa jauh pemshaman terhadap metode
kualitatif, penguasaan teon, dan wawasan terhadap bidang yang diteliti,
serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

3.3, Sampel Sumber Data
Menurut Sugiyono (2007: 146) dalam penclitian kualitatif, sampel

sumber data dipilih secara purposive dan bersitat snowball sampling.
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Penentuan sampel sumber data pada proposal masih bersifat sementara dan

skan berkembang kemudian setelah peneliti di lapangan. Dalam hal ini

penentuan jumlah sampel sumber data untuk semeniara berjumlah 5-10

orang yang dalam realisasinys akan berkembang.

Adapun alasan peneliti menctapkan mereka sebagat saropel sumber

data adalzah (Sugiyono, 2007: 146):

1.

Mereka yang menguasai atay memahami sesuatu melalui proses
enkulturasi. Sehingga sesustu itu bukan sckedar diketahoi tetapi juga
dihayati.

Mercka yang tergolong masth sedang berkecimpung atau terlibat pada
kegiatan yang tengah diteliti

Mercka yanp mempunyai waktu yang memadai uotok dimintai
informasi

Mereka vang fidask cenderung menyampaikan informasi hasil
kemasannya sendiri.

Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan penslit
sehingga iebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau

parasumber.

3.4. Pengumpuian Data

3.4.1 Proses Pengumpnaian Data

Untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam spaya menjawab

pertanyaan penelitian  sebagaimaoa telah diformulasikan  dalam  bab

sebelumnya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data
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sekunder dengan mengirimkan pedoman wawancara ke beberapa Kantor
Wilayah.

Wawancara mendalam secara langsung, baik fonmnal dan informal
dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara Jengan pertanyaan-
pertanyaan yang bersifat terbuka dan tidak berstruktur schingga penulis
dapat mengajukan perianyaan kepada informan tentang fakta-fakia atas sato
kejadian atau penistiwa dan diharapkan dapat meminimalisic disinformasi
dan kesalahan penafsimn atau interpretasi data atam informesi yang
diperoleh selams penelitian,

Sedangkan wawancara tidak langsung dilekukan dengan mengirimkan
pedoman wawancars ke beberapa Kantor Wilayah melalul pos, karena
informan dalam penulisan ini terdiri dani Kanwil-Kanwil Departemen
Hukum das HAM yang terdapat di berbagai kota

Seclanjutnya penulis juga melakukan observasi dengan menggunakan
teknik participant observer yakni dengan terlibat langsung dalam prosss
pelaksanaan pengelolaan anggaren sambil melakokan pengamatan.

Sedangkan kajian dokumentasi dengan cara mempelajad dan
menganalisa dokumen berupa buku-buku, peraturan penmdang-undangan
serta Jiterstur yang berhubungan dengan strategi penyusunan program dan
anggaran pada Sekretariat Jenderal,

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama

adalah observasi par@isipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan
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gabungan ketiganya ateu disebui juga sebagai trianggulasi (Sugivono, 2007:
147).
Secara garis besar, observasi partisipatif yang dilskukan melalai
wawancara mendalam yang akan dilakukan pada saat di lapangan
berpedoman pada wawacara mendalam secara terstruktur yang terkait
dengan masalah sebagai berikut:
1. Variabel Formaing, dengan Indikator Pengembangan misi dan tujuan
jangka panjang, yang kernudian diwujudkan dalam bentuk pertanysan
sebagai berikut:
2. Bagaimana pendspat Bapak atau Iow berkenaan dengan
penyempurnaan tugas pokck dan fungst terhadap pelaksanaan
U Nomor 25 Tahun 2004 dap U Nomor 17 Tahun 20037

b. Bagmmans menurut Bapak atau Ibu penyusunan kegiatan tiap
Bagian terhadap pencapaian visi dan misi Biro Perencanaan?

¢.  Bagaimana menurui Bapak/Thu kebijaken Biro Perencanaan dan
unsur perencass unil lainoya terhadap pemimgkaten kualitas
perencanaan?

2. Variabel Formaling, dengan Indikator Pengidentifikasian peluang dan
apcaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan orgenisasi, vang
kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

a.  Bagaimana mepurut Bapak atan ibu koordipasi pelaksanaan

penyusinan kegiatan pada masing-masing Bagian?
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pabungan ketiganya atau disebut juga sebagal trianggulasi (Sugivono, 2007:
147).
Secara garis besar, observast partisipatif veng dilakukan melalai
wawancara mendalam yang akan dilakukan pada saat di lapangan
berpedoman psda wawacara mendalam sccara terstruktur yang terkait
dengan masaizh sebagai berikot:
i.  Varigbel Formating, depgaa Indikator Pengerabangan misi dan tujuan
jangka pangang, vang kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan
sebagai berikut;
a.  Bagaimana pendopat Bapak atsu Ibu berkensan dengan
penyempurnaen tugas pokok dan fungsi terhadap pelaksanaan
UU Nomor 25 Tabun 2004 dap UU Nomor 17 Tabun 20037

b. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu penyusunan kegiatan tiap
Bagian teshadap pencapaten visi dan misi Biro Perencanaan?

¢.  Bagaimana menurut Bapak/Ibu kebijakan Biro Perencanaan dan
unsur perencana unit lainnya ferhadsp peningkatan kualitag
perencanean?

2. Variabel Formating, dengan Indikator Pengidentifikasian peluang dan
ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan organisasi, yang
kemudian diwnjudkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut;

a.  Bagaimana menurut Bapak atan Jbu Roordinasi pelaksanaan

penyusunan Kegiatan pada masing-masing Bagian?
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b,  Bagaimana menurut Bapak atzu Ibu koordinasi pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan antar Unit?

¢. Bagaimana menurst Bapak/lbu efektifitas penyclenggarsan
kegiatan ierhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi ?

d. Bagaimana menurut Bapak atau Tbu fungsi koordinasi terhadap
proses administeasi perencanaan dan anggaran?

Variabel Formating, dengan Indikator Pengembangan aifernstif

strategi, yang kemudian diwnjudkan dalam bentuk perianyaan sebagai

berikut:

a.  Bagaimana menurat Bapak atau Ibu  kedudukan Biro
Perencanaan scbagal koordinator Perencansan Program dan
Anggaran Departemen?

b.  Bagaimana mepurut Bapak atau o kebijakan Biro Perencanasn
dan unsur perencana unit lainnya terhadap peningkatan kualitas
perencanaan?

Variabel Formating, dengan Indikator Penentuan strategi yang sesuad

untuk diadopsi, yang keroudian diwgiudkan daiam bentuk pertanyaan

sebagai berikut: Bagaimana menurut Bapak atau Ibu ketersediaan
sarana dan prasarana terhadap vpaya peningkatan kualitas pelaksanaan
tugas pokok dan fupgsi?

Variabel Implementing dengan Indikafor Penentuan sasaran

operasional tahunan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk

pertanyaan sebagai bariloa:
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a.  Bagaimana menurut Bapak atau Tbu kebijakan Pimpinan
terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing Bagian?

b.  Bagaimanz meournt Bapak atan fbu efektifitas penggunaan
anggaran terhadap perencansan kegiatan?

Variabel Implementing dengan Indikator Kebijakan orpanisasi, yang

kemudian diwnjiudkan dalam bentuk pertanyaan sebagal berikut:

a.  Bagaimana menurut Bapak atau Thu kemampuan penyusunan
kegiatan terhadap pelaksapaan tupoksi pada masing-masing
Bagian?

b, Bagaimana menurst Bapsk ataw  fbu  kedudukan Biro
Perencannan sebagal koordinafor Perencanaan Program dan
Anggaran Diepartemen?

c.  Bagaimana mepurut Bapak atau Ibu kemauan politik (political
wiil} terhadap kebijakan perencanaan di lingkungan Depariemen
Hukum dan HAM Republik Indonesia?

Variabel Jmplementing dengan Indikator memotivasi karyawan, yang

kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut

Bagaimana menurut Bapak atay Tbu rekrutmen dan penempatan 8DM

terhadap upaya peningkatan kinerja perencanaan?

Vaviabel Implementing dengan Indikator mengalokasikan sumber-

sumber daya agar strategi yang telab ditetapkan dapat

diimplementasikan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk

pertanyaan sebagai berikut:
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Bagaimana menurut Bapak atan Jbu kuantitas fenaga SDM
perencansan  yang diperlukan dalam  peningkatan  kualitas
penyustnan program? |

Bagatmana menurut Bapak atau Thu persepsi pegawai terhadap
pelaksanaan kegiatan? a
Bagaimana mepurut Bapak atau Tbu dampak perobahan tugas
pokok dan fungsi Biro Perencanaan terhadap kemampuan SDM
Departernen?

Bagaimana menurut Bapak atau Thu dukungan teknologi

terbadap seriap usulan kegiatan?

Variabel Evalugting dengan Indikator Usaba-osaha anfuk memotord

sehuruh hasl-hasil dari pembuaten dan pencrapan strategi, yang

kemudian divwojodkan dalam bentuk pertanyaan sebagal berfkut:

a.

Bagaimana menurut Bapak atau Ibu apabila ada keterbatasan
anggaran terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi?
Bagaimana menurat Bapak atan Thu evaluasi pelaksanaan
kegiatan setiap Bagian sebagai bahan acvan untuk penyusunan
rencana periode ke depan? ¢

Bagoimana menurut Bapak «tau Ibu dukungan informasi
perencanaan terhadap pelaksanaan kegiatan tiap Bagian?
Bagaimana menurut Bapak ateu Tbu upaya peniogkatan

anggaran untuk sarana dan prasarana?
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¢.  Bagaimana meporut Bapak atau Ibu efekiifitas penetapan
alokasi anggaran pada setiap Unit Utama?

10. Variabel Evaluating dengan Indikator Mengukur kinerja individu dan
organisasi, yang kemudian diwnjudkan dalam bentuk pertanyasn
sebagai berikut:

a. Baegsimana mepuryf Bapak atas Ibu pemabaman pepawai
terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian?

b.  Bagaimana menurut Bapak atau Tbu penyusunan kegtatan yang
disusun berdasarkan skala prioritas?

¢ Bagaimana menurat Bapak atzu Iou kemungkinan tidak adanya
peningkatan anggaran untuk pelaksanaan  kepiatan  yang
menunjang tugas pokok dan fungsi?

11.  Variabel Evaluating dengan Indikator Langkah-langkah perbatkan jika
diperlukan, yang kemudian diwajudkan dalam bentuk pertanyasn
scbagai benkut: Dalam keterkaitan dalam penyosunan program dan
anggaran adakah saran dan masukan yang <dapat Bapak atsu Tbu
sampaikan?

Ketigapulub bufir pertanyaan tersebut, masih dapat berkembang saat

di lakukan wawacarsn mendalam terhadap beberaps pihak yang diniiai

kompten yaitu:

1. Pegjabat struktaral di bidang perencanaan lima (5) orang

2. Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program daa Laporan pada
setiap Diregktorat Jenderal sebanyak sepuluh {10) orang.
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informan dipilih karena dianggap dapat memberikan penjelasan dan
inforrnast yang dibotohkan dengan mengacu pada pedoman wawancara
yang telah disusun.

3.5. Analisis Data
3.5.1. Proses Analisis Data

Setelah melekukan tabapan penelitian, peagolahan data dan informasi
yang fteiah dikampulkan meka proses selanjutnya adalah analisis data
berdasarkan kajian-kajian teori perencanaan strategik dan teori pengelolaan
anggaran yang sesuai dengan kerangka teori.

Dalam proses wewancara penulis akan menggali informast dari
informan tentang strategi apa yang selaroa ind digunakan dalam {shap-tehap
pengelclaan anggaran, tingkat keberhasilan dan hambatan-hambatannya,
dan harapavn-harapan ientang sistem, standar dan praktek pengelolaan
anggaran Selenjninys penulis akan membandingkan antara standar tahap-
tahap pengelolaan angparan dengan basil yang dicepal organisasi yang pada
skhirnya dapat digunakan uniuk menjawab pertanyaan pepelitian.

Data yang diperoleh baik melalul proses observasi dan wawancara,
selanjutmya dipindah dan dituangkan dalam bentuk tulisan (transkrip dats).
Setelah itn dilakukan pengelompokan data, data yang berhubungan
disatokan dan data yang tidak berhubungan tidek dimasukkan ager
memudahkan dalam mengolahnya (kategorisagi data). Dalam tahapan ini
sebelumnya dilakukan pembuatan koding terhadap data yang telah

dikumpulkan, baik melalui observasi, wawancara, maupun kajian literatur,
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Tahapan penclitian lainnya yang penting untuk dilakukan oleh penulis ialah
melakukan proses check and recheck atan triangulasi dan selanjuinya
dibuatkan kesimpular dari data.

Selain itu untuk mendukusg hasil temusn ¢i lapangan dan
memperkuat landasan konseptual, maka berbagal tulisan ilmiah atau hasil
penelitian sejenis dijadikan sebapasi acuan dalam pepelitian. Proses
selanjutnya adalgh analisis dan penyajian data secara deskriptif kualitatif
melalaui penggunaan analisis isi naratif dan pemahaman ipterpretatif,

3.5.2. Teknik Analisis Data

Meourut Sugiveno (2007 147), dalam penelitian kualitatif, teknik
analisis data lebih banyak dilakukan bersamoaan dengan pengumpulan data.
Tahapan dalam peneliian kualitatif adalah tabepen memasuki lapangan
dengan grand four, dan minitour questions, analisis datanya dengan analisis
domain. Tahap ke dua, adalah menentukan focus, teknik pengurapulan daia
dengan minitour gquestions, apalisis data dilekuken dengan analisis
taksonomi. Selanjumya pada tahep seleksi, pertanyasn yang digunakan
adalah pertanyaan struktural, analisis data denpan analisis komponensial,
Setelah dianalisis koraponensial dilanjutkan dengan analisis tema.
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Tabel 3.2.
Penelitian Terdahulu Yang Relevan
NO JUDUL TESIS DISUSUN OLEH PROGRAM STUDI TAHUN
Faklor-faktor yang
mempengaruhi perencanaan — ilmu sosial dan ilmu
1 | angearan berbasis kinerja di | M-AnSFimansyah oo ilmu administrasi 2003
propinsi DKI Jakarta
Persepsi alas [aktor-fakior yang
mempengeruhi  kwalitas  hasil ; ilmy sosial dan ilmu
2 perencanpan  dan  penyusunan PS. TLgE politik, ilmu administrasi 2001
anggaran belanja LIPI
Analigis  kualitatif pemilahan
rawat inap di paviliun DRR ; ! Kajion administrasi rumah
3 | Darmawan P.S. RSPAD Gatot hDd:‘]:l g sakit, program pasca 2002
Soebrolo  perode  angparan sarjana
1997/1998 sampai 2000/2001
Penerapan sistem perencanaan
4 jprogmm dan  pengendalian | Tahsinul Manaf :’l:_:u pﬁmana 2001
anggaran perpustakaan &
Analisis  enggaran ~ belanja Perencanaan dan
5 | departemen kesehalan pada masa | Sri Nurwati kebijakan publik, fakulias 2002
pra dan era desetralisasi ekonomi
i T iy T administrasi,
B, eeallt & administrasi dan kebijakan | 2003
sekrelariat  megara  republik | Amperawan publik
Indonesia
Strategi penyusunan proglrnam-
kegiatan di linglunpan  biro . .
7 | perencanaan sckretariat jenderal | Johannes O.P.S :ff:lm k"‘““a““;;gfn‘:"a" 2007
Departemen Hukum dan HAM R1 Erem pasca
suatu pendekatan analisis SWOT
strategi pengelolaan anggaran o .
8 |pada  sckretmiat  jenderal | Anna Emita ::f:lm ke::f;";gf;’:m" 2007
Depariemen Hukum dan HAM RI
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BABIV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, ANALISIS DAN
PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Kedudokan, Tugss dan Fungsi Depariemen Huokum dsa HAM
Republik Indonesia

Organisasi dan tata kerja di lingkumgan Depariermen Hukum dan
HAM Republik Indonesia distur berdssarkan Peraturan Menteri Nomor
M.09-PR.07.10 TAHUN 2007 di mepa dalam Bab I, Pasal 1, disinggung
masalah Kedudukzn Deparfemen Hukum dan HAM Republik Indonesia
sebagal berikut:

4.  Departemen Bulum dan Hak Asasi Manusia adalah unsur pelaksana
Pemerintah.

b.  Depariemen dipimpin olch Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kermmdian, & dalam Pasal 2 disinggung masalabh Tugas Departemen

Hukum den HAM Republik Indonesia scbagai benikut: “Departemen

Hukam dan Hak Asasi Manusia mempunyal tgas membantn Presiden

dalam menyclenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum

dan hak asasi manusia.”

Selanjutnya, di dalam Pasal 3 disinggung masalah Fungsi Departemen
Hukuin dan HAM Republik Indonesia sebagai berikut:

Untuk melaksanokan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
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Peromusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dae kebijakan
teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia

Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tegasnya
Pengeloiaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
Jawabnya

Pengawasaa atas pelaksarasn tugasaya

Penyampaian faporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan i

bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

4.1.2.5usunan  Organisasi Departemen Hukem dan HAM  Republik
Indonesia

i datam Persfuran Menteri No. MLGS-PR 07.10 TAHUN 2007, Bab

H, Pasai 4 dijelaskan susunan organisast di lingkungan Departemen Hukum

dan HAM Republik Indonesia sebagat berikut:

Depastersen Hokum dan Hak Asasi Manusia terdin afas:

a.

b

o

N

i aad
+

Sckretariat Jenderal

Direkiorat Jendersl Poraiuran Perundang-undangan
Direkiorat Jenderal Administrast Hokum Umuom
Direkiorat Jenderal Pemasvarakatan

Direktorat Jenderal Imdgrast

Direitorat Jenderal Hak Kekayaan Intelekiual
Exirektorat Jenderal Hak Asasi Manusia
Inspektorat Jenderal

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
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k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Flukum dan Hak Asac

Manusia
1. Swaf Ahl

Dalam konicks topic penclitian ini yaitu Strategi Penyusunan
Anggaran, maka peneliti memfokuskan pada Sckretariat Jenderal kbususnya
Biro Perencanaan. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan kedudukan,
tugas dan fungsi dari Biro Perencanaan membawahi  permasalahnn
penyusunan apggaran. Hal ini dapat dilihat pada Persturan Menteri No.
M.09-PR.07.10 TAHUN 2007, Bab III, Pasal 5 di mana ditegaskan sebagai
berikut: Sekretariat Jenderal mempunyat tupas melaksanskan koordinasi
pelaksanaan fugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
Drepartericn.

Kemudian pada Pasal 6 diepaskan sehbagai berkut:  Untuk
melaksanakan tugas scbapaimana dimaksnd dalam Pasal 5, Sekretariat
Jenderal menyelenggarakan fungst:

‘a.  Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unib-unit organisasi  di
lingiamgan Departemen

b.  Penyelenggaraan pengelolaan administrast uroum untuk mendokung
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen

¢. Penyelenggarsan hubupgan kega di bidang administrasi dengan
Kementerian Koordinator, Kemenferian Negara, Departemen lain,
Lembaga Demerintah Non Departenion, dan lembaga lain yang torkait

d.  Peiaksangao tugas lain yang diberikan oleh Menten,
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Selanjuinya, pada Pasal 7, dijelaskan susunan organisasi Sekretariat

Jenderal Departernen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai berikut:

Biro Perencanaan

Biro Kepegawaian

Biro Keuangan

Biro Perienghkapan

Birp Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri
Biro Umur.

Khusus Biro Perencanaan dijelaskan pada Pasal 8 sebagai berikut

Biro Perencapaan mempunyai higas melaksanskan pembinaan, koordinasi

penyusunan rencana dan anggaran, pengorganisasian, ketatalaksanaan seria

evaluasi dan penyusunan laporan Departemen berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang beslakue.

Kemudian pada Pasal 9 dijelaskan sebagai berikut: Untuk melaksapakan

togas  schagaimaps dimaksud dalam Pasal 8, Bivo Perencanaan

menyelenggarakan fungsi:

a.  Penpumpulan dan pengolahan data perencanasn Departemen

b. Peoywsupan remcana strategis yang melipufi rencana pembangunan
Jangka panjang, rencana pembangunan jangka mencogah dan rencana
pembangunan fabunan

¢. Penyusunan program dan Rancangan Anggaren Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) Departemen

d.  Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan Departemen
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¢.  Penyusunan evaluasi rencana das faporan Depariemen
f  Pelaksanaan pembinsan organisasi di lingkengan Depariemen
g.  Pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan &t lingkungan Departemen
h.  Pelaksanaan wrusan iata usaha Biro Perencanaan,
Pada Pasal 10 dijeleskan temiang susunan organisasi  Biro
Perencanaan sebagai berikut:
a.  Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data
b.  Bagian Penyusunan Propram dan Anggaran
¢.  Bagian Evahast dan Laporan
d.  Bagian Organisasi
e.  Bagian Ketatalaksanas

Kelompok Jabatan Fungsional.

Terkait dengan masalah topic bahasan penelitian ini yaitu Sirstegl

Penyusunan Anggaras Tahunan Departemen Hukum dan HAM Republik

Indonesia, maka peneliti memfokuskan pada Bagian Penyusunan Program

dan Anggaran i mana telah diawr pada Pasal 15 scbagai berikut: Bagian

Penyusunan Program «dan  Anggaran memipunyai fugss melaksanakan

koordinasi, penyusunan perencanasn, program dan anggaran  serta

pemberian bimbingan tgknis perencanaan di lagkungan Departeroen.

Kemudian pada Pasal 16 dijelaskan bahwa untuk melaksanskan tugas

sehagaimanpa dimaksud dalam Pasal 135, Bagian Penyusunan Program, dan

Angparan menyelenggarakan fungsi:

&
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Pengelolaan, pengolahan dan analisis data

Penyuzunan rencana stategis vapg melippt rencana pembangunan
jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana
pembangunan tabunan

Penyusunan program, Nota Kevangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belania Negara Deparfemen

Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan Deparlemen,

Selanjutnya pada Pasal 17 dijelaskan tentang susunan organisasi

Bagian Penyesunan Program dan Anggaran yang ferdisi atas:

a.  Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran |
b, Subbagian Penyusenan Program dan Anggaran {f
¢.  Subbagian Penyusiman Program dan Anggaran Iff
d.  Subbapian Penyusupnan Program dan Anggaran IV
Akhimya pada Pasal 18 dijelaskan tentang tugas dari masing masing
subbagian terschut diatas yaita:
a2 Subbagian Penyusunan Program dau Anggaran I mempunyat tugas

melakukan peagelolasn, pengolahen dan analisis dats, penyusunan
refcand, program dan anggaran, penyusunan fencang strategis, Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) Departemen, pembashasan anggaran dan  pemberian
bimbingan teknis perencanaan di Hogkungan Unit Dircktorat Jenderal
Peratoran Perupdang-undangan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,

dan Inspektorat Jenderal serta Kantor Wilayah Departemen Hokum
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dan Hak Asasi Manusia di Jawa Bamt, Banten, DKI Jakaria, Jawa
Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Tiour dan Bali.

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Il memponyai tugas
melakukan pengelolaan, pengolaban dan analisis data, penyusunan
rencana, program dan anggaran, peoyiapan bahan penyusunan reacans
strategis, Nota Keuangan dan Rancangan Aaggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) Departemen, persbahasan anggaran dan
pemberian  bimbingan tekmis perencansan & lingkupngan Unit
Direktorat Jenderal Administrasi Hukam Unwim, Direktorat Jenderal
Hak Asasi Manusia, dau Badan Penclitian dan Pengembangan Hak
Asast Manusia seria Kantor Wilayah Departemen Hukwm dan Hak
Asasi Maousia di Nanggroe Acch Darussalam, Sematera Utara,
Sumatcra Barat, Riau, Kepulauas Riau, Jambi, Bengkulu, Swunatera
Selatar, Kepulavan Bangka Belitung, dan Lampung.

Subbagien Penyusunan Program dan Anpgaran HI mempunyai tupas
melakukan pengelolaan, penpolahan dan analisiz dafa, penyusurem
seneana, program dan angparan, penyiapan bahan penyusunan rencana
strafegis, Nota Keuangan dan Ravcanpan Anpgaran Pendapatan dan
Belanja Negara {RAPBN) Departemen, pembahasan anggaran dan
pemberian  bimbingan teknis perencenaan di  lingkungan Unit
Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Helkum
dan HAM serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
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Manusia di Kalimantun Baraf, Kalimontan Tengah, Kalimanian
Selatan, Kalimantan Tiomur, Matebs, Matukn Utara, Papoa dana Irian
Jaya Barat.

d.  Subbagian Penynsupan Program dan Anggaran IV mempunyai tugag
melaknkan pengelolaan, pengolahan dan analists data, penyusunan
rencana, program dan anggaren, penyiapan bahan penyusunan
rencana sirategis, Nota Kemanpan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Departemaen, pembahasan
angparan  dan pemberian  bimbingan  teknis  perencanasa di
Hnglkungan Unit Seloetariat Jenderal, dan Badan Pembivaan Hukum
Masional serta Kantor Wilayah Departemen Hulkum dan Hak Asasi
Manusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengab, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur

4.2. MBasil Penelitinn
4.2.1. Formating, Implementing dan Evaluating
42.1.a. Formating
Dalam konteks Updanpg-Undang Nomor 17 Tahan 2003 lenteng

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tshon 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telsh menetapkan

penggunaan pendekatan penpanggaran berbasis prestasi kerja atan kinerja

dalam proses peynsunan anggaran. Departernen Hukam dan HAM Republik

Indonesia, masib memiliki nstitesi di daersh yang & mana ewan bils
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penugasan dan kewepangannya di serabkan kepada deerzh, maka secara
otomatis pula Depardemen Hukum dar HAM harus mematuhi peamndang
pndangan tersebut. Oleh karena itu, sccarn internal pun di lingkungan
departemen kbususnya masalah susunpn organmisasinya masih memilik
struktur yang memiliki tugas dan fungsi monitoring ke institust Deparfesnen
Hukum den HAM di daerah. Hal ini dapat dilikat pada Pasal 18 Peraturan
Menteri Nomor  MO9-PRUZI0 TAHUN 2007 di manz seupat
memperhatikan dan  mepimbang adanya perundang wndangan  yang
berkaitan dengan hubungan keuangan pusat daerah
“Di departemen kita masih memiliki institusi di dacrab yang di mana
rawan bila penugasan dan kewenangannya di serahkan kepada daerah,
maka sccam otomatiz pula kita ini harus mematubi perundaog
undangan tersebut. Glch karcna ity secara internal pun & lingkungan
departemen ini, kbususnya masalab susunan organisasinyz masih
merniliki struktur yang memiliki togas dan fungsi monitoring ke
institusi kita di daerab. Hal ini dapat dilibat pads orta departemen di
mana sangat memperbatikan dan menimbang adanya perundang
undangan yang berkaitan dengan hubungan keuangan Pusat Daerals.
dengan demikian, karena cksistensi kila masih memiliid tugas Jdan
fungsi di deerah maka secara otomatis pula dalam strategt penyusunan
mggaran  tabupan  departemen  harus  pola  mempertimingkan
implementasi dari Undang Undang 25 talum 2004 tersebut™.
{(wawancara Kepala Biro Perencanaan tanggal 2 desember 2009)
Dalam Pasal 18 Peraturan Menferi Nomor M.O9-PR.G7.16 TAHUN
2007 masing masiog subbagian harus memberikan raasckan beropa draft
rencana anggaran yang ke bagian penyusunan program dan anggaran untuk
dipadukan dengan unit unit yang lainnya. Schinggs menjadi drafl usulan
program dan anggaran ke Departernen Keusangan, Dalam pembuatan draft
usulan program dan anpparan menggunakan sistem botterr up bukan

menggunakan sisten fop down . Di dalam mengimplementasikan Undang-
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Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencansan Pembangunan
Nasionat Departemen Hukum dan di daerah yang paling memaharni
berbagal masalah, tantangan, dan kebutwhan yang diperfukan balk yang
bersifat operasional dan non operasional namun, permasalaban yang muncul
dengan diterapkan Undang Undang No. 17 TM 2003 ini adalah
penyusunan anggaran lahunsn yang memakan wakiv lebih lama
dikarenakan proses bottom up dan kinerja masing masing umit kerja dan
pelaksana untuk bisa menjadi sehuah draft angparan tahvman yang diusulkan
kepada Departemen Kevangan,

Dalam proses revisi penyusunan anggaran juga mengalami beberapa
kendala

“revisi dari penyusunan anggaran tahwunan di departemen keuangan

pun masih membytubkan wakin dikarenakan ada usulan program dan

anggaran yang diberi tanda bintang (ditunda atau ditolak). Sehingga

departemen  harus melakukan revisi drafi usulan program dan
anpgaran. Selanjutnya disampaikan lagi ke departfemen Kenangan,

Proses ini fidak cukup sekali babhkan bisa safa revisi usdlan defi
anpggaran ehman bervlang kali, Padahal, wnit ymng kompeten
menangani masalah ini dap wnit yang terkait memitki tugas dan
fungsi kescharian di sist lain”. (wawancara Kepalz Biro Perencanaan
tanggal 2 desember 2009)
Kondist i membuat program penyosunan auggarsn berbasis kinerja
mmemakan waktu, Namun dapat diakai behwa dengan program ini kebocoran
Selain iti, dengan program penyusanan anggaran berbasis kiverja juga
terjadi keterlambatan realisasi anggaran. Memaog secara toorl, per januari
anggaran bisa direalisasi, Namun dalam prakteknya, realisasi anggaran bisa
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furur: di atas bulan April. Hal ind jelas membuat realisasi anggaran kurang
terserap pada program program yang telah dijadwalkan. Otomatis, daya
serap anggaran kurang optimal dan beberapa program menjadi tidak
terlaksana,

Masalah penyusunan kegiatan tiap Bagian terhadap pencapaian visi
dan misi Bivo Perencansan bahwa Visi dapat tercapai bila saja misi
terpenubi, Namun, scperti yang di uratkan di atas, bahwa dengan program
penyusunan anggaran berbasis kinerja di mana memakan wakiu yang fidak
sedikit, maka jelas pelaksanaan program dan anggaran jadi mundur. Ini pen
masih bagus, bahkan beberapa program tidak bisa dilaksanakan mengiogat
realisasi anggaran yang secara teori bisa direalisesi pada bulan Japuari
namun dalam prakteknys pada umumnya ban: bulan April Padahal di bulan
desemnber kita harus sudabh tutup huku di mana sudab tdak ada lagi
pelaksanaan program.

Masalah penyusunan kegiatan tiap Bagian ferhadap pencapaian visi
dan mist Biro Perencanaan

“penyusunan kegiatan tiap bagtan dapat tercapai bila saja misi
terpenuhi. Namon, dengan program penyusunan anggaran berbasis
kinerja ¢i mana memakan wakin yang tidak sedikit, maka jelas
pelaksangan program dan anggaram jadi mundur. Ini pun masih bagus,
buhkan beberapa program tidak bisa dilaksanakan mengingat realisasi
anggaran yang secara teori bisa direalisasi pada bulan Januari namun
dalam prakteknya pada urmvmnnya baru bulan April. Padabat di bulan
desember kita bams sudah mmp bukn di maea sudah tidak ada lagi
pelaksanaan program” . {wawancara Kepala Bagian Organisasi
tanggal 2 desember 2009)

Kalan dilihat dari kondisi seperti hasil wawancara diatas, praktis
pelaksavan jadwal program yang telab dianggarkan rata rata efektif hanya
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tersisa waktu 9 bulan pelaksansannya, Konsekuensinya bila ada program
vang memakan waktu lebih dari 9 bulan hampir bisa dipastikan dicontreng
dari jadwal program. Ini berakibat pada daya serap anggaran yaog menjadi
kurang optimal. Dengan demikian, pencapaian misi kurang optimal di mana
secats Otomatis pencapaian visi pun meniadi terganggn karena banyak
kendala yang dihadapi baik internal maupun cksternal.

Menanggapi kebijakan Biro Perencansan dan unsur perencana unit
lainnya terhadap peningkatan kualitas perencanaan dimana Depariemen
hukum dan ham adalah salab satu sub sistem di dalam penyelengparaan
ketatanegaraan Indonesia. Otomatis pula, kualitas perescanaan yang
mepurut departemen hukum dan ham ini telah dintlai baik, namun belum
teatu baik menurot departemen yang kompeten di dalam mengkaji draft
usulan anggaran tahunan deparfemen yaitu Departemen Keuangan

“proses penyusunan anggaran fahunar deparicmen yang kita susun
berbasts kinerja, bersifal boitom up dan berpegang pada sistem dan
prosedur yvang telah diletapkan oleh Departemen Keuangan, dinila
oleh pihak kita dianggap telah berkualitas, pada akhimya setelah dikaji
oleh Departemen Keuangan dikembalikan kepada kita untuk difakukan
berbagai revisi, Hal ini bisa terjadi benulang kali. Gambsran ini
memperiihatkan sulit kita secara pibak bahwa apakah penyusunan draft
anggaran tahunan departemen yang kifa buat telab berkualitas atau
belum schingga bisa dikafakan sungat relative bergantung dar
perspektif mana kita melibatoya apakah davi perspektif kepentingan
tercapainya vist dan misi departemen kita atau dari perspekiif
kepentingan departermen kevangan yang Jebih mengutamakan cfisiensi
dan efcktifitas angparan”. (wawancama Kepala Bagian Penyusmman
Program dan Anggaran tanggal 2 desember 2009)

Koordinasi pelaksansan penyusupan kegistan pada masing-masing
Bapian, Koordinasi dalam ariian memonitoring proses penyusunan anggaran
tahunan kepada unit unit yang terkait ditakakan sejak dini di mana biasanya
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telah diberi peringatan pada unit unit terkait untuk menviapkan data data,
penpumpulan informasi, proyeksi program kedepannya dan lainnya vang
dibutuhkan untuk penyusunan anggaran dilakukan pada pertengaban tahun
setiap tahunnya. Jadi awal bulan Mei semua unit yang terkait telah
menyiapkan segala kebutuhan yaeg diperlukan. Kemudian pada bulan Juni
anfara pnsat dan unit saling berkomunikasi secara intens ates segala hal
yang berkaitan dengan pﬁzﬁyﬁs&ﬁaﬁ anggaran. Hal ini tidak saja dilakukan
internal departemen melaiokan juga eksternal yaite membangun komunikasi
dengan Depademen Keuangan kKhususnya masalsh ada tidaknya perubahan
sofiware dan hardware yang terkait dengan program penyusunan anggaran
tahunan departemen. Bila saja ada perubahan di dalam software, biasanya
Departemen  Keuangan  memberikan  scmacarm  taining ontuk
mengaplikasikan soffware yang mercka skan gunskan. Dengan demikian,
departemen hukum dan ham fetap berpegeng pada prinsip botiom up dan
berbasis kinerja. Hal inm ditunjukkan dengan perbaikan efisicns) dan
efektivitas dalam pemanfzatan somber daya dan memperkuat proses
pengambilan  keputusan teniang  kebijakan dalam  kerangka jangka
menengah. Rencana kerja dan anggaran (RKA) vang disusun berdasarkan
prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat vang sebesar.
besarnya dengan m&ngmkaz‘z sumber daya yang terbaias.

Masalah koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antar onit,
kepala bagian pengumpulan dan pengolshan data memberikan pendapat

“Kendala yang nutin dibadapi dari Hapkat persiapan hingga

penyusunan anggaran tahunan adalah koordinasi antar unit unit yang
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terkait, Adapun kendala utamanya adalsh bahwa data, informasi dan
segala bal yang dibutuhkan untuk penyusunan anggaran bukanlah
bersifat independent data melainkan interdependent data. Maksudnya,
data yang dibutnbkan spatu unit terkait dengan data yang ada di Jain
unit. Schingga bila saja satu unit belum melaksanakan inventaris data
padahal data yang telah terinveniaris ifu dibutuhkan oleh unit lain,
maka otomnatis unif yang bersangkutan akan tertunda. Pada gilirannya,
terjadi keterlarobatan dan ketergesa gosaan saat peayusunan anggamn
tahunan departemen. Hampir dipastikan hal tersebut akan mengurangi
kualitas penynsunan draft anggaran tahunan departemen. Kurangnya
kuelitas penyusunan draft anggaran tahunan departemen yaog
disampaikan kepada Departemen Keuangan, menciptakan revisi
berulangkali. Usfuk mencegabnys, maka sejak bulan Mazet, kita
biasanya membangun komunikasi inierngl kepada unit wmt terkait
untuk penyiapan segala hal yang dibunnhkan saat drafl awal
penyusunan  anggaran {hunan depariemen muolai  dikerjakan.
Kemudian, melakukan antisipasi jika saja ada data yang dibutubkan
belum juga tersusun oleh unit lain yang terkait. Biasanya, bila terjadi
hal ini maka kita akan melakukan proyeksi ke depan berdasarkan data
anggaran tehun lalu untok program yang berkelanmtap, Maksudnya,
ada program yang Hdak selesal untuk satu thun fiskal. Seperf,
prasarapa  dan sarapa yang lerkait denpan security  program
keimigrasian, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya™. (wawancara
Kepala Bagian Pepgumpulan dan Pengolahan Data tanggal 2
desember 2009}

Terkait dengan pertamyasn cfektifitas penyelenggaraan kegiatan

terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi dimana pengertian  efektifitaz

itu sendiri adalah tepat sasaran. Sedangkan efisiensi adalah tepat gusa. Bila

mana kite menilai apakah tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan

penyusuaan anggaran tahun depan i efektif atau tidaknya, bal ini sangat

bergantung pada apakah program yang telah terjadwalkan dan teranggarkan

ini bisa mencapat tepat sasaran yang akan dicapai disesuaikan dengan waktu

anggaran. Mengingat wakiu realisasi anggaran untuk program yang telah

disstujui untuk dilaksanakan oleh Departemen Keuangan debgan catatan

tidak diberi bintang, Namun berdasarkan peopalaman sclama ind, tingkat
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efektifitas penyusunan anggaran tahunan berbanding terhadap realisasi dan
daya serap anggaran tghunan departemen, rata ratanya mencapai 65%. Jadi
bisa dikatakan daya serap anggaran hanya mencapai 65% sedangkan 35%
nya dari realisasi anggaran terkendala oleh berjalannya waktu anggaran
yang berakhir pada bulan Desember. Oleh sebab itu, arti penting koordinasi
adalah kesiapan data s¢jak inventarisasi data, hingga pelaksanaan draft awal
penyusunan anggaran tehupan departemen harus diperhatikan oleh semua
unit it terkait jika kita ingin kegistan penyusunan angparan tshunan
departemen memiliki fingkat efektifitas vang tinggi terhadap doya serap
anggaran tahunan. Pada giliranaya, berarti program programg vang fslah
terangearkan bisa optimal terealisasi.

Mengingat penyusunan anggaran {shunan departemen beranjak dari
unit unit intemal di lingkungan kerja Departemen ind, maka kendala yang
bersifut teknis adminitrast perencanaan dan anggaran bisa dikatakan kurang
signiftkan, Karena di dalam Pasal 15 hingga Pasal 18 Peraturan Menteri
Nomor M.09 TAHUN 2007 dengan tegas mengatur tatakerja unit unit yang
di bawah Bagian Penyusunan Program dan Asnggaran, Biro Perencanaan,
Sekretariat Jenderal Departemen HUKUM dan HAM Republik Indonesia.
Diharapkan unit unit terkait dalam proses penyusunan aoggaran fahuan
departemnen menyadari tugas dan fungsi masing masingnya. Sehingga tidak
menjadi kendala yang bersifat teknis administratif,

“ berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, terjadi pula kendala

yang bersifat teknis administrafit’ di tingkat lapanpaoe tenitama dalam
lambat merespon disposisi yang biasanya terjadi pada institusi kita
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yang berada di daerah sehingga unit terkait lainnya terutama di pusat

harus meounggu. Hal ini berimbas pada proses penyusunan angparan

di meia unit jainnya. Karens sistem penganggaran berbasis kinerja

menitikberatkan  perbaikan  efisiensi  den  efektivitas  dalam

pemanfaatan sumber dayn dan memperkuat proses pengambilan
keputusan tenmtang kebijaken dalam kerangka jangks menengah,

Rencana kerja dan anggaran (RKA} yang disusun berdasarkan prestast

kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besamya

dengan mengpunakan sumber daya yang terbatas. Cara untuk
mengantisipasinya, maka kita terns membangun komunikasi dengan

serpua lind dalam unit unit terkast baik yang ada di pusat manpun di

daerash. Sehingga bila saja terjadi keterlambatan dalam menindakianjut

disposisi dari pusat ke dacrah atau sebaliknya kita bisa melacak sedind
musgkin i mana lfetak distorsinya”. (wawancara Kepala Bagian

Organisasi tanggal 2 desember 2009)

Kedudukan Biro Perencanasn sebagal koordinator Perencanaan
Program dan Anggaran Deparemen dizkul sejak dilansirnya program
penyusunan anggaran berbasis kiperjia. Kesemuanya ini menjadikan
kedudukan biro perencanaan menjadi lebih  sibuk, dinilai memiliki
kompetensi dalarn artinya tempat bertanya dari unit unit yang terkait di
dalam proses penyusupan anggaran fahupan. Disemping jtu dengan
keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas,
masalaly penyusunan anggaran tahunan membuat biro percncanaan menjadi
berat bebannya. Apalagi denpgan ketidakkonsistenan sistem yang diajukan
oleh Departemen Keuangan di mana inl membuat kita selale mulai dari titik
nadir di satu sisi, tapi tugas penyusunan anggaran tahunan harus fetap
berjalan ditengah tengah kondisi ketidakkonsistenan sistem di sisi lain,
Kondisionalitas ini, sedah barang tentu menjadikan kedudukan biro
perencanaan sebagai koodinator menjadi sangat strategis,

“setelah Format Penyusunan Program den Anggaran yaog felah
ditentukan oleh Departemen Keuvangan kita terima berupa software,
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maka dilakukan distribusi ke unit unit dan instisusi dacrah yang terkait,
Sejak Ini pula, Biro Perencanaan bertugas dan berfungsi sebagai
koordinator terselenggaranya prosesi penyusunan program dan
anggaran. Dalam hal ini juga, biro perencanaan selalu menyiapkan
langkah langkah antisipasi jika saja ada kendala data yang terkait
dengan unit lainnya. Untuk ity biro perencanaan memiliki
dokumentasi data program yang sama di tahun betjalan yang di mana
bisa diproyeksikan ke depannya. Langkah int ditempuh guna deaft
usulan  penyusunan Program dan  Anggaran tidak  mengalami
keteriambatan unfuk sampai ke Departemen Keuangan vang akan
melakukan kajian. Dengan pertimbangan bahwa masih ada kesempatan
meiakukan revisi program dan anggaran sambil menunggy data yang
update, tugas dan fungsi koordinetor dari Riro Perencanasn memiliki
arti penting Ji saat terjadi kendala data. Selain juga untuk
mensinkronisasi dafe data yaug masuk dari uait vait dan institusi di
dacrab vang terkalt”. ”. {wawancara Kepala Subbagian Bagian
Penyusunan Program dan Laporan Dircktorat Jenderal Imigrasi tanggal
2 dessmber 2009)

Secars ideal kebijakan Bire Perencanaan dan unswr perchcana pada
unit terkait tetap berpegang pada produk hukum yang berlaku. Persoalannya
adalah produk hukum yang dijadiken pedoman kifa melaksanakan tugas dan
fungsi selama ini tcrmakan oleh waktu. Karena begitu produk hokum ini
dibakukan tanpa melibat pergerakan wakty dan tantangan, maka kita akan
terperangkap aotara berpegang pada produk hukum yang scbenarnya sudah
usang dengan realitas tantangan di Gongkat lapangan padabal produk
hukumnya belum tersedia,  Hal inilah kita hams cermat terhadap produk
bukum yang sifataya subtansif dan yang tidak substantif. Sehingga kualitas
perencanaan dapat terpenubi,

“kualitas perepcanaan ity bukan svatu hal yang sifatuya stedis,

melainkan sarat denpgan hal hal yany sifatnya dinamis sesual dengan

tantangan di tingkat lapangan. Dalam hal ini mana yang divtamakan
atau diprioritaskan vaitu apakah kita meneckankan pada sekedar

mencapai daya serap anggaran yang tnggi walau program program
yang ada dan teramggarkan sebenarnya kurang bisa mengantar pada
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pencapaian visi dan misi. Atan pada penekanan kualitas perencanaan
program dan anggaran yang lebih memprioritaskan pencapaian visi
dan misi. Kedua bal ini sulit untuk dipesienukan Mengapa demikian?
Karena dengan sistem penganggaran berbasis kinerja ini kita lebih
termakan wakiu batk untuk mendapatkan persetujusn  maupun
realisasi anggaran. Sehingga saal penyusunan anggaran yang terburu
buru ini kadang kala kita menjadi terperangkap pada bal hal yang
bersifat pragmatis yaitu yang penting ada program yang bisa
terlaksana supaya daya serap anggaran tinggi. Sehinpga untuk tatan
depan, bisa dianggarkan kembali. Tanpa kita mengindahkan program
yang ideal vapg nota bene untuk itu membutuhkan kajian yang
memakan waktu yang tidak sebenstar™. (wawancars Kepala Bagian
Evaluasi dan Pelaporan tanggal 2 desember 2009}

Menanggapi ketersediaan sarana dan prasarana terhadap upaya

peningkatan kualitas pelaksansan tugas pokok dan fungsi Bapak Othman

Nasution selaku Kepala Bagion Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro

Perencanaan

4.2.1.b.

“memang kita fidek memungkini bebwa untuk membangun suaty
komunikasi terutama dengan institusi insitusi kita i daerah, selama
ini kita terkendala oleh prasamna dan sarana kKhugusnya dalam
masatah jejaring mulbmedia di mana ini scbenarnya  akan
mempermudah dan mempercepat kerja penyusunan anggaran tabunan
departemen. Mengapa demikian? Minimalnya prasarana dan sarana
jejering komunikasi informasi mengakibatkan penyampaian data yang
bersifat nrgent untuk kepentingan penyusunan anggaran tahusan
departemen baik dari pusat ke daerah maupun sebaliknya menjadi
terfambat, Schingpa disposist juga tidak segera mendapat respon dad
unit yang kompeten”. {(wawancara Kepala Bagian Pengumpulan dan
Pengolahan Data tanggal 2 desember 2809}

Implementing

Tingkat implementasi kebijakan yang terkait dengan proses

penyusunan program dan anggaran, pada intinya tetap berpegang pada

produk hukum vang beriaku. Namun tidek tferfutup kemungkinan

nrunculnya kebijakan yang bersifat varian dari produk hukum yang ada di
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mana hal ini dilakukan untuk meminimalisasi munculoya kendala di
lapangan, misaloya mempertibangkan data suatu program belum juga
terselesaikan oleh unit terkait, maka diputuskan ke’%ijak;m untuk melakukan
proyeksi terhadap anggaran program yang sama di tahun berjalan untuk
dijadikan patokan penyusunan program dan anggaran tgshunan departemen.
Keputusan ini ditempub, mengingat usoian draft penyusunan program dan
anggaran harus segera masuk ke Departemen Keuangan untuk dikaji. Selain
ity pula, didasarkan pertimbangan bahwa ada kesempatan uniuk melakukan
revisi sambil menunggu selesainya data yang updefe yang sedang dilakukan
oleh vnit terkait.

Sejauh mana efektifitas penggupaan anggaran terhadap perencanaan
kegiatan? efektifitas lebih menckankan pada tepat sasaran, Terkait antar
penggunazan anggaran déngan perencanaan kegiatan atau program, maka
rata raianya hanyas memiliki daya serai:f 65% dani realisasi anggaran,
Mengapa demikian? Karena, keterlambatan turunnya anggaran yang secara
teori semustinya pada bulan Januari, tetapi prakieknya selama ini rata rata
baru turun di bulan April sehingga hanya tersisa waktu vang efektif untuk
pelaksanaan program selama 9 bulan, Oleh sebab itu, program program
yang terlaksana rata rata bersifal pragmatis, Schingpa sulit untuk remennhi
visi dan misi bagian, biro, sekretariat jepderal dan departemen

Kemampuan penyusunan kegiatan terhadap pelaksapasn tupoksi pada
masing-masing bagian tidak signifikan. Maksudnya, dari sisi motivasi

karyawan dan kualitas sumber daya manusia memenuhi apa yang diminta di
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dalam soffware yang ada. Persoalan muncul jika diperkenalkan software
baru oleh Depariemen Kevangan, Hal ini jelas membuat para pelakeana
harus mempelatari terlebih dahulu walau telah diberikan fraining. Namun
tfidak semua data yang ada bisa diselesaikan atau dibahas di dalam training
yang rata rala berlangsung paling lama 30 hari. Padahal data data vang ada
bukan data di  pusat melainkan juga di institusi institusi di daesah, Kendala
Iainnya adalah sast mentransfer pemahaman soffware yang baru ini ke para
pelaksana di daerah, Menginpat keterbatasan prasarana dan sarana jejaring
komunikasi. Kendatipun ada penugasan ke daerah, hal ini juga terkendala
dengan minimnya anggazan yang  tersedia untuk “fowr of duty”
Kendisionalitas mz vang di manz bersumber dani wosur eksternal,
menciptakan kurang optimalnya penyusunan kegiatan terhadap pelaksanaan
tupoksi pads masing-masiog Bagian. Jadi bukan karena ketidakmampuan
para pelaksana yang ada di lingkup bagian Penyoesinan Propram dan

Anggaran, Biro Perencanaan

Dalam bal lain disebutkan, rekrutrsen dan penempatan SDM terhadap
upaya peningkatan kinerja perencanaan, ada pendapst habwa bahwa
sekarang ditentukan oleh masa lalu, masa depan diteptukan masa sekarang.
Begitu pula, tentang masalah rekruitmen dan penempatan sumber daya
manusia di lingkungan Departemen hukum dan ham sekarang ini yang bisa
dinilai masth jash dari ideal baik dari sisi rasio antara beban tugas dengan
jumlsh sumber daye manusia yang ada mauvpun dari sisi prinsip "The right

mem and The right palace”
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“banyak dijwmpai di beberapa unit kerja dan teknis di mana sumber
daya manusia yang ada tidak pas dengan tugas dan pekerjaannya
terutama dard sisi pendidikan formal yang dimiliki terhadap tantangan
tuges dan pekerjaan mereka. Selain itu juga ada beberapa wnit vang
berlebihan sumber daya manusia pamun di unit lain kekurangan.
Masalabnya, tidak bisa dilakukan mutasi dikarenskan sumber daya
manusia yang ada di unit lain tidak bisa begitu saja dimutasikan ke
unit laio dikarenskan latar belakang pendidikan formal yang ada
kurang kondusif terhadap tentangan tugas dan pekerjaan yang ada.
Sehingga ketidakmerataan sumber daya magpusia antara pendidikan
formal yang dimiliki dengao bidang tugas dan pekerjaan yang ada
menjadi salah  satu  kendala yang akan meniadikan  kualitas
penyusunan program dan anggaran tahunan departemen jauh dard yang
diharapkan. Kondisionalitas ini jelas memberikan pengaruh besar saat
dilakukan draft penyusunan program dan  anggaran  tzhunan

departemen. Schingga tidak mengherackan apabila ferjadi revisi

berulang kali setelah dilakukan kajian olch departemen keuangan™

(wawancara Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan

Laporan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia tanggal 4 desember

2009)

Dari sisi kuantitss fenaga SDM perencanaan yang diperlukan dalam
pepingkatan kualitas penyusunan program felah ferjadi ketidakmerataan
antara pendidikan formal yang dimilild dengac tantangan tugas dan
pekerjaan yang ada, Khosus di bagian Penyusunan Program dan Anggaran
masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan formal

yang mendukung tantangan tagas dan pekerjaan yang ada.

Ditiniau dari persepsi pegawai terhadap pelaksanaan kegiaten bahwa
mayoritas persepsi pars pegawal klmsusnya di lingkungan Bagian
Penyusunan Program dan Anggaran terhadsp pelsksansan kegiafan
peuyusunan program dan anggaran tahunan bisa dikatakan batk dan
mendukung. Walaupun ada kelnhan tentang perubahan sistem afau program

Software penyajian. penyusunan program dan anggaran fahunan departemen
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vang dikelvarkan oleh departemen keuangan, Hal ini masuk di akal karena,
begitu ade perubahan sistem ateu program software penyajian penyusonan
program Jdan anggaran tabuman deparfemen, maka masalah data vang
diperlukan jelas menpalami perubahan pula. Dengan kata lain daia
kadangkala harus dilakukan olahan teriebih dahulu di mana proses olaban
data berbeda dengan sistem atau program sebelumnya. Schingga para
pegawai tidak bisa cukup melakukan #pdafe data saje tefapl harus
metakukan ¢laborasi data untuk bisa diakses ke dalam sistem atan program
software yang baru, Sudah barang tentu, hal ini memakan waktu bila
dibapdingkan tidak ada perubshan sistem atau program soffware yang

disjukan olch departemen kevangan

Dijelaskan lebih lanjut mengenai dampak perubahaa tagas pokok dan
fungsi Biro Perencanasan tethadap kemampuan sumber daya manusia

departemen

“Ada tidaknya perabzhan togas pokok dan fungsi Biro Perencanaan
tidak siginifikan ierhadap kemampuan samber daya manusia
departemen yang notabene mayoritas tidak menganut prinsip “The
Right Mar and The Right Palace”™ musti begitn bukan berarti, tidak
ada dampak pada tugas dan fungsi Biro Percncanazn, Karena,
kendatipun dari sisi pendidikan formal yang dimiliki kurang
mendukung tugas dan pekerjaan yang dihadapi namun sejalan dengan
perjalanan waktn mercka telah terlatih secara “imow how” dan
"Learning by doing” yang terasah olch tantangan, tugas dan pekerjaan
selama ini. Namun begitu terjadi perubahan, sudah barang tentu
mereka harus memulai untuk mengenal “what kind of duty” di mana
dari sisi pendidikan formal mereka belum mengenalnya, Misal,
seorang anak hanya sckedar menghapal rumus matematika, Begitu
rumus itu diputar balikan maka hampir dipastikan mengalami
kebingungan, Sebab, vang dia lakukan untuk memecabkan soal
matematika sekedar tradisi bukan berangkat dari sebuah pemabaman
yang mendalam. Namun kondisionalitas ini bisa dicarikan solusinya
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dengan melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan, Hal inilah, anti

penting BPSDM scbagai pusat transfer “practical knowledge atau

applicated kmowledge” bukan transfer “feorifical knowledpe™.

{(wawancara Kepala Subbagian Bagian Penyusuoan Program dan

Laporan Dirckiorat Jenderal Administrasi Hukum Umum fanggal 4

desember 2006)

Dari segi dukungan teknologi dalam mensupport kegiatan penyusunan
program dan anggaran sudah memenuhi standar minimal, Namun, teknologi
jejaring komundkasi informasi untuk kelancaran sharing data darl pusat ke
daerah atau sebaliknya masih belum memenuhi standar minimal, Karena,
jejaring unit dan institusi yang berada di bawah naungan departemen hukum
dan ham banyak fersebar di dacrah. Padahal baik pusat maupun daerah
membutuhkan kecepatan penyampaian dan penerimaan “Message” terutama
yang terkait dengan masalah data yang diperlukan untuk penyusunan
program dan anggaran tahunan depariemen. Apalagi data yang diperlukan
membutuhkan “space” yang besar. Oleh karena itu, kerap kali terjadi idle
time saat menyusun program dan anggaran karena jambatnya data masuk

untuk di entry ke sofiware yang telah ditentukan,

4.2.1.¢ Evaluating

Dengan adanya masalah keterbatasan anggaran terhadap pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi berimbas pada kualitas penyusunan program dan
enggaran tahonan departémen yang menycbabkan program program yang
terjadwal mayoritas terperangkap pada program yang pragmatis bukan

program untuk  pencapaian visi dan misi. Hal ini juga berkaitan depgan
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tidak adanya peningkatan anggaran unfuk pelaksansan kegiatan vang
menunjang fugas pokok dan fungsi
“dengan mencermati kondisi keuangan negara saat ini semua ity bisa
saja terjadi. Kalau sampai terjadi, maka langkah kita adalah melakukan

mventarisasi data untuk kemudian melakukan kajian ulang khususnya
pada program yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi.

Dikerenakan, progran ini bersifat berkesinambungan. Setelah itu pada
program yang bersifat pragmatis. Untuk proyeksi besaran anggaran
cukup melihiat realisasi anggaran tahun berjalan Dengan demikian,
kendatipun ada pemotongan atau perempingan pada jumiah program
yang bersifat berkesinambungan, maka paling tidak tetap ada program
dalam klasifikast tersebut yanp masih bisa dilaksanskan. Bisa
dimnisalkan disini dalam takun berjalan ada Yima program vang bersifat
berkesinambungan naroun mengingat katerbalasan anggaran di tahun
depan, maka dibuatlah perampingan finggal tipa program saja”.
{wawancara Kepala Biro Perencanaan tanggal 10 desember 2009)
Dalam pengevaluasian kegistan setiap bagian sebagail baban acuan
wrtak penyusupan rencans pericde ke depan iebih dititikberatkan pada
program program yang bersifat pragmatis. Sedangkan untuk program yang
mengarah kepada pencapaian visi dan misi menggunakan skala prioritas,
Dari dukungan informasi perencanaan terhadap pelaksanaan kegiatan
terdapat kendala yaitu mesalah keterbatasan jejaring teknologi informasi
terutama pada tingkal dacrah. Oleh karena iftn, bisa dikatakan bahwa
dukungan informasi peréncanaan untuk mencapai kualitas penyusunan
program dan anggaran tahunan departemen masih jauh dasi apa yang
diherapkan. Semestinya, jejaring teknologi informasi di daerah dan dipusat
ditingkatkan guna mendukung fugas dan pekerjaan bagian bagian yang
terkait dengan penyusunan draft awal program dan anggaran tabunan

departemen.
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Terdapat upaya peningkatan anggaran untuk serana dan praswana
tetapi dengan memperfimbangkan kemampuan pemerintah yang tertuang di
dalam APBN tabun berjalan, mazka proyeksi ke depannya sulit untuk
melakukan upaya peningkatan anggaran untuk pemenuhan kebutuban
prasarana dan sarana. Konsckuensi logisnya adalah kita melakukan
inventaris  data kemuxdion melakukan skala priorites vang bersifat
berkesinambungan. Dengan model ini diharapken segala kebutuhan
prasarana dan sarana yang dibutuhkan ada saatnya akan terpenuli,

“dengan periimbangan keterbatasan anggaran, melihat APBN tzhun

berjalan sekarang ini, maka hampir dipsstiken Kt melskukan

inventarisasi data yapng kemaudian dibuat skala prioritas program.

Program-program yang masuk di dalam skala prioritas adalah program

yang lebih bersifat program berkesinambungan, karena program

tersebut pada umumnys merapakan program yang mepgarah pada
pencapaian visi dan misi 4 mana sulit untuk dilakukan hanva sate
periode tabun fiskal. Sedangkan program yang bersifat pragmatis tidak
masuk ke dalam program yang di skala prioritaskan dikarenakan cukop
dileksanskan satu periode talm fiskal saja. Seperti perbaikan
prasarana dan sarana kantor, teknologi yang porfable, pendidikan dan
pelatinan kekhususan dan sebagainya”. {(wawancam Kepala Subbagian

Bagian Penyusunan Program dan Laporan IV Bagian Penyusunan

Program dan Anggaran tanggal 10 desember 2009)

Dari segi efektifitas koordinasi dengan unit utama dirasakan kurang
optimal, Ini discbabkan Karena biro perencansan sangat bergantung pada
masuknya data dari wnot upit dan institusi yang tersebaran di daerah. Jadi,
luasnya jangkauan di saty sisi dap ditambab depgan kendala jgjaring
teknologl Informast mengakibatkan kurang optimalinya pusat membangun
komunikasi yang intens. Dalam hal ini kerap kali terjadi distorsi dalam

penyampaian dan penerimaan “message” yang dibutubkan untuk proses
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penyusunan program dan anggaran. Dan juga koordinasi di tingkat pusat
terutarps  dengan unit unit utama bisa lersclenggara secara optimal
mengingat kedekatan geografis dan kemudahan jejaring teknologi
komunikasi informesi. Schingpa dapat dikatakan bahwa untuk melakukan
koordinasi ke unit afzu ingtitusi ¢i daerah kurang efektif namun untuk
koordinasi dengan unit unit vtama yang berada di pusat berlangsung efektif

bahkan intens.

4.2.2. Fakior Kendala dan yang menjadi baban penetapan Kebijakan

42.2.a. Faktor Kendaila

Kendala eksternal adalah ketidekkonsistenan sistem vang disjukan
oleh departemen keuvangan. Padahal setiap departemen  memiliki
karakteristik masing masing dalam program kegiatannya di satu  sisi,
Sedangkan di sigi lain, sistem vang diaivkan oleh departemen euangan
terlalu generalisasi. Hal ini jelas menyuiitkan pihak depadezgen bukum dan
ham dalam menyesuaikan antara program kegiatan yang ada dengan sistern
vang dikehendaki oleh departemen keuangan. Akibatnya, ada program
kegiatan vang sebenarnyva bersifat spesifik seperti pelatihan keimiprasian
yang bersifat teknis sandi atau intelijen terpaksa dimasukkan ke dalam
program kegiatan BPSDM di mana hal ini jelas sangat jauh signifikansinya,

Kendala internal yang dihadapi adalah koordinast data dari unit unit
vang terkait mengingat data vang dibutubkan bukan suatu hal yang bersifat
independent melainkan interdependent.. Hal ini terkait dengan jenis dan
sifat data informasi. Seperti misalnya, data informasi angparan kegiatan
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irtelijen keimigrasian. Jelas data informasi anggarannya tidak bersifat baky,
karena kegiatan ini tidak bisa diprediksikan suatn masalah bisa sclesai.
Sehinpea prediksi berapa besaran anggaran yang dibutuhkan harus
menunggu terlebth dahulu apa apa saja yang akan dilalukan dan
kemungkinan yang akan terjadi dalam masalab intelilen keimigrasisn.
Akibatnya, pihak yang mepangani penyusunan anggaran 0 be or nof to be
harus menunggu dari pihak yang kompeten dif safu sisi. Sedaogkan di sist
tain, kita berkejaran waktu yang telah ditetapkan oleh departemen keuangan.
“Pengerjasn  penyusunan anggaran pada program vang sifalnya
interdependen, menjadikan kita bekerja terburn buruw. Hampir
dipastikan hasilnya pun kurang optimal. Sebab, data informasi
anggaran dibuat berdasarkan perkiraan kasar saja yamg penting
tercantum ada anggaran. Padahal dalam prakteknya bisa jadi apa vang
tercantum tidak sesuai dengan kebutuhan yang riil. Ini suatu hal yang
dirasakan sangat kurang dalam sistem seckarang ini” (wawancara

Kepala Biro Perencanaan tanggal 10 desember 2009)

Begitu data informasi anggaran dalam kegiatan seperti dikatakan
diatas tersusun hampir mendekati rilinya, namun perkiraan perhitungan
secara kagar telgh terlanjur dimasukkan ke deparfemen keuangan, maka kita
terpaksa menunggu Kesempatan adanya revisi, Hal ini bisa berlangsung
berulangkali. Ironisnya, begitu anggaran mendapat persetujuan dari anggota
dewan dalam bentuk APBN, waktu pelaksanana rata rata tersisa hanya 9
bulan. Akibataya, jelas ada kegiatan program yang terkait dengan misalnya
kegiatan pelatihan intelijen keimigrasian kurang optimal. Pada gilirannys,

hasil pelatihannya pun kurang dari apa yang diharapkan,
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Boleh dikatakan kendala vang harus diperbatikan ke depannya adalah
masalah sumber daya manusia di mana kurang akurasinya penempatan.

“sekarang ini jumlah pegawal di lingkungan biro perencanaan saja ada

kurang lebilt 70 orang. Dengan komposisi Sarjana Strata 1 sebanyak

50 vang mayoritas berlatarbelakang pendidikan formal Sarjana

Huokum, Sarjana Strata 2 sebanyak 10 orang dengan mayoritas

berlatarbelakang pendidikan formal Magister Sains, sedangkan 10

orang berpendidikan formal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Koroposisi yang kurang seimbang ini di mana di biro perencanaan

vang mustinya didukeng oleh mereka yang berpendidikan formal

ekonomi hampir bisa dikatakan kurang jwnlahnya. Jelas hal ini
merepotkan  kita dalam  melskukan penyusunan  perencanaan

anggaran”, {(wawancara Kepala Bagian Ketatalaksanaan tanggal 10

desember 2009)

Ketimpangan komposisi ini bermula dari rekruitmen masa lale di
mana ada anggapan bahwa Departemen Kehakiman (sebelum reformasi)
berkutat hanys di bidang hukum. Dan juga sebelum reformasi sistem
anggaran kita menganut sistem ¢radisional dan APBN kila menganut
anggaran berimnbang. Sehingga setiap departemen memperoleh Daftar Isian
Proyek yang direpcanakan oleh BAPPENAS dalam hal ini departemen
tinggal melaksanakan. Jadi kurang menckankan arii penfing pegawai vang
bukan Iulusan sarjana hukum, Atan dengan kata lain, sarjana ckonomi
khususnya skuntansi hampir dikatakan saat itu sekedar juru catat saja
sehingga kurang berpersn dulam membuat dan menyusun anggaran fidak

seperti sekarang ini.
4225, Faktor yang menjadi Bahan Penetapan Kebijakan

Terkait dengan masalah penyusunan anggeran tahupan maka fakior

utama yang menjadi bahan penetapan kebijakan adalah data informasi yang
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meliputi: jumiah pegawal, prasarana den sarana, program kegiatan, jumiah
pegawal vang akan pensiun, perkiman penerimaan pegawai dan kunjungan
kerja Meoteri dan para pejabat eselon 1 batk dalam domain domestik

maspun Juarnegeri.
Pembahasan

Sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan, pembuatan program
dan anggaran darf sustu organisasi merupakan satu kesatuan yang bulat dan
tidak dapat terpisahkan. Dengan demikian, Kegiatan peényusunan anggaran
tidak dapat dipisahkan dengan keglaton perencanaan.

Dalam konteks tersgbut, terkait dengan  Analisis Penyosunan
Anggaran Tahunan Deparfersen, Biro Perericanazn mendisposisi Baglan®
Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk melakukan Pengurupulan Data
dari unit unit terkait dalam penyusunan progam dan penyusunan anggaran
terutama yang eksisiensinya berada di berbagai belahan Nusantara melalui 4
{empat) sub bagian yaitu Subbagian Pengumpulan dan Pengolaban Data I3
Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data Tf; Subbagian Pesguropulan
dan Pengolaban Data [II; dan Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data
V.

Adapun data yaug dibutuhkan oleh Bagian Pengumptlan dan
Pengolshan Data terkait dengan sirategi penyusunsn program dan anggaran
adalah dalam bentuk rencans yang luas yang dinyatakan dengan angka-

angka noniinal mata nang rupiah, dengan mana suatu rencana kerja untuk
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jangka waktu 1 (satu) tahun fiskal ke depan yang hendak dicapai sesuai
dﬁﬁgﬁa vist dan misi organisasi,

Selama ini, data anggaran yang dibutuhkan dan di entry di bagian
Pengumpulan dan Pengolahan Data tetap berpegang pada prinsip prinsip
scbapal berikut: a. Prinsip keschuwuhan (comprehemsiveness), dimana
anggaran yang disusun bharus mencakop semua aktifitas keuangan
organisast; b. Prinsip kesatuan (unify), dimana anggaran disusun dengan
angka-angka bruto balk untuk pendapatan maupun pengeluaran/belanja
schingga mencerminkan kebulatan; ¢. Prinsip perincian {specification), di
mana anggaran Jdisusun sécara terperinci schingga jelas rencana keria dan
akibat-akibat keuanganwya; d. Prinsip kecermatan {(accwracy), di mana
anggaran harus diperkirakan secara cermat Prinsip ini juga memperrudah
pelaksanaan dan meningkatkan efisiensi; e. Prinsip keterbukaan
{ransparancy), di mana anggaran yang disusun harus dijelaskan kepada
rekyat dan mudeh dipehami. Untuk maksed memudehkan saat dilakukan
pengolahan data melalui program software yang telah disediskan oleh
Departemen Kevangan.

Kemudian, hasil data. yang telah diolah tersebut, disampaikan kepada
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran. Disaat dilakokan penyusunan
program dan anggaran, bagian Penyusunan Program dan Anggaran
berpegang pada prinsip perencanaan yaitu: a.  Suatu proses mempersiapkan
secara sistematis kegialan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai

suatu tujnan tertentu; b, Suate carg bagaimana mencapal tujuan schaik-
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baikntya {(maxipmm ouiput) dengan sumber-sumber vang ada supaya lebih
efisien dan efekiif] ¢. Penentuan tujuan yang akan dicapal atav yang skan
dilalaskan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

Disamping itu juga memperhatikan hal hal sebagai berikut; a. snatu
pengarahan dan kegiatan pedomar bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang
ditnjukan kepada pencapaian wivan pembangunan; b, dilakukan suate
perkirean {forecasting) terhadap hal-hel dalam masa pelaksanaan yang skan
dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek
perkembangan fetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko
yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian
dapat dibatasi sedikit mungkin; ¢. Memberikan kesempatan untuk memilik
barbagai alternatif tentang cara yang terbaik (Phe besr alternative) amu
kescmpatan unftuk memilih kombinasi cars vang terbaik (the besr
combination}, 4. Dilakukan penyusunan skala prioiitas. Mernilih urut-unstan
dani segi pentingnya suatu tujusn, sasaran maupuon kegiatan usahanya; e,
Adanya rencana maka akan ada suat alat peagukuran atau standar untuk
mengadakan pengawasan atau evaluast (controf evaluation).

Butir butir terscbut diatas dijadikan dasar bagi  Bagian Penyusunan
Program dan Anggaran saat dilakukan penyususan anggaran berbasis
kinerja. Scbagaimana kita ketshui babwa penganpgaran berbasis kinerja
adalah metode pengangparan bagi manajemen untuk mengaitkan setiap
pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan kehsaran dan

hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dad
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keluaran tersebut. Keluaran dap hasil tersebut dituangkan dalam target
kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimapa tujuan itu dicapai,
dituangkan dalam program, diikuli dengan pembiayaan pada setiap tingkat
pencapaian tujuen.

Program pada anggaran berbasis Kinerja, berisi satu atau lebih
kegiatan vang akan dilaksanaken cleh instansi pemerintah atau lembaga
untuk mencapal sasaran dan fujuan, serta memperolich alokasi anggaran atan
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh mstansi pemeriniah,
Aktivitas tersebut disusun sebagal cara untuk mencapai kineda tahunan,
Dengan kata lain, integrasi dari rencana kerja tdhwwan yang merupakan
rencana operasional dari Renstra dan anggaran tahunan merupakan
komponen dari anggaran berbasis kinetja.

Untuk memudahkan dan melapcarkan  tugas dan  pekerjnan
penyusunan program dan anggaran tahunan departernen, maka disediakan
program software oleh Departemen I{euangan.

Sate hal yang tidak kalah penting adalah rencana anggaran berbasis
kinerja lebih menitikberatkan pada rencanan anggaran jangka menengah,
Mengapa demikian? Karena kondisi politik di era refonmasi ini bisa saja
scorang Kepala Negara dan Kepala Pemerintaban di Indonesia hanya satu
kali putaran selama 5 tahun saja. Sehingga program program kera yang
hendak dicapai adalsh program jangka menengah yang dicjawantabkan

dalam program jangka pendek, Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa
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rencana jangka menengah yang begalan dinilai cukup untok dijadikan
landasan bagi rencana jangka menengah ke depannya.

Sebagaimaoa kita ketehui Rencana jangka menengab sering juga
disebut dengan rencana jangka sedang dan merupakan wujud konkrit dari
penjabaran rencana jangka panjang. Dalam rencapz ind tergambarkan
dengan jelas usaha-usaha untuk melaksanakan kebijaksanasn rencana
strategis organisasi dalam rangka mencapat Wjoan dan saseran organisasi
Kegiatan perencangan jangka menengah merupaken bagian dari
perencanaan jangks panjang. Rencana jangka menengab juga merupakan
pentahapan, penterjemahan, dan apabila perlu dilakukan penyesuaian untuk
menjamin kontinuitas dan keberhasilan pelaksanaan jangka panjang.

Hasil pelaksanaan rencana jangka menengah tferdshalu  haras
menjamin landasan bagi pelaksanaan rencana fahap berikuinya. Rencana
jangka menengah tersehut dibuat sccara berjenjang mulai dari eselon
terendah dalam suatu organisasi sampai dengan eselon yang tertinggi.

Setelah penyusunan program dan angaranan tahunan departemen telah
selesai makz disampaikan kepada Biro Perencanmaan unfuk dilakukaa
pengkajian ulang sebelum disampatkan kepada Sekretaris Jenderal untuk
mendapat persetujuan Menteri. Melalui berbagal revisi, dan dinilai telah
sesuat dengan program penganggaran berbasis Kinega serta mengikuoti
rambu rambu program software yang diajukan oleh Departemen Kenangan

maka melalui Sekretaris Jenderal disampatkan kepada Menteri untuk
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mendapat persetuiuan yang selanjuinya disampaikan kepada Departemen
Kewangan,

Sudah barang tentu di Departemen Keuangan, usulan anggaran yang
disampaikan oleh rasing masing depariemen termasuk dari Depariemen
Bukum dan HAM Republik Indonesia dilakukan pengkajian dari berbagai
perspektif yang telah menjadi_ standar Departemen Keuangan. Oleh karena
itu, bisa tedadi beberapa kali revisi penyusunan program dan anpggaran
tzhunan departemen.

Melalui beberapa kali revisi penyusunan program dan anggaran, pada
akhirnys mendapal persetujuan oleh Deparfzmen Keuvsngan, Untuk
kemudian dilakukan peleksapaan oleh Departemen Hukuwm dan HAM
Republik ndonesia khususnya kepada unit unit kerja terkait vang program
dan anggarannya telah mendapat persetojuan oleh Departemen Keuangarn.
Maksudnya, usulan program dan anggaran elah disetojui dan dialokasikan
anggarannya. Schingga unit kerja dapat segera melaksanakan program
programmys mengingat waktu pelaksanaan program harus selesai sebelum
tutup buku anggaran pada setiap bulan Dezember.

Bagisen Evaluasi dan Laporan, pun mulal  bekega seiring dengan
pelaksanan program dan anggaran yang diluksanakan oleh unit unit keda
terkait. Hal ini discbabkan keterbatasan waktu pelaksanaan program dan
anggaran di mana tutup buku anggaran jatuh pada bulan Desember,

Untuk menghindari terjadinya tumpukan tugas dan pekerjaan maka

Bagian Bvaluasi dan Laporan melakukan eiciian pekerjaan. Schingga disaat
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racndekatt bulan tutup buku anggaran yaitu jatuh pada bulan Desember,
maka Bagian Evaluasi den Laporan telah sisp melakukan penyuwsman
Iaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Dari uralan di atas maka dapat ditarik sebuah Kesimpulan sementara
bahwa format penyusunan program dan anggaran tahunan di lingkungan
Biro Perencaraan, Sekretariat Jenderal Depariemen Hukum dan HAM
Republik Indonesia bisa dikatakan Cukup Baik dari aplikasi teori yang
digunakan dalam penelitian ini. Dikarenakan Formnat tatakerja dan susunan
organisasi di bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan,
Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM Republik Iadopesia
berpegang teguh pada Peraturan Menteri Nomor M.O9-PR.O7.10 TAHUN
2007 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Departemen Hokum dan HAM.
Rarena di dalam pasal 15 hingga pasal 18 jelas digambarkan Tugas Pokok
dan Fungsi (TUPOKST) masing masing unit teknis dan kerja yang ada.

Dhtambah lagl, unitunit terkait dalam penyusupan program dan
anggaran berpegang pada produk hukum yang ada seperti Undang Undang
No. 28 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 17 Tahun 2003

Kendatipun secara format dapat dikatakan cukup baik, namun saat
penyusunan program dan anggaran dijumpai berbagai kendala. Kendala
cksternal adelah ketidakkonsistenan sistem yang diajukan oleh Departemen
Keuangan. Kendala internal yang dihadapi adalah koordinasi data dari unit
unit yang terkait mengingat data yang dibutubkan bukan suatu hal yang

bersifat independent melainkan interdependent. Sehingga bila saja satu unit
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terlambat merespon data yang dibutubkan cleh wnit lain padahal data ita
dibutthkan saat melakukan draft awal penyusunan anggaran tabunan
departemen, maka bisa dipastikan terjadi kemunduran waktu,

Terkait dengan kendala internal iadi, maka kualitas penyusunan pun
menjadi berkurang karena dilekukan terburn buru, Schingga terjadi revisi
berulang kal. Kevisi berulang kali memuncuikan sikap pragmatis sast
penyusunan anggaran,

Terkail dengan kualitas penyusunan program dan anggaran tadi,
hampir dipastikan berakibat pada sulitnya pencapaian visi dan misi bagian,
biro, sekreatariat jenderal dan departemen

Satu hal yang tidak kalah penting adalah rendshoys daya serap
anggaran karena antara realisasi dengan pelaksanaan program terperangkap
pada waktu tutup buku anggaran di bulan Desember. Dan, keterbatasan
prasaraira dan sarana di dalam membanpun jejaring komunikasi informasi

dari pusat ke daerah atau sebalilonya.
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpuian bukan merupakan hasii kerja merangkum atas apa yang
telal dibahas di bub sebelummya. Kesimpulan adalah meniawab terhadap
apa yang telah menjadi rumusan masalah dan tujsan penelitian. Qleh kareaa
itu, di dalam rumusan masalah penelitian ini ada 2 {dua) pertanyaan yang
haryg dijawab di dalam bab kesimpulan ini yaitu:

Pertama, apakah pepyusunan anggaran di hngkungan Bagian
Penyusunan Program dan Ansgpsran Departemen Hukum dan HAM
Republik Indonesia sudah melaksanakan sistem penganggaran berbasis
kinerja. Dari perspektif variable Formating, teiah dijelaskan secara umum
bahwa format penyusunan program dan anggaran tzhunan departemen felsh
melaksanakan sistem penganggaran berbusis kinerja, Mengapa dikatakan
demikian? Karena dilihat penggunaan sistem atau program suffware vang
diajukan sieh Departermen Keuangan telah berformat sistem psnganggaran
berbasis kinerja. Walan diakui sistem atay propram soffware terssbut selalu
berubah  untuk  menuis  kesempurpaan  tampilan  sesuai  kebutuhan
Departemen Keuangan terutama di ssat melakukan kajian terhadap vsulan
program dan anggaran yansg disampaikan oleh masing masing departemen.
Selain itu pula, adanya koordinasi antar unit unit terkait d&i dalam
penyusunan program dan anggaran i mana unit unit yang ada melakukan

pentyusunan program dan anggaran berbasis Kinerja. Hal ini ditunjukkan
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dengan perbaikan efisionsi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber dava
dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam
kerangka jangka mepengah. Rencana ketja dan anggaran (RKA} yang
disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
yang sebesar-besamya dengen menggunakan sumber daya yang terbatas

Lebik anjut lagi, dari perspektif implementasi, dapat terithat bahwa
penyusopan  program  dan | angaran  tahunan  departemen  selalu
memperhatikan program vang berkesinambungan dalam keranpgka jangha
menengah vang dituangkan di dalam Rencana kerja dan anggaran (RKA)
dan program vang pragmatis vang disusun berdasarkan prestasi kerja
dimaksudkan untuk memperoleh manfaat vang schesar-besarnya denpan
menggunakan sumber daya vang terbatas sebagal upaya penghematan nang
negara.

Kemudian dari  perspekiif evalvasi dapat dikatakan bahwa
keterbatasan kemampuan kevangan negara bisa saja ferjadi di mana dapat
berakibat pada tertundanya pelaksanaan berbagal program di mana hal ini
memaksa untuk difakukan perampingan program dengan membuat skala
pricritas  dengan  Iebih  mengedepankan program  yang  bersifat
berkesinambungan dalarm kerangka jangks menengah yang tertuang di
dalam Rencana keria dan anggaran (RKA), Dan program yang pragmatis
yang disusun berdasarkan presiasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh

manfaat yang schesarnbesarnya dengan menggunakan sumber daya yang
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terbatas sebagal upays penghematan wang negara dan mengedepankan

program yang mengarah pada pencapaian visi dan misi,

Ke dua, faktor-faltor apa yang menjadi hambatan dalam penyusunan

anggaran Departemen Hukum dan HAM. Dari hasil penelitian ditemukan

beberapa kendala di dalam proses penyusunan program dan anggaran

tahunan departemen yaitu:

1.

Kendala eksternal adalah ketidakkonsistenan sistem yang digiukan oleh
Depuriemen Keuangan;

Kendala kendala internal yang dihadapi adalah koordinasi data dari unit
unit yang terkaif mengingat dats yang dibutubkan bukan suatu hal vang
bersifat independent melainkan interdependent, Sehingga bila saia satu
unit terlambat merespon data yang dibutubkan oleh unit lain padahal
data itu dibutubkas saat melakukan draft awal penyusunan anggaran
tahunan departernen, maka biss dipastikan tedadi kemunduran wakiu;
Terkait dengan butir 2) tadi, maka kualitas penyvusunan pun menjadi
berkurang karena dilakukan ferburg buvu, Schingpa teriadi revisi
berulung kali;

Revisi beraleng kali memunculkan sikap pragmatis saat penyusunan
anggaran;

Terkait dengan Butir 4} tadi, hampir dipastikan berakibat pada sulitnya
pencapaian visi dan roisi bagian, biro, sckreatariat jendersl dam

depariemen;
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6. Rendahnya daya serap anggaran karena antara realisasi dengan
pelaksanaan program terperangkap pada waktu tutp buke anggaran di
bulan Desember;

7. Keterbatasan prasarana dan saranz di dalam membangun jejaring
komunikasi informast dari pusat ke dacrah atau sebaliknys;

8. Sumber daya manusia yang ada baik dari sist rekovitmen den
penempatan dapat dikatakan kesalaban masa lalu. Akibamyz tegadi
ketidakmerataan dan ketidaksesualan antara pendidikan formal yang
dimiliki dengan tantangan tugas dan pekerican yang dihadapi; dan

5. Keterbaiasan kemampuan keuangan negara bisa saja terjadi < mana
dapat berakibat pada tertundanya pemenuhan prasarana dan saranz, dan
juga memaksa umiuvk dilskukan perampingsn program dengan membuat
skala prioriias dengan lebih mengedepankan program yang bersifat
berkesimuabungan dalam kerangka jangka menengah tertuang di dalam
Rencana kerfa dan anggaran {RKA) dan program yang pragmatis yang
disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan watuk mempercieh
manfaat yang sebesar-besamya dengan menggunakan sumber daya yang
terbatas sebagal upava penghematan uang negara dan mengedepankan
program yang mengarah pada pencapaian visi dan misi,

Bertitiktolak dari uraian di ates maka dapat dikatakan bahwa secara
keselurnahan tujuan penclitian telah tercapal karena felah menjawab apa
vang menjadi tujuan penelitian yaitu: 1) telsh tergambarkan dengan jelas

kegiatan perencanan penyusunan anggaran yang selama ini diterapkan
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organisasi; 7} ielah tergambarkan sejauh mana pelaksanaan penyusunan
anggaran berbasis Kinerja di lingkungan Departemen Hukum dan HAM; 3)
telah tergambarkan dengan jelas faktor-faktor yang meniadi bahan
penctapan kebijakan perencanaan penyustman program dan angparan di

lingkungan Departernen Hokum dan HAM,
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52. Saran

Kendala stema di dalam pelaksanan penyusunan program dan
anggaran  tahunan  departemen  yang  berbasis  kinerja  adalab
ketidakkonsisienan sistern atau program soffware yang digjukan oleh
Departemen Keoangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya
dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebapai  pendukung
percepatan proses penyusunan program dan anggaran tshunan departemen.
Bertitiktolak dari kedua kendala fersebut, meks disarankan supaya ada
peningkatan dalam prasarana dan sarena jejaring komunikasi informasi dan
konsistenan sisiem atay program software yang diajukan oleh Departemen
Kguangan schingga dapat mompercepat kerja unit unit terkait yang
diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyusunan program dan anpgaran

tahunan departemen.

Universitas Indonasia,
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Lampiran 01:  Daftar Kuesioner
Kepada Yth

Bapak/Ibu

di Tempat.

Saya adalah mahasiswa Magister pada Program Studi Pengkajian Ketahanan
Nasional Universitas Indonesia sedang melakukan penpelitian mengenai Analisis
Penyusunan Anggaran Tahunan Departemen Studi Kasus Bagian Penyusunan
Program dan Anggaran di lingkungan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal,
Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesta.

Untuk melengkapi penelitian ini, maka saya memohon kessediaan Bapak
atau Ibu untuk meluangkan waktu menguraikan jawaban atas pertanyaan
pertanyaan yang tertuang di dalam pedomanan wawancara mendalam ini. Karena
bantuan Bapak atau Ibu sangat berarti dan atas kesediaan Bapak atau Ibu saya
ucapkan terima kasih.,

Jakarta, November 2009
Hormat

Peneliti
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Lampiran §2:  Pedoman Wawancara Terstrukiur

A.

1.

10.

VARIABEL FORMATING

Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu berkenaan dengan penyempumasm
tugas pokok dan fungsi terhadap pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2004
dan UU Nomor 17 Tahun 20037

Bagaimana menunst Bapak atan Ibu penyusunan kegiaten tiap Bagian
terhadap pencapaian visi dan misi Biro Perencansan?

Bagaimana menurut Bapak atau Thu kebijakan Biro Perencanaan dan unsar
perencana unit iainnya terhadap peningkatan kualitas perencanaan?
Bagaimana menurut Bapak ataw Jbu koordinasi peleksanaan penyusunan
kepiatan pada masing-masing Bagian?

Bagaimana menurut Bapak atau Ibu koordinasi pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan antar Unit?

Bagaimana menuryt Bapak atau fbu efektifitas penyelenggaraan kegiatan
terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi?

Bagatmana menurul Bapak ataw Ibu fupgsi koordinasi terhadap proses
adminisirasi perencabaan dan anggaran?

Bagaimana menurut Bapak atau Thu kedudukan Biro Perencanaan sebagai
koordinator Perencanaan Program dan Anggaran Departemen?

Bagaimana menurut Bapak atau Ibu kebijakan Biro Perencanaan dan unsur
perencana unit lainnya terhadap peningkatan kualitas persncanaan?
Bagaimara menurut Bapak atau Ihu ketersediaan sarana den prasarana

terhadap upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan flogsi?
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10.

VARIABEL IMPLEMENTING

Bagaimana menurut Bapak atau Ibu kebijakan Pimpigan {erhadap
pelaksanaan kepiatan masing-masing Bagian?

Bagaimana memurat Bapak atau Ibu efektifitas penggunaan anggaran
terhadap perencanaan kegiatan?

Bagaimara memurut Bapak astau Tbu kemampuan penyusunan kegiatan
terhadap pelaksanaan tupoksi pada masing-masing Bagian?

Bagaimana menurut Bapak atan Ibu kedudukan Biro Perencanaan sebagai
koordinator Pecrencanaan Program dan Anggaren Departemen?

Bagaimans menurut Bapak ateu Ibu kemauvan politik {political will)
terhadap kebijakan perencanaan di lingkungan Departemens Hukum dan
HAM?

Bagaimana menurut Bapak atsy Ibu rekrutmen dan penempatan SDM
terhadap upaya peningkatan kinerja perencansan?

Bagaimana meourut Bapak atau Jou kuantitas tenaga 8DM perencansan
yang diperhukan dalam peningkatan kualitas penyusunan program?
Bagaimana memnurut Bapak atay Thu persepsi pegawal terhadap pelaksanaan
kegiatan?

Bagaimana menurut Bapak stan Tbu dampak perubghan tugas pokok dan
fungsi Biro Perencanasan terhadap kemampuan SDM Departemen?
Bagaimana menurut Bapak atan Thu dukungan teknologi terhadap setiap

usulan kegiatan?
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10.

VARIABEL EVALUATING
Bagaimana menurwt Bapak atau Ibu apsbila ada keterbatasan anggaran
terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi?
Bagaimana mepurut Bapak atau Ibu evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap
Bagian sebagai bahan acuan untuk penvusunan rencana periode ke depan?
Bagaimana menurat Bapak alau Ibu dukungan informasi perencanaan
terhadap pelaksanaan kegiatan Gap Bagian?
Bagaimana mepurut Bapak atau lbu upaya peningkatan anggaran unfuk
sarana dan prasarana?
Bagaimana meonurut Bapak atao Thy efektifitas penetapan alokasi anggaran
pada setiap Unit Utamna?
Bagaimsna memnrut Bapak atan lbu efektifitas koordinasi dengan unit
utamna dalam pelaksanaan kegiatan?
Bagaimana menurut Bapak atan Ibu pemahaman pegawai terhadap tupas
pokok dan fungst masing-masing Bagian?
Bagaimana menurut Bapak atau Ibu penyusunan kegiatan yang disusun
berdasarkan skala prionitas?
Bagaimana menwut Bapak atau Thu kemungkinan tidak adanya peningkatan
anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang menunjang ingas pokok dan
fungsi?
Dialam keterkaitan dalam penyusunan program dan anggaran adakah saran
dan masukan vang dapat Bapak atau Tbu sampaikan ?

TERIMA KASIH
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Lampiran 03:  Hasil Wawancara

L

Menurut pendapat Bapak Imam Santoso selaku Kepala Biro Perencanaan
menjawab pertanyaan pada pengembangan misi dan tujuan jangka panjang:

“dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 dar Nemor 25
Tahun 2004 vang teizh menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran
berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses peyusunan anggaran, Di
departemen kita masih memiliki institusi di daerah yang di mapa rawan bila
penugasan dan kewenanganoya di serahkan kepada daerah, maka sccara
otornatis pula kita ini harus mematuhi perundang undangan tersebut. Oleh
karena itu, secara internal pun di lingkungan departerpen ini, khususaya
masalah susunan organisasinya masih memitiki struktur vang memibiki tugas
dan fungsi monitoring ke institusi kita di daerah. Hal ini dapat dilihat pada
Pasal 18 permen M.O9 bun 2007 di mana sangat memperhatiken dan
menimbang adanya perundang undangan yang berkaitan dengan hubungan
kenangan Pusat Diaerah. dengan demikian, karena eksistensi kita mesih
memiliki tugas dan fungsi di daerah maka secam otoowatis pula dalam
strategi penyusunan anggaran fahunan  departewen  harus  pula
mempertimbangkan implementasi dari Undang Undang 25 tehun 2004
tersebut. Hal ini bisa dilthat bahwa masing masing subbagian yang tertuang
di dalam Pasal 18 permen M08 tabun 2007 harus memberikan masukan
berupa draft rencana anggaran yang ke bagian penyusunan program dan
anggaran untuk dipadukan dengan unif vnit yang lainnya. Sehingga menjadi
draft usulan program dan anggaran ke Departemen Kenangan, Jadt bukan
top down melaivkan botiom up di dalam kita meogbmplementasikan
Undang-Undang 17 Tahun 2003 dap Undang-Undang 25 Tahun 2004 telah
menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja
atau kinerja dalam proses peyusunan anggaran tahunan departemen kita ini,
kenapa terjadi seperti itn? Karena unit unit kerja yang berada di daerahtah
yvang memahami berbagal masslah, tantangan, dan kebutuhan yang
diperlukan baik vang bersifaf operasional dan non operasional, sedangkan
masalah Undang Undang No. 17 Tahun 2003 yang intinyz adalah bahwa
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angparan kita berbasis kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan
sistem di dalarn penyusunan anggaran. Namun, permasalahan yang muneul
dengan diterapkan Undang Undang No. 17 Tabue 2003 ini adalah
penyusunan anggaran tabunan yang memakan wakmu Jebih lama dikarenakan
proses bottom up dan Kinerja masing masing unit kerja dan pelaksaca untuk
bisa menjadi sebush drat anggaran tahunan yang divsulkan kepada
Departemen Kevangan. kerudian, proses di departermen kevangan pun
masih membatuhkan waktu di mana ada revisi draft dikarenakan ada usulan
program dan anggeran yang diberi tanda bintang {(ditunda atau ditolak).
Sehingga departemen harus melakukan revisi draft wsulan program dan
anggaran. Selanjuinya disampaikag lagi ke departemen Keuangan. Proses ini
tidak cukvp sekali bahkan bisa saja revisi usulan draft anggaran tabunan
berulang kali di sata sisi. Padahal, unit yang kompeten menangani masalah
ini dan unit yang terkait memiliki togas dan fungsi keseharian di sisi fain.
kondistonalitas ini, yang membuat program penyusuman anpgamn berbasis
kinerja memakan waktw Namun kita haros mengakut babwa denpgan
program int kebocoran atag kemubaziran uang negara bisa diminimalisasi
walau belum optimal. selain itw, dengan program penyusunan angparan
berbasis kinerja juga terjadi keterlambatan realisasi angparan, Memang
secars teori, per januari anggaran bisa direalisasi. Namun dalam prakteknya,
realisasi anggaran bisa turue di atas bulan April Hal ind jelas membuat
realisas] anggaran kurang terserap pada program program vang telah
dijadwalkan. Otomatis, daya serap anggaran kurang optimal dan beberapa
program menjadi tidak terlaksana®,

pertanyaan efektifitas penyelengparaan kegiatan terhadap pencapaian tugas
pokok dan fungsi pendapat Bapak Imsm Santoso seleku Kepala Biro
Perencanaan menjawab :

“Pengertian cfeltifitas itu sendiri adalah tepat sasaran. Sedangkan efisiensi
adalah tepat gona. Bila kita menilai apakab fugas pokok dan fongsi dari
penyelenggaraan penyusunan apggaran tahun depan ite efektif atau
tidsknya, hal ini sangat berpantung pada apakah program yang telah
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teriadwalkan dan terangparkan ini bisa mencapai {epat sasaran yang akan
dicapal disesuaikan dengan wakiu anggaran. Mengingat waktu realisasi
engparan untuk program yang telah disetujui untuk dilaksanzkan oleh
Departemen Keuangan dengan catatan tidak diberi bintang. Namun
berdasarkan  pengalaman selama ini, tingkat efektifitas penyosunan
anggaran tahunan berbanding terhadap realisasi dan daya serap anggaran
tabunap departemen, rata ratanya mencapai 65%. Jadi bisa dikatakan daya
serap anggaran hanya moencapal §63% sedangkan 35% nya dari realisasi
anggaran terkendala oleh berjalannya waktu anggaran yang berakhir pada
bulan Desember. Oleh sebab itu, arti penting koordinasy, kesiapan data sejak
inventarisasi data, hingpa pelaksansan draft awal penyusunan anggaran
tahunan departemen harus diperhatikan oleh sernua unit unit terkait jika kita
ingin kegiatan penyusunan anggaran ishunan departemen memiliki tingkat
efektifitas yang tinpgi terhadap daya serap anggsran tahupan. Pada
giliranaya, berarti program program yang telah teranggarkan bisa optimal
terealisasi”.

Menurut pendapat Iba Dedeh Widaningsih selaku Kepala Bagian Organisasi
Biro Perencansan menjawab perfanyaan pengeémbangan rnist dan tujuag
Jangka panjang:

“penyusiunan kegiatan tiap bapian dapat tercapal bila saje misi terpenubi,
Mamun, dengan program penyusunan anggaran berbasis kinerja di mana
memakan waktu yang tidak sedikit, maka jelas pelaksanaan program dan
angparan jadi mundor, Ini pun masih bagus, bahkan beberapa program tidak
bisa dilaksanakan mengingat realisasi anggsran vang secara teori bisa
dircalisasi pada bulan Januari nanyon dalam prakicknya pada umomnya baru
bulan April. Padahal di bulan desember kita harus sudah tutop buku di mana
sudah tidak ada lagi pelaksanesan program. Kalan dilihat dari kondisi ini,
praktis pelaksanan jadwal program yang telah dianggarkan rata rata efektif
hanya tersiza wakm © bulan pelaksanaannya Konsckuensi logisnya, bila ada
program yang memakan waktu lebih dari 9 bulan hampir bisa dipastikan
dicontreng dari jadwal program. Ini berakibat seperti yang telah disinggung
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di atas, pada daya serap angparan yang menjadi kurang optimal. Dengan
demikian, pencapaian misi kurang optimal di mapa secarz otomatis
pencapaman vist pun menjadi terganggu karena banysk kendala yang
dihadapi baik internal maupun eksternal”.

Meniawab perlanyaan funpst koordinasi terhadap proses administrasi
perencanzan dan anggaran:

“mengingat penyosunan asggaran tahunan departemen beranjak dan umif
unit internal di lingkungan keria Departemen ini, maka kendala yang bersifat
teknis adminifrast perencenaon dan anggaran bisa dikatakan Jurang
signifikan, Mengapa demikian? Karena di dalam Pasal 15 hingga Pasal 18
Peraturan Menten Nomor M09 TAHUN 2007 dengan fegas mengatur
tatakeria unit unit veang di bawsh Bagian Penyusunan Program dan
Anggaran, Biro Percncanaan, Sekretariat Jenderal Departemen HUKUM
dan HAM Republik Indonesia. Diharapkan unit unit terkait dalam proses
penyusunan anggaran tshuan departemen menyadar tugas dan fungsi
masing masingnye. Sehingga tidak menjadi kendala yang bersifat teknis
administratif. I idealnya, tetapi berdasarkan pengalaman yang ada selama
ini, terjadi pula kendala yaog bersifat teknis administratif di tingkat lapangan
terutama dalam: lambat merespon disposisi yang biasanya terjadi pada
institust kita yang berada di daerah sehingga unit terkait lainnya ferutama di
pusat barus menunggu. Hal ini berimbas pada proses penyusunan angparan
di meja unit laionya. Karena sistern penpanggaran berbasis kinerja
menitikberatkan perbaikan efisiensi dan efekfivitas dalam pemanfastan
sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang
kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Rencana kerja dan anggaran
(RKA) vang disusun berdasarken prestasi kerja dimaksudken uniuk
memperoieh manfaat yang sebesar-bessrnya dengan menggunakan sumber
daya yang terbatas, Cars untuk menganfisipasinys, maka kita terus
membangun komunikasi dengan sernua lind dalam unit unit terkait baik yang
ada di pusat maopun di degrab. Schingga bila saja terjadi keterlambatan
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dalam meaindakianjut disposisi dart pusat ke daerah atau sebaliknya kita
bisa melacak sedini mungkin di mana letak distorsinya”.

Menurut pendapat Bapak Budi Wihardja selakn Kepala Bagian Penyusunan
Proprammn dan  Apggaran Biro Perencangan menjawab  pertanyaan
pengembangan mist dan fujuan jangka panjang:

“Kebijakan Biro Perencansan dan unsur perencana unit lainnya terhadap
peningkatan kualitag perencangan. Menwut saya Departemen ini adalah
salah satu sub sistem di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia,
Otomatis pula, kualitas perencanaan yang menurut departemen kita ini telah
dinilai baik, namun belum tenta batk menvrut departermen vang kompeten di
dalam mengkaii draft usplan angparan  febunan  depariemen  vaitu
Deparfemen Keuangan, Mengapa dikatakan demikian? Karena, proses
penyusunan anggara tshunan departemen yang kita susun berbasis kinerja,
bersifat bottom up dan berpegang pada sistem dan prosedur yang telah
ditetapkan oleh Departemen Keuangan, dinilay oleh pihak kita dianggap
telah berkualitas, pada akhirnya setelsh dikaji oleh Departemen Keuangan
dikemnbalikan kepada kita untuk dilskukan berbagal revisi. Hal ini bisa
terjadi berulang kali. Gambarao ini memperlihatkap sulit kita secara pihak
bahwa apakzh penyusunan draft apggaran tahunan depariemen yang kita
buat telah berkualitas atau belum sehingga bisa dikatakan sangat relative
berpantung dari perspektif mana kita melibatnya apaksh dari perspektif
kepentingan tercapainya visi dan misi departemen kita atau dani perspekiif
kepentingan departemen kenangan yang lebih mengutemakan efisiensi dan
efektifitas angparan”.

Mepjawab pertanyaan kedvdukan Biro Perencansan sebagai koordinator
Perencanaan Program dan Anggaran Departemen:

"sejak dilansimaya program penyusunan anggaran berbasis kinera,
Kesemuanya ini menjadikan kedodukan biro perencansan menjadi lebih
sibuk, dinilat memiliki kompetensi dalam artinya tempat berfanya dard unit
unif yang terkait di dalam proses penyusunan anggaran {ahunan. Padahal
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terus terang saja dengan keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi
kualitas maupun kuantitas, masalah penyusunan anggaran tabunan membuat
bire  perencanaan  menjadi | berat  bebannya.  Apalagl  dengan
ketidakkonsistepan sistern yang diajukan oleh Departemen Keuangan di
mang inl membuat kita selalu mulai dari ttik nadic di satm sisi, tapi tugas
penyusunan anggaran tehunan harus tetap berjalan ditengah fengah kondisi
ketidakkonsisienan sistem di sist lain. Kondisionalitas ini, sudab barang
tentu menjadikan kedudokan biro perencanasn sebagn koedinator menjadi
sapgat sirategis™,

Menurut pendapat Bapek Mubamad Rizaldi selaku Kepala Bagian Evaluasi
dan Pelaporan Biro Perencenaan menjawab pertanyaan koordinasi
pelaksanaan penyusunan kegiatan pada masing-masing bagian:

“menurut saya koordinasi dalam artian memoniforing prosest penyusunan
anggaran tahunan kepada unit unit yang terkait dilakukan sejak dini di mana
biasanya telah kite berd ingat pada unit unit terkait vntuk menyiapkan data
data, pengempulan indormasi, proyeksi program kedepannya dan lainnya
yang dibutubkan untuk penyosunan anggaran dilekukan pada pertengahan
tahun setiap tabunnya. Jadi awal bulan Mel semua unit vaogz terkait telah
menyiapkan segala kebutuban yang diperlukan. Kemudian baru bulan Juni
kita saling berkomunikasi secara intens atas segala hal vang berkaifan
dengan penyusunan anggaran. Hal ini tidak saja dilekukan internal
departemen melainkan juga eksternal yaitu membangun kemunikasi dengan
Departemen Keuangan khususnya masalah ada tidakoya perubshan software
dan hardware yang terkaif dengan program penyusunan snggaran tahunan
depariemen. Bila saja ada perubaban di dalam software, biasanya
Departemen  Keuangan  memberikan  semacam  training  untuk
mengaplikasikan soflware yang mereka akan gunakan. Dengan demikian,
kita tetap berpegang pada prinsip bottom up dan berbasis kinerja. Hal ind
ditunjukkan dengan perbaikan efisiensi dan efekiivitas dalam pemanfastan
sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang
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kebijukan dalam kerangka jangka mencngah, Rencana kerja dan anggaran
(RKA) yang disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan wotuk
mempercleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber
daya yang terbatas™,

Menjawab perianyaan kebijakan Biro Perencanaan dan unsur perencana unit
lairmya terhadap peningkatan kualitas perencansan:

“secara idealnya, kebijakan Birg Perencanasn dan ynsur perencana pada unit
terkait lelup berpegang pada produk hukum yang berlaku. Persoalannys
adalah produk hekum yang dijadikan pedoman kita melaksanakan tugas dan
fungsi selama ini khan lengkang oleh waktu. Mengapa demikian? Karena
begitu produk hukum ini dibskukan tanpa melihat pergerakan waktu dan
tantappan, maka kita akan terperangkap amiara berpegang pada produk
hukum vang sebenamya sudah usang dengan realifss tantangan di tingkaf
lapangan padahal produk hukumnya belum tersedia, Hal inilah kita harus
cermat terhadap produk hukum yang sifatnya subtansif dan yang tidak -
substantif. Sehingpa kualitas perencansan dapat terpemuhi. Maksudnye,
kualitas perencanasn jtu bukap suatu hal yang sifatnya stafis, melainkan
sarat deapan hal hal yang sifainya dinamis sesual dengan tantangan di
tingkat apangan. Dalam bal int mans yang diutamakan stan diprioritaskan
yaitu apakah kita menckankan pada sekedar mencapai daya serap anggaran
vang tinggi walau program program yang ada dan teranggarkan sebenamya
kurang bisa mengantar pada pencapaian visi dan misi. Atau pada penckanan
kuslitas perencansan program dan anggaran yang lebih memprioriiaskan
pencapaian visi dan misi. Kedua hal ini sulit untuk dipertemukan Mengapa
demikian? Karena dengan sistemn penganggaran berbasis kinerja ini kita
Iebih termakan wakitu baik untuk mendapatkan persetujuan maupun realisasi
anggaran, Sehingga saat penyusunan anggaran yang terbure bury ini kadang
kala kita menjadi terperangkap pada bal hal yang bersifat pragmatis yaita
vang penting ada program yang bisa terlaksapa supaya daya serap anggaran
tinggi. Schingga untuk tahun depan, bisa dianggarkan kembali. Tanpa kita
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mengindabkan program vang ideal yang nota bene untuk it membutulikan
kajian yang memakan waktu yang tidak sebentar”,

Menunt pendapat Bapsk Othman Nasution selaku Kepala Bagian
Pengumpuian dan Pengolahan Data Biro Perencanaan menjawsb pertanyaan
koordinasi pelaksanaan penyusunan kegiatan pada masing-masing bagian:
“Kendala yang rutin dibadapi dari tingkat persiapan hingpa peayesanan
anggaran tabhunan adalab koordinasi antar unit omit yang terkait. Adapun
kendala utamanyz adalah bahwa data, informasi dan segala hal yang
dibutubkan untek penvusunan anggaran bukanlah borsifat independent data
melainkan interdependent dals. Maksudnya, data yang dibutuhkan guatu unit
terkait dengan data yang ada di lain upit. Sehingga bila saja sato unit belum
melaksanakan inventaris data padahal data yang telah terinventaris itu
dibutobkan oleh umit lain, maka otomatis unit yang bersangkutan akan
tertunda. Pada gilirannva, terjadi keterlarnbatan dan ketergesa gesaan saat
penyusunan anggaran tahunan departemen. Hampir dipastikan hal tersebut
akan mengurangi kualitag penyusunan draft anggaran tshunan departemen.
Kurangnya kualitas penyusunan draft anggaran ahunan departemen vang
disampaikan kepada Departemen Keuanpan, menciptakan revisi
berulangkeli. Untuk mencegahnya, maka sejak bulan Maret, kita biasanya
membangun komunikasi internal kepada unit unit terkait untuk penyiapan
segala hal yang dibuitubkan saat draft awal penyusunan anggarvan tabhunan
departernen mulai dikerjskan. Kemudian, melakukan antisipasi jika saja ada
data yang dibutnhkae belum juga tersusun oleh unit lain yang terkait
Biasanya, bila terjadi hal ini maka kita akan melakukan proyeksi ke depan
berdaxarkan datz anggaran tahun lalu untok propram yang berkelanjutan,
Maksudnya, ada program yang tidek selesai untok satu tahun fiskal. Seperti,
prasarana dan sarana yang terkait dengan security program keimigrasian,
lembaga pemasyarakatan dan sebagainya™,

Menjawab pertanyaan ketersediaan sarana dan prasarana ierbadap upaya
peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi:
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“memang  kita tidak memungkiri babwa untuk membangun susto
komunikasi terutama dengan institusi insitusi kita di dacrab, selama ini kita
terkendala oleh prasarana dan sarana khususnya dalem masalab jejaring
orultimedia i mana ind sebenarnya akan mempermudabh dan mempercepat
keris penyusunan anggaran itzhupan departemen. Mengapa demikian?
Minimalnya prasarana dan sarana  jejering komunikasi informasi
mengakibatkan penyampaian daia yang bersifat urgent wntuk kepentingan
penyusunan anggaran tahunan departemen baik dari pusat ke decrah maupun
schaliknya menjadi terlambat. Schingga disposisi juga tidek segera
mendapat respon dari unit yang kasmpeien”,

Menurut pendapai Kepala Subbagian Bagian Penyusupan Program dan
Laporan pada Direktoral Jenderal Perafuran Perundang-undangan menjawab
pertanyaan kebijakan Pimpinan terbadap pelaksanaan kegiatan masing-
masing Bagian:

“ di ingkat implementasi kebijakan yang terkait dengan proses penyusunan
program dan anggaran, pada intinya tetap berpegang pada produk hukum
vang berlaku. Namun tidak tertuhup kemungkinan munculnya kebijakan
vang bersifat varian dari produk hukem yang ada &i mana bal int dilakukan
untuk meminimalisasi muncalnya kendala di lapangan seperii yang telah
diuraikan di bagian terdabulu. Sepeiti, musal, mempertimbangkan data suatu
program belum juga terselesaikan oleh unit terkait, maka diputuskan
kebijakan untuk melekukan proyeksi terhadap anggaran program yang sama
di tahun berjalan untuk dijadikan patokan penyusunan program dan
anggaran tahunan departemen. Reputusan ini ditempuh, mengingat usulan
draft penyusunan program dan anggaran harus segera masuk ke Departemen
Keuangan untuk dikaji. Selain it pula, didasarkan pertimbangan bahwa ada
kesempatan untuk melakkan revisi sambil menunggu selesainya data yang
update yang sedang dilakukan oleh unit terkait”.
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VII. Menurut pendapat Kepala Subbagian Bagian Ponyusunan Program dan
Laporan pada Direktoral Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjawab
pertanyaan efeltifitas penggunaan anggaran terhadap perencanaan kegiatan:
“ efektifitas lebih menekankan pada tepat sasaran. Terkait antar penggunaan
anggaran dengan perencanaan kegiatan atau program, maka rata ratanya
hanya memiliki dava scrap 65% dari realisasi anggaran, Mengapa demikian?
Karena, keterlambatan turunnys anggaran yang secara teori senyusiinya pada
bulan Januan, ietapi prakteknya selama ini rata raia baru tunn di bulan
April sehingga hanya tersisa waktu yang cfektif untuk pelaksanaan program
selama 9 bulan. Oleh karena itu, program program vang terlaksans rata rata
bersifat pragmatis. Sehingga sulit antuk memenuhi visi dan miss bagian
biro, sekretariat jenderal dan departemen”.,

VII. Menurat pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan
Laporan Dircktorat Jenderal Pemasyarakatan menjawab pertanyaan
kemarnpuan penyusunan kegiatan ferhadap pelaksansan tupoksi pada
masing-masing Bagian:

“secars internal, bisa dikatakan bahws kemampuan penyusunan kegiaban
atan program terhadap peleksanaan tupoksi pada masing masing bagian
tidak sipnifikan. Maksudnya, dari sisi motivasi karyawan dan kualitas
sumber daya manusia memenubi apa yang diminta di dalam software yang
ada, Persoalan mumcul jika diperkenalkan software baru oleh Departemen
Keuvangan. Hal ini jelas membuat para pelaksana harus mempelajari terlebih
dahulu walau telah diberiken {raining. Namun tidak semua data yang ada
bisa diselesaikan atau dibahas i dalam training yang rata rata berlangsung
paling lama 30 hari. Padahal data data yang ada bukan data di  pusat
melainkan juga di institusi institusi kita di daerah. Kendala lainnya adalah
saat mentransfer pemahaman sofiware yang barg ini ke para pelaksana di
daerah. Mengingat keterbatasan prasarana den sarana jejaring komunikasi,
Kendatipun ada pepugasan ke daersh, hal ini juga terkendala dengan
minimnya apggaran yang fersedia uptuk “tour of duty.” Kondisionalitas ini
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yang di mana bersumber dari upsur eksternal, menciptakan kurang
optimalnya penyusunan kegiatan terhadap pelaksanaan tupoksi pada
masing-masing Bagian. Jadi bukan karena ketidakmampuan para pelaksana
vang ada di lingkup bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro

Perencanaan”.

Menurut pendapat Kepala Subbagian Baglan Penyusuman Program dan
Laporan Direktorat Jenderal Imigrasi menjawab pertanyasn kedadukan Biro
Perencanaan schagal koordinator Perencanaan Program dan Anggaran
Departemen:

* setelah Format Penyusunan Program dan Anggaran vang telah ditentukan
olsh Departemen Keusngan kita terima berapa software, maka dilakukan
distribusi ke unit upit dan instisusi daerah yang terkait. Sejak ini pula, Biro
Perencanzan bertupas dan berfunpsi sebagal koordinator terselenggaranya
prosesi penyusunan program dan anggeran, Dalam hal i jusa, biro
perencangzan selalu menyiapkan langkah langkah antisipasi jika saja ada
kendala dats yang terkait dengan unit lainnya, Untuk itn, biro perencanaan
memifiki dokumentasi data program yang sama di tahun berjalan yang di
mana hiss diproyeksikan ke depannya. Langkah imi ditempuh guna deafl
usulan penyusunan Program dan Anggaran tidak mengalami keterlarsbatan
untuk sampai ke Depariemen Keuvangan yang skan melakukan kajian.
Dengan pertimbangan bahwa masih ada kesempatan mcelakokan revisi
program dan anggaran sambil menungg data yang update. tugas dan fungyi
koordinotor dari Biro Perencanaan memiliki arti penting di saat terjadi
kendala data, Selain juga untuk mensinkronisasi data data yang masvk dard
unit unit dan institusi df daereh yang terkail”,

Menuret pendapat Kepals Subbagian Bagian Penyusunan Program dan
Laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional menjawals pertanyaan
kemauan politik (political willy terhadap kebijakan perencanaan di
lingkungan Departermen Hukum dan HAM:
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“pada wmumnya di saat kita melakukan penyusunan program dan angparan
tahunan departemen tercantum idealisme untuk pencapaian vist dan misi
bagian, biro, sckretariat jenderal dan departemen secars keselurubon. Namun
secara prakick, mengingat kendala waktu antara realisasi dengan
pelaksangan anpgpgaran maka banyak program yang tidak bisa terlaksana,
Karena kita terperangkap pada bulan wfup buku anggaran di bulan
Desember. Sehingpa political will untuk program program yang sifatnya
pencapaian visi dan misi yang ada kurang bisa terpenuhi secara optimal”.

Menurgt pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyuswman Program dan
Laporan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menjawab pertanyaan
rekrutmen dan penempatan SDM terhadap opaya peningketan kinega
perencanaan:

“ada idiom yang mengaiaken bahwa sekarang ditentukan oleh masa lalu,
masa depan ditentukan masa sekarang. Begitu pula, fentang masalah
rekruitmen  dan  penempatan sumber daya manusia di  Hagkungan
Depariemen hukum dan ham sekarang imi yang bisa dinilai masih jauh dari
tdeal baik dari sisi rasio antara beban tugas dengan jumlab sumber daya
manusia yang ada maupun dari sisi prinsip “The right man and The right
palace™ Mengapa demikian? Karena banyak dijompai di beberapa unit kerja
dan teknis di mana sumber daya manusia yang ada tidak pas dengan tugas
dan pekerjaannya terutama dari sist pendidikan formal yang dimilild
terhadap tantangan fugas dan pekerjaan mereka. Selain s juga ada beberapa
unit yang berlebihan sumber daya manusia namun di unit Jain kekurangan.
Masalabinya, tidak bisa dilakukan mutasi dikarenakan sumber daya manusia
yang ada di unit lain tidak bisa begitu saja dimuotasiken ke unit lain
dikarenakan latar belakang pendidikan formal yang ada kurang kondusif
terhadap tantengan fugas dan pekerjaan yang ada. Schingga ketidakmerataan
sumber days manusia antara pendidikan formal yang dimiliki dengan bidang
tugas dan pekerjaan yang ada menjadi salah satu kendals yang akan
menjadikan kualitas penyusunan program dan anggaran tahunan departemen
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jauh dari yang diharapkan. Kondisiopalitas ini jelas memberikan pengaruh
besar saat dilakukan draft penyusunan program dan anggaran tabunan
departemen. Sehingga tidak mengherankan apabila terjadi revisi berulang
kali setelah dilakukan kajian oleh Departemen Kevangan™.

. Menurut pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan
Laporan Direktorst Jenderal Hak Kekayaan Intelekmual menjawab
pertanyasn kuan@tas tenaga SDM perencanaan yang diperlukan dalam
peningkatan kualitas penyusunan program:

“telah toriadi kelidakomerataan antara pendidikan formal yang dimiliki
dengan taptangan tugas dan pekerjaan yang ada Khusus & bagian
Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan, Biro Perencanaan, Sekretarial
Jenderal Departemen hukum dan ham masih kekurangan sumber daya
manusia yang memiliki pendidikan formal vang mendukung tantangan
tugas dan pekerjaan yang ada™.

. Menurat pendapat Kepala Subbagian Bagien Penyusunan Program dan
Laporan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak
Asasi  Manusia menjawab pertanyaan persepsi  pegawai  terbadap
pelaksanaan kegiatan, Menurutnya:

“teriebib dehulu kita harus sepakat arti Persepsi sebagai pengalaman tentang
objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang Jdiperoleh  dengan
menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, Selain itu pula, persepsi
dapat juga didefimisikan sebagal uatu proses fentang petunjuk-petunjuk
inderawi  (semsory} dan  pengalaman masa lampaun yang  relevan
diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur
dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Darl konteks persepsi 4 atas,
maka dapat dikatakan bahwa mayoritas persepsi para pegawsal khnsusnya di
lingkungan Baglan Penyusunan Program den  Anggaran Tahunan
Departemen terhadap pelaksansan kegiatan penyusunan program dan
anggaran tahunan bisa 'dikatakan baik dan mendukung. Walan kita ketshui
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X1V,

mereka mengeluh tentang kerapkali adanya perubahan sistem atau program
software penyaiian penyusunan program dan anggaran tabunan departemen
vang dikeluarkan oleh Departemen Kevangan. Hal inl masuk di akal karena,
begitu ada perubshan sistem atau program software penyajian penyusunan
program dan anggaran tabunan departermen, maka masalah data yang
diperlukan jelas mengalami perubahan pula. Artinya, data kadangkala harus
dilakukan olahan teriebih dahulu di mana proses vlahan data berbeda dengan
sistem gfau program sebelumnya. Schingga mercka tidak bisa cukup
melakukan update data saja tetapi haros melakukan elaborasi data untuk bisa
diakses ke dalam sistem atau program software yang baru. Sudah bayang
tenty, hal ini memakan waktu bila dihandingkan tidsk ada perubahan sistem
atau program software yang disjulan oleh Departemen Keuangan™.

Menungt pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan
Laporan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menjawab
pertanyaan dampak perubaban tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan
terhadap kemampuan SDM Departemen:

“bahwa ketidakmerataan sumber daya manusia terutama dari sisi pendidikan
formal yang dimiliki yang diharapkan dapat mendukong tugas dan pekerjaan
yang ada. Ada tidaknya perubahan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan
tidak siginifikan terhadap kemampuan sember daya manusiz departemen
yang notabene mayodtas tdak menganut prinsip "The Right Man and The
Right Palace™  Kendatipun demikian bukan berarti, tidak ada dampak
pada tugas dan fungsi Biro Perencangan. Mengapa dikatakan demikian?
Karepa, kendatipun dari sisi pendidikan formal yang dimiliki kurang
mendukung tugas dan pekerjzan yang dihadapi pamwin sejalan dengan
perialanan waktu mercka telah terlatih secara “know how” dan “Learning by
doing” yvang terassh oleh tantangan, tugas dan pekerjaan selama ini. Namun
begitu terjadi perubshan, sudah barang tentu mereka harus memulai untuk
mengenal "what kind of duty” di mana dari sisi pendidikan formal mercka
belum mengenalnya. Misal, seorang anak hanya sekedar menghapal rumus
matematika. Begitu rumus jtu diputar balikan maka hampir dipastikao
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mengalami kebingungan. Sebab, yang dia lakukan untuk memecahkan soal
matematika sekedar tradisi bukan berangkat dari sebuah pemahaman vang
mendalam. Namun kondisionalitas ini bisa dicarikan solusinya dengan
melakukan berbagal pendidikan dan pelatthan. Hal injlah, ari penting
Pusdiklat scbagai pusat transfer “praciical knowledge atau applicaied
knowledge” bukan transfer “teoritical knowledge®,

XV. Menurut pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusuran Program dan
laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
menjawab pertanyaan dukungan teknologi tethadap setiap usnlan kegiatan:
“secara wmnum, dukungan teknologi dalam mensupport kegiatan penyusunan
program dan anggaran sudah memenuhi siandar minimal. Namun, teknologi
jejaring komunikasi informasi untuk kelancarap sharing data dari pusat ke
daerah atau sebaliknya masih belum memenuhi standar minimal. Mengapa
demikian? Karena, jejaring unit dan institusi yang berada di bawah naungan
Departemen hukur dan ham banyak tersebar di dacrah. Padabal baik pusat
maupun dasrah membutubkan kecepalan penyampaian dan peénerimaan
“Message” terutama yang ferkait dengan masalah data yang diperlukan
uniuk penyusunan program dan anggaran tahonan departermen. Apalagi data
yang diperlukan membutuhkan “spoce” yang besar. Qleh karena itu, kerap
kali terjadi idle fime saat menyusun program dan anggaran karena lambainya
data masuk untuk di entry ke soffware yang telah ditentukan, Uniuk
mengatasinya, dengen keterpaksaan dilakukan proyeksi pada program yang
sama sambil menunggy masvkoya update data. Atau mepunggu saat
dilakukan revisi penyusunan program dan gpggaran tshunan depsriemen
setelah dilakukan kajian oleh Departernen Keuangan®,

XVI Menurut pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan
Laporan I Bagian Penyosunan Program dan Anggamn, Bire Perencanasn
menjawab perlanyaan apabila ada Kkelerbatasan angparan terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi:
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“mengingat jangkavan unit dan instifusi yang berada di bawah naongan
Departemen hukam dan bam banyak bertebaran di daerab, maka dengan
keterbatasan anggaran berimbas pada kualitas penyusunan program dan
anggaran tahunan departemen. Maksudnys, propram  program  yang
terjadwal mayoritas terperangkap pada program yang pragmatis bukan
program unfuk pencapaian visi dan misi”.

Menjawab pertanyaan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap Bagian schagai
bahan acuan untuk pepyusunan rencana periode ke depan:

“sebagaimana telah kita ketahui bahwa daya serap anggeran berkisar antara
60% hingga 80% maka proyeksi ke depan pun #idak jauh dari kisaran it
Mengapa demikian? Karena, program program yang telah teqadwalkan dan
teranggarkan adalah program yang dirancang bisa dilaksanakan dalam karun
wakin 9 bulan efektif mengingat tutup buku di bulan Desember. Dengan
demikian dapat dikataken, secara perhitungan kasar, evaluasi kegiatan setiap
bagian lebih dititikberatkan pada program program yang bersifet pragmatis.
Sedangkan untuk program yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi
mengpunakan skala prioritas. Alesannya adalabh wakto dan dara yang
terbatas™,

. Menunrut pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyususan Program dan
Laporan 1I Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan
menjawab  pertanyaan  dukungan informasi  perencanusan  terhadap
pelaksanaan kegiatan tiap Bagian:

“keterbatasan jejaring iekonologi informasi menjadi kendala terhadap
pelaksanana kegiatan tiap bagian, Mengingat jangkauan unit dan institusi
yang berada di bawah Departemen hukum dan ham bertebaran di daerah.
Oleh karena itu, bisa dikatakan babhwa dukungan informasi perencanaan
untok mencapal kualitas penyusanan program dan anggsran tabunan
departemen masih jauh dari apa yang diharapkan. Semestinya, jejaring
teknplogi informasi di daerah dan dipusat ditingkatkan guna mendukung
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XVIIL

tugas dan pekerjann bagian bagian yang terkait dengan penyusunan draft
awal program dan anggaran ishunan departemen”.

Menjawab perianyaan upaya peningkatan anggaran untuk sarana dan
prasarana:

“dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintzh vang tertuang di
dalam APBN talmn berjalan, maka proyeksi ke depanya sulit untuk
melakukan wpaya peningkatan anggaran untuk pemenvhan kebutuban
prasarana dan savans. Koosekvensi logismya adaleh kita melakukan
inventaris data kemudian melakuken skala prioritas vang  bersifat
berkesinambungan. Dengen model ini dibarapkan segala kebutuhan
prasarana dan sarana yaog dibutubkan ada saatnya akan terpenubi”,

Menurut pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan
Laporan 111 Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro Perencanagn
menjawab pertanyaan efekiifitas penetapan alokasi anggaran pada setiap
Unit Utama:

“kita harus sepakat teriebih dahulu tentang pengertian efektifitay sebagai
tepat  sasaran. Apabila batasan eofektifitas int  digunskan  untok
menggambarkan penclapan alokast anggaran pada seliap unit utama, maka
dapat dikatakan bshwa tingkat efektifitasnya tidak jauh dari perhitungan
menyeluruh yaitu berkisar anlara 60% hingga 80%. Maksudnya antara
alokasi anggaran dengan program vang terlaksana hanya terserap antara
60% hingga 80%. Mengingat cfekiif waktu pelaksanaan program rata
ratanya hanya 9 bulan efektif. Jadi sulit kita uniuk mepcapal angka 90%
hingga 100% alokasi anggaran terserap pada pelaksanasn program program
yvang teleh terjadwalkan dan teranggarkan kita belajar uniuk lebih
mempriontaskan pada program program yang memiliki daya serap anggaran
yang tinggl dengan tetap mengindahkan program program yang mengarsh
pada pencapaian visi dan misi”.

Menjawab perianysan efektifitas koordinasi dengan unit utama dalam
pelaksanaan kegiatan:

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana Ul, 2009



“dengan berbagai keterbalasan vang ada seperti jejaring teknologi informasi,
kerapkali terjadi perubahan sislern atau program software penyajian
penyusunan program dan anggaran tahupan departemen yang diajukan oleh
Departemen Keuangan, maka tingkat efektifitas koordinasi menjadi kurang
optimal. Ini discbabkan Karena biro perencanaan sangat bergantung pada
masnknya data darf unit unit dan institusi yang terscbaran di daerah. Jadi,
lnasnya jangkauan & satu sisi dap ditambah desgan kendala jcjaring
teknologi informasi menpakibatkan kurang optimalays pusat membangun
komunikasi yvang intens. Dalam hal ini kerap kali terjadi distorsi dalam
penyampaian dan penerimasn “message” yang dibutmhkan untuk proses
penyusupan program dan anggaran. Dan juga koordinasi di fingkat pusat
terutama dengan unif unit ulama bisa terselenggara secara optimal
mengingat kedekatan geografis dan kemudahan jejaring teknologi
komunikasi informasi. Schingga dapat dikatakan bahwa untuk melakvkan
koordinasi ke vnit atan institusi di daerah korang efektii namun untuk
koordinasi dengan unit unit utama yang berada di pusat berlangsung efekuf
bahkan intens™.

XIX. Menurut pendapat Kepala Subbagian Bagian Peayusunan Program dan
Laporan IV Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan
menjawab pertaniyaan pemabaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi
masing-masing bagian;

"hahwa kita ini merupakan sebush orgapisasi di mana sumber daya manusis
merupakan motor penggerak wtama (prime mover) organisasi, Untuk itu
diperlukan suatu tatakeria vang dapat dijadikan pedoman kita menggerakkan
roda organisasi. kan tatakerja jupa sudsh distur di dalam permen Nomor
M.O9 tshup 2007 di mana setiap pegawal yvang ada di lngkungan
departemen hukum dan bam semustinya berpedoman pada peraturan
tersebut. Ttu idealnya, namum di lapangan kerapkali dijuropai pegawai yang
belumn memahami dan melaksanakan peraturan menteri terschut, schingga
menjadi kendala saat pelaksanaan penyusuoan program dan anggaran

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana Ul, 2009



tahunen departemen. Untok mengatasinya, kita selalu melakuken monitoring
persiapan data jauh hari untuk meminimalisasi berbagai kendala antara [ain
adanya data yang bersifat interdependent dan keterbatasan jejaring teknologi
komunikasi informasi®.

Menjawab pertanyaan penyusunan kegiatan yang disusun berdasarkan skala
prioritas;

"dengan pertimbuangan keterbatasan anggaran, melihat APBN tahun berjalan
sekarang foi, maka hampir dipastikan kita meiakukan inventarisasi data yang
kemudian dibuat skala prioritas program. Program-program yang masuk di
dalam skala proritas adalah program vang lebib bersifat program
berkesinambungan, karena program tersebut pada umumnya merupakan
program yang mengarah pada pencapaian visi dan misi di mana sulit unfok
ditakukan hanya satu periode tahun fiskal. Sedangkan program yang bersifat
pragmatis tidak masuk ke dalam program vang di skala prioritaskan
dikarengkan cukup dilaksanakan satu penode tahun fiskal saja. Seperti
perbaikan prasarana dan sarang kantor, teknologi yang portable, pendidikan
dan pelatihan keklususan dan sebagainya”.

Menurat pendapat Bapak Imam Santoso selaku Kepala Biro Perencanaan
menjawab  pertanyasn pada kemungkinan tidak adanya peningkatan
anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan
fungsi:

“dengan mencermati kondisi keuangan negara saat ini semua itn bisa saja
tegjadi, Apabila hal ini benar terjadi, maka lanpkah kita adalah melakukan
inventarisasi data vntuk kemudian melakokan katian ulang khususaya pada
program yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi. Dikarenakan,
program ini bersifat berkesinambungan. Sstelah itu pada progmm yang
bersifat pragmatis. Untuk proyeksi besaran anggaran cukup melihat realisasi
anggaran tahun berjalan Dengan demikian, kendatipun ada pemotongan atau
perampingan pads jumliah program yang bersifot berkesinambungan, maka
paling tidak tetap ada program éaiam kiaszﬁkasz tersebut yang masih bisa
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dilaksanakan, Singkat kata, dimisalkan di dalam tahun berjalan sekarang ind
ada 5 program yang bersifat berkesipambungan yang dapat dilaksanakan,
Namun mengingat keterbatasan anggsran di tabun depan, maka dilakukan
perampingan tinggal 3 program saja™.

Memberikan saran dan masukan ientang keterkaitan dalam penyusunan
program dan anggaran:

“saran saya yang bersifat ideal adalab pertama perluaya ditata kembali tata
rekruitmen dan penempatun pegawal yang disesuikan dengan kebutuhan
yvang ada dengan moempertimbangkan tantangan tuges dan pekeriaan yang
dihadapi kedua perlupys peningkatan kemampuan jejaring teknologi
inforoasi dalam rangka mendokung proses penyusunan program dan
anggaran tahunan departemen ketiga konsitensi sistem atau  program
software oleh Departemen Kevangan yang di mana berdampak pada
efisiensi waktu penyusunan program dan angearan tahunan departernen dan
terakhir perlunya peningkatan pemahaman tatakerja olch pegawai di
lingkungan departemen hukum dan ham.,

Sedanglkan saran saya yang bersifat prakiis adalah pertama perdunya
peningkatan kemampuan sumber dava manusia secara “pratical knowledgs”
aiau “Learning by doing” melalul diklat kedua perlunya peningkatan
kemampuan mengarsip data dan dokumen di mana sangat diperiukan di saat
dilaknkan proyeksi anggaran bila saja terjadi keterlambatan mengupdate
data, dan tidak adanya peningkatan angparan dikarenakan keterbatasan
keuangan negara ketiga perlunya roelakukan skala prioritas pada program
yang bersifat berkesinambungan dalam kerangka jangks menengeh. Yang
terfuang di dalam Rencana keria das anggamn (RKA) dan program yang
pragmatis vang disusun berdasarkan prestasi kega dimsksudkan untok
memperoleh manfaat yang schesar-besarnys dengan menggunskan sambor
daya vang terbalas schepgsi upaya penghematan usng negara dan
mengedepankan program yang mengarah pada pencapaian visi dan misi”.
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Menurut kepala biro perencanaan pengerjaan penyusunan anggaran peda
program vang sifatnya interdependen, “hal ini menjadikan kita bekerja
terburu buru, Hampir dipastikan hasiloya pun kurang optimal. Sebab, data
informasi anggaran dibuat berdasarkan perkiraan kasar saja yang penting
tercantum ada anggaran. Padahal dalam prakteknya bisa jadi apa yang
tercantum tidak sesuai dengan kebutuhan yang riil, Ini suatu hal vang
dirasakan sangat kurang dalarn sistem sekarang ind”

Menurut kepala bagian Ketatalaksansan Bapak Lddy Sutardi menvanghkut
ketersedizan SDM di Biro Perepcanaan, “sekarang inl jumlah pegawai di
lingkungan biro perencanaan saja ade kurang lebih 70 orang. Dengan
komposisi Sarjana Strata 1 sebanyak 30 yang mayoritas berlatarbelakang
pendidikan formal Sarjana Hukum, Sajjana Strata 2 sebanysk 10 orang
dengan mayoritas berlatarbelskang pendidikan formal Magister Sains,
sedangkan 10 orang berpendidikan formal hulusan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, Komposisi yang lurang seimbang ini di mana di biro perencanasan
yang mustinya didukang oleh mereka yang berpendidikan formal ekonomi
hampir biza dikatdkan kurang jumlabnya. Jelas hal ini merepotkan kita
dalam melskukan penyusunan perencanaan anggaran”

Menurut Kepals Biro Perencansan mengenai fakior utama yang menjadi
bahan penetapan kebijakan, “data informasi yang meliputi: jumlah pegawai,
prasarana dan sarana, program kegiatan, jumlah pegawai yang akan pensiun,
perkiraan penerimaan pegawei dan kunjungan keda Mented dan para
pejabat eselon § baik dalam domain domestik maupun foar negeri™

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana Ul, 2009

R e Bl





